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Dalam tesis ini dibahas mengenai peranan notaris sebagai pembuat akta
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menguraikan tentang alasan-alasan keharusan Partai Politik memiliki status
sebagai badan hukum.

Permasalaban ini dipilih karena merupakan suatu bentuk kewenangan
notaris yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik, karena pada mulanya notaris tidak terkait dengan kegiatan Partai Politik.
Dalam pelaksanaan kewenangan notaris ini, sangat dibutuhkan kerjasama dan
sosialisasi dari pthak pemerintah dengan organisasi notaris.
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ABSTRAK

Nama + 8ri Hartati
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta

Pendirian Partai Pelitik Terkait dengan Berlakunya Undang
Undang Nomeor 2 Tahun 2808 Tentang Partai Politik

Latar belakang penelitian int adalah karena tugas notaris yang terkait dengan
pendirian Partai Politik yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah.
Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus dipelajar dan diteliti lebih lanjut
mengenal seberapa jauh  peranan noteris dalam proses pendirian Partai Politik dan
alasan mengapa Partal Poliik scbagal suatu perserikatan atau organisasi harus
berbadan hukum, Metode yang dignnakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen
dan bersifat yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku,
majalah, dan media internel. Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalaban utama penelitian ini adalsh
mengenal pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik sesuad
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Poligk. Setelah meneliti
berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dengan adanya ketentuan dalam Undang-
Undang Nomeor 2 Tahun 2008 Tentang pendirian Partai politik yaitu pendirian Partai
Polittk harus dengan akis notaris maka peran notaris schagai pejabal umum yang
diberi kewenangan oleh pemerintah untuk membuat akta otentik mutlak diperlukas,
bal ini sesnai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3¢
Tahan 2004 tentang Jabatan Notaris Pagal 15 ayat 2, dirnana didalamnya disebutkan
bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalarn peraturan perundang-
undangan termasuk didalamnys kewenangan untuk membuat akia pendirian Partal
Politik. Berkaitan dengan peranan notaris tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dan
digyaratkannya akta notaris dalam proses pendirian partai politik adalah agar Partai
Politik sebagai suatu organisasi memiliki states sebagai baden hukum, yang artinya
bahwa Partai Politik telgh memiliki landasan hukum ysng kuat schingge dapst
memperoleh jarninan kepastian dan perlindusgan hukum. Tetaps bagalmanapin juga
sgar peranan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan
akta pendinan Partai Poliik dapat beralan dengan maksimal, maka diperlukan
kerjasama antara pihak pemerintah bersama-sama dengan organisasi potaris dalam
rangka soslalisasi wewenang baru motaris scbagai pejabat umum yang berwenang
membuat akta pendirian Parlai Politk.
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ABSTRACT

Nawme : 8ri Hartati
Study Program : Kenofariatan
Title : Review Juridical Reole In Making Neotary Certificate

Establishment Party Politics Related To The Introduction Of
Law Number 2 Year 2088 About Political Pariies

Background of this research is because the task associated with the government for
the establishment of Party Politics is the authority given by the government. In
practice there are things that must be examined and learned more about how far the
role of government in the process of Party Politics and Party Politics of reasons why
as a league or organization must be incorporated. Method used in this research is the
study of documents and juridical normative, with draws on sources such as books,
magazines, internet and media. AH sources are processed and associated with the laws
and repulations that exist. Main problem of this research is the tmportance of the role
of government in the process of establishment in accordance with the Political Party
Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. After examining a variety of
sources, that the resuits obtained with the provisions of Law Number 2 Year 2008
About the establishment political parties, namely the establishment of Party Politics
should be the role of teaching license notary notary as public officials who are given
authority by the government to make the absolute authenticity of teaching license is
required, it this i in accordance with the provisions mandated in Law No. 30 of 2604
on Office Notary Article 15 paragraph 2, which is mentioned there in that the notary
has the authority stipulated in other laws and regulations including the authority
make the establishment of teaching license Party Politics, Regarding the role of
government can be said that the goal of teaching license reguired to its from the
notary in the process of estabiishing a political perty is to make as a Political Party
organization has status as a legal enfity, which means that Party Politics has a strong
legal foundation so that they can obtain secnrity and protection of legal certatnty . But
however that the role of government In relation o the authority of goverament i the
making of the Party Politics of teaching license can be run with the maximum, the
requiresd cooperation between the government together with the notary organization in
the socialization of the new authority as a notary public officer authorized to make the
establishment of teaching license Party Politics,
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BAR1
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Permasalahan

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hal yang penting dalam
negars yaog menganut sistem demokrasi. Berdasarkan sejarah, sistem demokrasi yang
pertama kali dianut oleh Negara Yunani adalah demokrasi langsung. Demokrasi
langsung dapat berjalan secara efektif karena ditunjang oleh beberapa faktor, vaitu
pemerintahan yvang sederhana, wilayah vang terbatas, serta jumlah penduduk yang
relatif sedikit.’

Setisp pegara yang menganut paham demokrast senantiasa dilandasi oleh
suato sistemn yang memberi jaminan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang
secara serta merta menyentuh masyarakat politik, sebagai wadah para warga negara
dalam menggunakan hak pilibnya secara berkala.”

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi hal yang penting di dalam
negara yang menganut sistem demokrasi dan mengisyaratkan pula adanya hak untuk
mendirikan Partai Politik, seperti dikatakan oleh Ismail Sunny -

*Tak diragukan lagi, kebebasan berserikat meliputt pula hak untuk mendirikan

Partai Politik yang skan menyckong aiau mengoposisi secara loval

pemsrintah vang sedang berkuasa dan membentangkan kebijaksanazn Partat

Politik itu kepada rakyat.”?

Kemerdekaan berserikat (freedom of association) dapat dipahami sebagal kebebasan
vang dimiliki oleh setiap orang untuk membentuk suatn perkumpulan atau
perserikatan® bersama-sama dengan orang lain. Bentuk perserikatan itu sendiri, salah
satu diantaranya adalah Partai Politik Bahkan secara sempit, Kusnardi dan Ibrahim

! Mirioin Budtiric, Dasar-Dasar Hen Pofitik, (Jakorta: Penerbit Gramedia, 1977), .53,

* Posdjolo, Kebebasan Berserikat Di Indenesio, {(Iakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983, Rim. 13,

2 tsmnil Sunny, Mekanizme Demokvasi Ponoasita, (Tnkorin: Penerbit Aksasa Bare, 1977), him23.

* Kate “Serikat” ilu sendiri, dupat dipakand sehogat persckutuan, afay gobungat, “bord  perselufiuan,
pabumgan, sorikel, perserikalan ©, Bhat 8, Wojowssito, Komus Unem Belonds Fndonesia, {karia - fehilar Bare Van
Hoeve, 20013, him, 98
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mengartikan kemerdekaan berserikat (freedom of association) hanya sebagai kebebasan
untuk mendirikan partai politik .*

Salah satu implementasi dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul yaitu
dibentuknya Partai Politik. Berdasarkan sejarah, Partai Politik pertama kali lahir di
negara-negara Eropa Barat, yaitu dengan meluasnys gagasan bahwa rakyat merupakan
faktor yang perlu diperhitungkan serta ditkutsertakan dalam proses politik, maka secara
spontan lahirlah Pantai Politik dan kemudian berkembang menjadi penghubung antara
rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak,

D negara-negara yang menganut sistem demokrasi, gagasan mengenai
partisipasi mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa
saja yang akan menjadi pemimpin yang vantinya azkan menentukan kebijaksanaan
umum (Public Policy).

Dalam konstitusi Indonesia, yaity Undang-undang Dasar 1945 1elgh
memberikan jaminan vang tegas dalam hal kemerdekaan untok bersertkat, Passl 28 E
ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan hasil perubahan kedua
menegaskan bahwa “setiap ovang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat”™ Ketentuan dalam pasal 28 E ayat (3) tersebut mengandung
materi jaminan kemerdekaan berserikat yang lebih tegas dibandingkan dengan
ketentuan pada pasal 28 yang berasal dari mumusan Undang-undang Dasar 1945
sebelum perubahan.®

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1943 menjamin
kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi
manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan vang kuat
dalam Mepara Kesatuan Republik Indosesia yang merdeka, bersatu, berdaular, adil,
demokratis, dan berdasarkan hukum.

Dinamika dan perkembangan masyarakat vyang majerauk  menunmt
peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan
demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi pohitik masyarakat dalam
upaya mewujudkan cia-cita Bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutohan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi

* Moh. Kusnardi dan Harmaili Ioralim, Pengantar Wl Tata Negara Indonesia, {Jakarta : Pusat Studi
Hukum Tate Negarn Fakultas Hokom Universitas Idosesin, 19530, kim 325

4 Jimly Asshiddigie, Kaomardekoun Berserthat, Pembubaran Partai Poligh, dan Mabbumoh Kostitusd,
(iskorte - Konstime Press, 2003), him. 7-8
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berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi kedavlatan rakyat dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan mewnjndkan kesejabteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-undang Dasar
1945 mengenal jaminan kemerdekaan berserikat, maka dibenfukish peraturan
perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan berserikat bagt Warga Negara
Indonesia. Khusus untuk peraturan perundang-undangan vang mengatur masalah Partai
Politik sekarang, di Indonesia telah dibentuk Undang-undang Nomor 2 Tabun 2008
tentang Partai Politik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
adalah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partal
Politik diharapkan untuk iebih membuka kesempatan bagi setiap Warga Negara
Indonesia untuk mewujudkan keyakinan atau cita-cita politiknys melalut Partai Politik,
dan juga membuka kesempatan bagl Warga Negara Indonesta untuk memilih salaran
aspirasi mereka. Undang-Undang inl mengakomodasi beberapa paradigma bary seiring
dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sepumiah pembarvan
yang mengarah pada pepguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, vang
menyanghkut demokratisast internal Partai x?al’rtik, transparanst dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan Partai  Politik, peningkatan kesetaraan gender, dan
kepemimpinan Partai Politik dalam sistern nasional berbanpsa dan bernegara. Dalam
Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan
keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan
hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif’ warga negara, serta
meningkatkan Kemandinan dan Redewssaan dalam  kehidupan berbangsa dan
bernegara.’

Partai Polittk merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secars sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik  anggota,
masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

? Penjclusan Uranm Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentanp Parini Politik ,
Paragraf'4.
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Atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita itulah sehingga diperlukan
adanya suatu perjanjian antar anggota Partai politik beserta para pengurusnya yang
dituangkan dalam bentuk akta notaris, hal ini diperlukan agar para pengurus dan
anggota dari Partai Politik selalu konsisten dan terikat dengan apa yang telah mereka
sepakati sebelumnya, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap
pembentukan Partai Politik dinilai perlu diberikan status sebagai badan hukum,
sechingga Partai Politik sebagai subyek hukum merupakan sebuah organisasi yang
berdiri sendiri yang dapat mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum, pembentukan
sebuah Partai Politik yang berstatus badan hukum mempunyai kedudukan yang
disamakan dengan Persoonrechi. Perolehan status sebagai badan hukum tergantung
dan ketentuan hukum yang dibuat untuk mengatur prosedurnya, syarat-syarat, serta
ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satu contohnya dalam praktik
mengenai ketentuan hukum yang mengatur prosedur untuk memperoleh status badan
hukum Partai Politik. Maka dalam hal ini penulis menulis tesis dengan judul “Tinjauan
Yuridis Kedudukan Notaris dalam Pendirian Partai Politik Terkait Dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.”

B. Pokok Permasalahan
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan
dibahas lebih lanjut dalam tesis ini adalah :
1. Mengapa peranan notaris mutlak diperlukan dalam proses pendirian
Partai Politik?
2. Mengapa Partai Politik sebagai suatu perserikatan/organisasi harus
berbadan hukum?

C. Metode Penulisan

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian
yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan®. Metodologi dalam suatu
penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajar,

menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukun, (Takarla: UT Press, 1989), him.7,
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Dalam rangka memperoleh informasi guna penelitian ini, maka metode
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Normatif, yaiu penelitian
terbadap efektivitas azas~-azas, sistematika hukum vyang berkaitan dengan masalah
terkait.

Tipologis penefitian ini adalah bersifat eksplanatoris karena bersifat untuk
menguraikan secara lebih mendalam tentang perlunya Partat politik memilila status
sebagai badan hukum serta seberapa pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian
Partai politik berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalzh yuridis normatif melalui pendekatan histori, penafsiran undang-undang, dan
perbandingan undsng-undang, dengan berupaya mempergupakan datz  vang
menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku ssrta literatur-literatur yang
relevan dengan topik yang dibahas,

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis 1ni adalah data sekunder. Data
sekunder dihimpun melalui penelitian kepustaksan sehingga didapatkan:

1. Bahan hukum primer berupa persturan perundang-undangan yang mengatur dan
berkaitan dengan Ketentuan-ketentuan mengenai Partal Politik yakni Undang-
undang No. 2 Tahun 2008, dan Ketentuan tentang Jabatan Notaris yakni Undang-
Undang No. 30 Tahun 2004,

2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan pesjelasan mengenai bahan hukum
primer, vang dapat terdirt dari buku-buke, antikel, laporan penelitian dan tesis
yang membazhas dan terkait dengan akta pendirian Partai poliik yang dibuat oleh
Notaris.

3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan
bzhan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegangan serta internet
yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi,

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yakm
mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penjelasan tentang
perfunya Partai Politik berstatus badan hukum dan pentingnya peranan notaris dalam
proses pendirian Partai Politik, Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan
kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder sehingga nantinya dapat ditank
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kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teon, konsep vang mempunyai relevansi untuk

menjawab rurnusan permagalahan dalam penulisan tesis ini.

D. Sistematika Pestulisan
Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: ‘

{. BAB1: Dalam hal ini akan dikemukakan mengenai latar beriakang
permasalaban,  pokok permasalahan, metode penulisan, dan
sistematika penulisan,

2. BAB I : Berisi pembahasan tentang seberapa pentingnya peranan
notaris dalam proses pendirian Partai Politik ditinjau berdasarkan
ketentuan pada Undang-Undang Partai Politik (UU No. 2 Tahun
2008} dan ketentuan vang terkait dengan Jabatan Notars seria
perfunya Partai Politik oi Indonesia memiliki status sebagai badan
hukum.

3. BAB III: Perutup berisi kesimpulan dan saran
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BAB N
KEDUDUKAN NOTARIS BALAM PENDIRIAN
PARTAI POLITIK TERKAIT DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK

A Notaris sebagai Pejabat Umum Negara
1. Definisi/Pengertian Notaris
Secara wmum institusi notariat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan timbul

darf adanya tuntutan kebutuhan dan sesama mwanusia, di mana dalam tingkungan
pergaulan sehari-haninya diperfukan adanya suatu peranpkat yang adapat dijadikan
scbagal suatu bukti yang menjadi pagar atay rambu-rambu bagi pergavlan itu
sendiri, terutama dalam hubungan keperdataan yang ada dan/atav terjadi diantara
mereka sendiri.

. Lembags int dijalankan oleh seseorang yang merupakan pejabat vang
drugaskan oleh kekuasaan umumn ( openbaar gezag j untuk membuat alat bukti
tertulis yang mempunyal kekuatan otentik. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata
notariat berari jabatan notaris atau kantor notans, sedangkan notarls mempunyai
arti orang yang mendspal kuasa dari pemerintah nntuk mengesabkan dan
menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta, dsb.’

Dalam Bab { tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tabatan Notans (UUIN) dinyatakan bahwa notaris
adalah pejzbat umum yang berwenang untuk membuat akia otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang inl. Sebagai
pejabat umum berarti notaris bukanlab pegawai menurut undang-undang atau

persiuran-peraturan  kepegawaian dan  tidak  pula menerima gap  dalam

® Kennus Bahasa Indonesia If, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depantemen
Pendidikan dan Kebudayaan, (fakaria, 1983), Him. 1457,
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melaksanakan profesinya, melaiokan menerima honorarium sebagai penghargaan
atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat "

Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pagal 1868
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu

"Suatu akia otentik ialah sualu akia vang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dibadapan pegawai-
pegawal umum vang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat™.

Pengertian tentang notaris yang tercantum dalam UUJN tidak jaub berbeda
dengan Pasal 1 Peraturan Jabatan Motaris/ Notaris Reglement Siaatsblad 1860
Nomor 3 Yaitu

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk
membuat akia otentik mengenal suatu perbuatan, perjamjian dan penetapan
yang diharuskan oleh guatu peraturan umum atau oleh vang berkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan groose, salinan dan
kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan
umum tidak juge ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang
lain®,

Dalam menjalankan jabatannya  notans juga dibatasal oleh peraturan
perundangan  vang berlaku, kode etik notaris, dan sumpah jabatannya.
Pengangkatan dan pemberhentian notans dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal
ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asast Manusia Republik Indonesia,
demikian pula dalam pengambilan sumpabnya.

Dalam Pasal 3 UUIN disebutkan secara jelas mengenal syarat-syarat untuk
dapat diangkat sehagai notaris yaita ™
Warga Negara Indonesia
Bertakwa kepada Tuban Yang Maha Esa
Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun
Sehat jasmani dan rohan

Berijasah Sarjana Hukum dan lulusan strata dua kenotaniatan

I N

Telah menjelani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris
dalam waktu 12 (dus belas) bulen bertunut-turut pada kantor notars atas

¥ Komar Andasasmits, Notoris 7 { Bandung: Sumur Bandung), 1981, Him. 45,
! ndonesia, {Uindang-Undang Tentang Jabatan Notaris, DU Nemer 30, Lo Nomor 117, Tahus

2004, TI.N Nomor 4432, Pasal 13 ayat 2.

Universitas indonesia
Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH Ul, 2009



prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi notaris setelah lulus strata
dua kenotariatan
7. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang
memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap
dengan notarns.
2. Sejarah Notaris di Indonesia

Notaris berasal dari kata rnotarius, yaitu orang yang menjalankan pekerjaan
menulis pada jaman Romawi. Pada abad ke V dan ke VI sebutan notarius, majemuknya
notarii, diberikan kepada penulis atau sekretans pribadi raja.leungsi notarius pada saat
itu sangat berbeda dengan fungsi notaris saat ini.

Pada akhir abad ke V sebutan notarii diberikan kepada pegawai-pegawai istana
yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan administratif. Mereka memiliki keahlian untuk
mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat, yang sekarang dikenal sebagai
“stenografen”.

Pejabat-pejabat yang dinamakan notarii tersebut merupakan pejabat yang
menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani publik. Yang melayani publik
dinamakan (abelliones, yaitu pejabat yang menjalankan pekerjaan sebagai penulis
untuk publik yang membutuhkan keahliannya.'?

Pada dasarnya fungsi tfabelliones mirip dengan fungsi notaris pada masa
sekarang, hanya saja akta-akta yang dibuatnya tidak mempunyai sifat otentik dan hanya
mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

Selain tabelliones terdapat juga pejabat lain yang dinamakan fabularii yang
bertupas memegang dan mengerjakan buku-buku kevangan kota serta mengadakan
pengawasan terhadap administrasi kota. 7abu/arii juga ditugaskan menyimpan surat-
surat dan berwenang membuat akta. Tabularii berhak menyatakan secara tertulis
terhadap tindakan-tindakan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan
jasanya, yang juga merupakan saingan berat bagi para fabelliones."

a. Sebelum Kemerdekaan

12 Nies, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabal Umum, (Yopyakaria: CDSBL, 2003), Him.31.
'3 Ibid, Hlm.32,
" Ibid.
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Notaniat masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke X VI dibawa oleh orang-
orang Belanda dengan adanya Qost Ind. Compagnie di Indonesia. Kargnanya notariat
yang ada adalah notaris seperti yang dikenal di Belanda,

Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, sekretaris darl “coflege van
schepenen™ di jakarts diangkat scbagai notaris pertama di Indonesia.”’Dalam akta
pengangkatannya sebagai notards, secarz singkat dimuat suztu instrukst yang
menguratkan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yaiti menjalunkan tugas dan
jabatannys di Jekarta demi kepentingan publik dan berkewajiban untuk mendaftarkan
semua dokumen-dokumen dan akta-akta vang dibuatmya.

Dalam menjalankan jsbatannya para notaris temyata tidak merailiki kebebasan
karena mereka merupakan pegawai dart oost ind Compagni. Bahkan pada tabun 1632
dikeluarkan plakkaat yang berisi ketentuan bahwa para notaris, sekretars, dan pejabat
lainnya dilarang membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat, dan lain-lain akta,
jika tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal dan Raden
Van Indie, dengan ancaman akan kehilangan jabatannya, '¢

Namun dalam prakteknya ketentoan tersebut tidak dipatuhi schingga akhimya
ketentnan tersebut menjadi tidak terpakai lagi. Seielzah pengangkatan Melchior
Kerchem, jumlah notards terus bertambah disesuatkan dengan kebutuhan pada saat itu,

Serak maguknya notariat di Indonesia sampat dengan tahun 1822, notariat hanya
diatur oleh 2 {(dua) reglement vang agak terperingi, yaitu reglement tahun 1625 dan
tahun 1765,

Pada tahun 1822 dikelvarkan Instructie Voor Notarissen In Indonesia (lembaran
negara 1822 Nomor 113 vang terdiei dari 34 (tiga pulub empat) pasal Instruksi ini
merupakan resume dari peraturan-peraturan yang sebelumnya dan juga merupakan
bunga rampai dari plakkaat-plakkaat yang lama. Didalamnya dijelaskan bahwa notaris
adalah pegawai umum yang harus mengetahui selurvh perundang-undangan vang
berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak,
dengan maksud untuk membertkan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan,
dan memastikan tanggalnya, menyimpan ash atau minutanya dan mengeluarkan groose,

demikian juga salinannya yang sah dan benar.

5 3.H.8. Locmban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlanpea, 2003), Him, 35,
161 pemiban Tobing, Op.Cir., Him. 17.
7 pyid, Film, 19,
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Pada tanggal 26 Januari 1860, oleh pemerintah Belanda, peraturan-peraturan
mengenai jabatan notards di Indonesia mulal disesuatkan dengan yang berlaku 4di negeri
Belanda, dengan diundangkaniah Peraturan Jabatan Notaris (Nolaris Reglement) pada
tanggal 26 Januari 1860 {Stb. Nomor 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860,
peraturan ini merupakan dasar kuat bagi pelembagaan notanar di Indonesia. Namun
sebagaimana peraturan-peraturan yang sebelumnya, peraturan jabatan notaris inl juga
tidak mendapat sambutan yang baik, karena di dalam pasal-pasainya banyak terdapat
sanksi-sanksi yang terksit dengan uang, disamping banyaknya pasal ketentuan
hukuman.

b. Setelah Kemerdekaan

Pada tahun 1954 diundangkan Undang-Undang Tentang walil notaris dan wakil
notatis sementara (lembaran negara 1954 nomor 101}, Dalam surat pengangkaiannya,
mereka diangkat untuk jangks waktu 1 {(satu) tahun | dan dapat diperpanjang lagt untuk
I (satu) tahun bertkutnys, demikian seterusnya. Pengangkatan int menimbuikan
perasaan takut bagi yang bersangkutan bila masa jabatannya wu telah berakhir dan tidak
diperpanjang lagi. Akibatnya hanya wakil notaris dan wakil notaris sementara yvang
berusaha mendapatkan uang sebanyak mungkin selama mereka menjabat. Hal inilzh
yang menyebabkan merosotnya lembaga notariat di mata masyarakat.

Dalam pericde tahun 1960 sampai tahun 1965, terutama di jaman kabinet 100
menteri, notariat banyak mengalami kegoncangan Tanpa mengindahkan peraturan
vang berlaku, dikeluarkan surat keputusan yang bermyjuan mengadakan peremajaan di
kalangan para notaris, sekalipun mengenai batas usia bagi para notans untuk dapat
dipersiunkan telah diatur dalam Undang-Undang {Peraturan Jabatan Notaris). Diantara
para notaris yang terkena peraturan persmajazan tersebut, ada yang diangkat kembali
berdasarkan dispensasi, dengan memperpanjang masa jabatannya,

Terjadi pengangkatan-pengangkatan para notaris dan wakil notans baru, dengan
tidak lagi berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku karens dipengaruhi oleh
keadaan pada waktu itu. Bahkan ada kalanya merupakan pengangkatan yang bersifat
politis,

Setelah terjadinya pergeseran kepemimpinan, beberapa notans vang terkena
peremajaan dan tidak mendapat dispensasi, diangkat kembali {direhabilitasl). Adanya

rehabilitast ini ditupukan untuk menghilangkan pandangan dalam masyarakat umum
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terhadap notaris yang timbul karena peremajaan tersebut, yaitu anggapan masyarakat
bahwa apa yang telah terjadi bukanlah suatu peremajaan tetapi pemecatan-pemecatan
yang disebabkan oleh tindakan-tindakan notaris yang melawan hukum.

Setelah ratusan tahun Staatsblad 1860 nomor 3 digunakan sebagai peraturan
Jjabatan notaris di Indonesia, ternyata ketentuan yang ada di dalamnya sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh
karena itu perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh
dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan notars, sehingga dapat
tercipta unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh Republik
Indonesia. Pada tanggal 14 September 2004 dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI,
Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris disahkan. Pengesahan ini
menandai babak baru lembaga kenotaratan setelah hampir 2 (dua) abad lamanya
peraturan jabatan notaris warisan pemerintahan Belanda berlaku di Indonesia. Dan pada
tanggal 6 Oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris oleh Presiden Megawati Soekarmoputri di Jakarta. Undang-Undang ini
tidak mungkin diterapkan tanpa diikuti dengan suatu aturan khusus bagi notaris, yang
mana aturan khusus tersebut dituangkan dalam sebuah Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris ini telah mengalami beberapa kali pembaharuan. Pertama kali
diputuskan dalam Kongres Ikatan Notaris ke XIIT di Bandung pada tahun 1987,
kemudian pada tanggal 26 Oktober 1990 di Denpasar Bali, dan yang terakhir Kode Etik
Notans ditetapkan di Bandung, pada tangpal 27 Januari 2005 sebagai pemyempurnaan
dari Kode Etik sebelumnya. Kode Etik ini diperlukan untuk kebaikan notaris itu sendiri.
Secara umum dikatakan bahwa:

1. Kode Etik Profesi dipakai sebagai sarana kontrol sosial.

2. Kode Etik Profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan dari luar terhadap
intern perilaku anggota-anggota kelompok profesi tersebut, karena nilai-nilai etika.

3. Kode Etik Profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang tinggi dari
para anggota kelompok profesi tersebut, yaitu meningkatkan tingkat
profesionalismenya guna peningkatan mutu pelayanan yang baik dan bermutu
kepada masyarakat umum yang membutuhkan jasa pelayanan mereka.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris saling mempengaruhi

satu dengan lainnya, karena Kode Etik Notaris menuntut keprofesionalan seorang
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notans. Dengan sikap profesional tersebut dengan sendirinya notaris akan menjalankan

jabatannya sesual dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.
Keterkaitan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Kode Etik Notaris tersebut

tercantum dalam Pasal 1 UUIN, vang menyebutkan bahwa organisast notans
menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Perilaku profesional tersebut intinva

antara lain’

|3

Perilaku  profesional harus menunjuk pada keshlian yang didukung oleh
pengetahuan dan pengalaman tinggi.

Dalam melakukan tugas profesionalnya harus mempunyai integrasi moral tugas-
tugas profesionalnya.

Harus jujur, tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri
sendiri.

Seorang Notaris harus memberikan jasanya secara maksimal kepada mereka yang
membutubkan dan tidak bersifat diskriminatif, dengan tidak semata-mata karena

- didorong oleh pertimbangan nang,

Notaris harus memegang tegub elika profesinya.
Sikap profesional jabatan inilah yang membedakan pemikiran notans dengan

seorang pedagang/pengusaha, sebab cita-cita dan tujuan seorang profesional dalam
melakukan tugas-tugasnya sehari-hari menitikberatkan pada kesediaannya melakukan

kegiatan yang motif pelayanan umum, bukan motif mencari keuntungan pribadi.

3. Kedudukan Notaris

Notaris merupakan suvate profesi dalam pelayanan hukem kepada
masyarakat. Jasa notans semakin dibutuhkan, apalagi melihat proses pembangunan
di Indonesia semakin meningkat. Dari aweal lahirnya profesi notaris di Indonesia
sejak jaman penjajgshan Hindia Belanda, jelas terlthat bahwa penerapan profest
notaris terus mengalami perkembangan, yang mana jasa notaris tidak hanya
digunakan oleh orang-orang dari golongan tertentu saja seperti halnya yang terjadi
pada masa Hindia Belanda tersebut.

Kedudukan notaris sebagat suatu fungsionaris dalam masyargkat hingga kini
masth disegani. Scorang notaris biasanya dianggap sebaga seorang pejabat tempat
seseorang memperoleh nasihat. Sepala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya
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adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses
hukum'®

Di Mesir, negara yang memiliki lembaga notariat tertua, menurut
A.W.Voors, kedudukan notans dipandang tinggi sama dengan seorang pejabat
tinggi, panglima di medan perang, ulama tertinggi, dan kesayangan para wanita. Hal
ini ia temukan dalam selembar papirus, kertas kuno dalam sejarah kerajaan Mesir.

Menurut A'W. Voors, di negeri Belanda notariat juga memiliki kedudukan
yang baik. Hal ini terjadi karena para notaris mampu menangani Undang-Undang
dengan tepat dan juga tetap belajar.

Selain karena perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia yang
semakin besar, tingkat ekonomi masyarakat yang semakin membaik terutama
dibandingkan dengan masa Hindia Belanda juga ikut mempengaruhi penggunaan
Profesi notaris tersebut. Apalagi pemikiran masyarakat yang mulai maju dalam
menytkapi peraturan hulkum yang ada, bahwa mereka harus mengikuti tata cara
dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga hal ini semakin

meningkatkan kebutuhan masyarakat akan profest notaris.

4. Fungsi Notaris

Notaris mempunyai fungsi yang turut membantu pemerintah untuk
memperlancar prosedur hukum dalam rangka memenuhi kewajiban dalam tata tertib
hukum dan legalitas suatu perbuatan hukum, yang mana fungsi-fungsi tersebut
merupakan suatu bentuk kepercayaan pemerintah kepada notards sebagai pejabat
umum. Menurut A'W. Voors, fungsi seorang notaris terlihat pada beberapa
kehidupan lingkungan dan situasi dalam kehidupan seorang anggota masyarakat,
antara lain dalam:
Hubungan Keluarga

Disini notaris berfungsi sebagai seorang penasehat dan penengah dalam
suatu masalah yang berkaitan dengan kekeluargaan vang tentu saja berhubungan
Juga dengan tugas notaris tersebut, misalnya : dalam perjanjian nikah, perseroan
keluarga dan dalam hal lainnya. Dalam hal ini, Notaris dituntut untuk bersifat

netral, objektif, dan mampu menyimpan rahasia atas apa-apa yang diungkapkan

'® Tan Thong Kic, Buku I Studi Notarisi, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cel.

3., (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), HIm.219.
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kepadanya. Oleh karena itu, notaris dibarapkan dapat membedakan antara hubungan
keluarga dan hubungan tugas, agar hal ini dapat berjalan dengan baik.
Soal Warisan

Dalam hal ini fungst notaris sangat diperfukan terutama bagi mereka yang
tunduk kepada hukum barat. Keterangan notaris mengenai warisan ini dituangkan
kedalaro akta waris, misalnya dalam pembuatan surat wasiat. Oleh karéna itu,
seorang notaris dituntut untuk dapat lebih teliti dan tekun dalam memeriksa serta
mempelajart hukum waris, karena masalah yang berhubungan dengan kewarisan
merupakan salah satu yaog sangat berpengaruh terhadap kepentingan individu-
individu yang terkait, yang apabila ada ketidaktelitian notaris maka akan ada
ketidakouasan dast orang-orang ferfentu yvang memungkinkan dapat menimbulkan
dampak buruk bagt notaris itu sendiri.
Bidang Usaha

Menurit AW, Vouors ada 2 {dua) persoalan tentang fungsi notaris dibidang

usaha, yaitu

1. Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal ini suatu tindakan
dimulai serta diskhini dalam akta, contoh suatu perjanjian jual-bell.
Dalam hal ini para notarig telah terampil dengan adanya model-model
disamaping mengetahui dan memahami Undang-Undang.

2. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan suatu
hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini
dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan tajam terhadap
materioya serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah ada bahaya
dan aps yang mungkin teradi.” Misalnya pada pembuatan perjanjian
kerjasama antara 2 (dua) perusahasan daiam penyelenggaraan proyek
tertenty, vang mana notaris harys cermat dan teliti dalam membuat isi-isi
perjaniisn kerjasama tersebut schingea apabile dikemudian hari terjadt
hal diluar keinginan para pihak, maka tidak akan merugikan salah zatu
dari mereka.

Fungsi notaris yang terakhir ini sangat diperlukan terutama pada saat-saat

sekarang ini, dimana seiring dengan perkembangan zaman dan  semakin

' Tan Thang Kie, Op. Cit., Hin. 165.
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beranckaragamnya kegiatan-kegiatan dalam masyarakat pada bidang usaha,
sehingga peran seorang nofaris sernakin penting sebagi pejabat yang dipercaya cleh
masyarakat untuk itu.

A W. Voors juga membagi pekerjaan seorang notaris menjadi 2 (dua), yaitu
pekerjaan yang diperintabkan oleh Undang-Undang dan pekerjaan ekstralegal,
yakni pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan tersebut.”

Pekerjaan legal adalah tugas sebagal pejabat unituk melaksanakan sebagian
kekuasaan pemerintah, antara lain :

- member kepastian tanggal;

- membuat groose akia vang mempunyai kekuatan eksekutorial;

- memberi suatu keterangan dalam suatu alda yang menggantikan tanda

tangan;

- membern kepastian mengenal tandatangan seseorang.

Pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan seorang notaris sebagai svate badan
negarg dan berdasarkan itu maka tindakannya mempunyai kekuatan sama seperti
Undang-undang. Seorang notaris barus menjunjung tinggl tugas yang dilimpahkan
oleh pemerintah dan melaksanakannya dengan tepat dan jujur sesuai dengan
sumpah notaris.

Pekerjaan eksiralegal adalah tugas lain vang dipercayakan kepsda notans
yaitu menjamin perlindungan kepasttan hukum. Setiap warga negara memiliki hak
serta kewajiban vang tidak boleh dikurangi atau dibilangkan begitu saja, baik
karepa yang berkepentingan masih dibawah umur ataupun mengidap penyakit
ingatan. Kehadiran seorang notaris dalam hal-hal tersebut diwajibkan oleh Undang-
vndang dan ini merupakan bukti kepercayaan pembuat Undang-Undang kepada
diri notaris untuk memperhatikan kepentingan vang lemah dan kurang mengertt,
Tetapi walaupun demikian, keharusan ini tidak boleh dipunakan untuk
menyelundupkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebab seorang notarts tidak
hanya mengabdi kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintal vang menaruh
kepercayaan penuh kepadanya. Notaris harus jujur dan setia terhadap semua pihak,

Para notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan para advokat,

yaitu kedusnya menuangkan suatu kejadian kedalam bentuk hukum, memberi

% Ibid, Hira. 226.
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nasehat kepada pelanggan, dan mengharapkan kepercaysan darl mereka, Namun

terdapat perbedaan prinsip, yaitu

Seorang Notaris memberi pelayanan kepada semus pihak dan berusaha
menvelesaikan suatu persoalan sehingga semua pihak puas, sedangkan
seorang Advokat hanya memberi pelayanan kepada satu pihak saja dan
berusaha memuaskan pihak tersebut

Pekerjaan seorang Notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu
persoalan antara pibak-pikak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan

suaty persoalan yang sudah terjadi.

Dalam membela hak suatu pihak, diharapkan seorang notaris tidak ikut
campur, tetapt dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hukum dimana

kepentingan para pihak berjalan paralel, notaris yang memegang peranan sedangkan

advokat hanya memberi nasehat.”’
Menurut Prof. A, G Lubbers dalam bukunya Het Notariaat, pekerjaan

notaris adalah:*

otentik, berarti bahwa keaslian dan ketepatan tulisan-tuiisan itu adalah
pasti.

Seorang notaris tidak hanya menangani keitentuan-ketentuan dalam
peraturan mengenai jabatan notaris (mengenai cara membuat dan
membentuk akta), pamun i3 juga menanganmt keseluruban  hukum
perdata, yattu hukum yang khas mengatur hubungan antara orang-orang

sipil.

Pasal T Undang-Undang Nomeor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notans
(selanjutnya disebut ULIIN) vang mulai berlaky sejak tanggal ¢ Oktober 2004,

menyebutkan

Ayat 1 : “notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud datam
Undang-Undang im.”

Ayat 7 [ “skta notens adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan

notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh
Undang-Undang ini.”

* phid Him. 233
B 1bicd | . 235,
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5. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas dan wewenang notanis erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian
, perbuatan-perbuatan, dan ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan
kewajiban antara para pihak, yaitt memberikan jaminan atau alat bukti terhadap
perbuatan, perjsnjian dan ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat
didalamnya mempunyai jaminan kepagtian hukum.

Dalem Peraturan Jebatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan
jabatan notaris, Pelayanan jebatan notaris ini maksudnya adalah untuk
membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu
memberikan kepastian terhadap bak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan
tersebut  diperlukan  tindakamp-tindskan yang khusus, antara  lain  juga
mempertahankan kedudukan akia-akta otentik khususnya akta-akta notaris.

Mengenai kewenangan notaris, UUIN mengaturnya dalam Pasal 15 ayat (1)
sampat ayat {3}, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : "notans berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan danfatau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan
dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan groose, salinan, dan kutipan skta, semuanya itu sepanjang pembuatan
akta-gkta ity tidak juga ditugaskan atau dikecualtkan kepada peiabat lain atau orang
lain yang ditetapkan oleh undang-Undang ™

Ayat (2} “notaris berwenang pula

a. mengesahkan tanda tangan dan meoetapkan kepastian tanggal surat di

kawah tangan dengan mendaftar dalam bukuo khusus;

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendafiar dalam buku

khusus;

¢c. membuat folokopi darl asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan

yang memuaf uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat
yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

& memberi penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f.  membuat akta yang berkaitan dengan pertanahar;

g membuat akta risalah telang.

Ayat (3) : "segala kewenangan sebagaimana dimaksid pada ayat (1) dan

ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan..”
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Dipergunakannya perkataan “berwenang” dalam pasal-pasal diatas,
beraubungan dengan ketentuan dalam pasal 183568 KUHPerdata yang mengatakan
bahwa:

“suate akia otentik adalah suate akia yang dibuat daizm bemiuk vang
ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum vang
berwenang untuk itu, ditempat dimana akra dibuat.”

Untuk pelgksanaan dari pasal 1868 KUHPerdata tersebut. Pembuat undang.
undang barus membuatl peraturan perundang-undangan untuk menunpk para
pejabat umum vang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karens itulah
para notarts ditunjuk sebagat pejabat vang demikian.

R. Soegondo Notodisoerjo mengemukakan bahwa wuntuk dapat membuat
akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan scbagai pejabat umum. Di
Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak
berwenang ustuk membuat akta otentik karena iz tidak mempunyai kedudukan
sebagal pejabat umum. Sebaliknya, seorang pegawal catatan siptl meskipun ia
bukan ahlt dalam bidang hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik uniuk hal-hal
tertentu, msalnya akta kelahiran dan akta kematian, karena ia oleh Undang-Undang
ditetapkan sebagal pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta
tersebut.”

Dalam pasal 1 PJN secara tegas dinyatakan bahwa tugas dan wewenang
notaris yaitu antara lain membuat akta otentik mengenat semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan, baik yang diperintahkan oleh undang-undang maupun
vang dikehendaks oleh vang berkepentingan, dalam pasal ini juga dinyatakan bahwa
notaris merupakan satu-satunya pejabal umum yang berwenang untuk membuat
akia ofentik, kecuali undang-undang menugaskan ateu mengecualiken kepada
pejabat atau orang lain. Kata satu-satunya disimi dimaksudkan untuk memberi
penegasan bahwa notards merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang
umum untuk membuat akia otentik, tidak turut para pejabat lainnya, semua pejabat

lainnya hanya mempunyal wewenang terfenty, artinya wewenang mereka tidak

 Ries, Fanggung Jawab Notariz Selokn Pojabar Unnen, { Yopyakarn ; Center For Dovneniagy and

Studies Of Bussines lew CDEBL, 2002), Him 37,
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melebihi daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada
mereka oleh undang-undang.**

Dapat dikatakan bahwa wewenang notanis bersifat umum sedangkan
wewenang pejabat lainnya adalah bersifat pengecualian. Wewenang para pejabat
lainnya untuk membuat akta otentik hanya ada apabila oleh undang-undang
dinyatakan secara tegas, bahwa selain notaris, mereka juga turut berwenang
membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh undang-undang
dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang umum
tersebut. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya
wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang
secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang.

Dengan kata lain, wewenang notaris bersifat umum sedangkan wewenang
pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam suatu
perundang-undangan untuk sesuatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta
otentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, kecuali oleh
Undang-Undang dinyatakan secara tegas bahwa selain darl notaris juga pejabat
pejabat umum lainnya furut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang
untuk 1tu.

Seorang pejabat umum tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan
pegawat negeri. Meskipun pegawal negeri sebagai pejabat juga mempunyai tugas
untuk memberikan pelayanan umum, namun pegawai negeri dalam hal ini tidak
seperti yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata. Notans bukan pegawai negeri
sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan yang mengatur tentang kepegawaian,
Notaris dalam hal ini tidak menerima gaji, melainkan honorarium dari kliennya
berdasarkan suatu peraturan.®®

Dalam pasal 15 UUJN juga ditegaskan bahwa tugas pokok notaris adalah
membuat akta otentik dan akta otentik tersebut akan memberikan, kepada pihak-
pihak yang membuatnya, suatu pembuktian yang mutlak. Hal ini dapat dilihat
dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

4 G.H.S Loemban Tobing, Op.Cit., Him. 29.
 Ibid., Llm. 38.
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“suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli
warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang
sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

R. Soegondo Notodisoerjo menyatakan bahwa letak arti penting dari profesi
seorang notaris adalah bahwa ia karena Undang-Undang, diberi kewenangan unutk
menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang
tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat
penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan,
baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.?

Yang dimaksud dengan untuk kepentingan pribadi adalah antara lain
membuat surat wasiat, mengakui sah anak luar kawin, memberikan dan menerima
hibah, mengadakan pembagian warisan, dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud untuk kepentingan suatu usaha adalah akta-akta
yang dibuat untuk kegiatan-kegiatan antara lain akta pendirian perseroan terbatas,
- firma, cv, ataupun akta-akta untuk keperluan lain seperti pembuatan akta pendirian
Partai Politik sebagai bentuk kebebasan berkumpul dan berserikat seperti dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar, dan juga akta-akta mengenai transaksi dalam bidang
usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit, dan lain-lain.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti
menyusun, membacakan, dan menandatangani akta dalam bentuk yang ditentukan
oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1686 KUHPerdata, tetapi
lebih jauh notaris mempunyai kewajiban membuat akta lain, kecuali apabila
terdapat alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatan akta
tersebut. -

Notarts juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai
ketentuan-ketentuan Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan
adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan
adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat notaris.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notans dalam

menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan

* Ibid., Him.39.
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jabatannya dalam daerah yang telah ditetapkan sesuai UUIN dan di dalam daerah
hukum mana notaris tersebut mempunyat wewenang.

Wewenang yang dimiliki oleh notarts meliputi 4 (empat} hal yaitu
1. Motaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat ity
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan

stapa akia itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akia itu dibuat;
4, Motaris hargs berwenang sepanjang mengenai wakitu pembuatan alds itu

Keempat wewenang diatas berarti tidak semua pejabat umum dapat
membuat semua akta, tetapt seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akia
tertentu, vaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan persturan
perundang-undangan.

Notaris tidak berwenang membuat alta untuk kepentingan setiap orang.
Dalam pasal 32 ayat (1) UUIN menyebutkan bahwa notaris tidak diperkenankan
membuat zkta uotuk dirl sendiri, suamifistri, atau orang lzin yang mempunyai
hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan
darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan
derajat, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan
ataupun dengan suatu perantaraan kuasa. Ketentuan ini adalah untuk mencegah
terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan,

Setiap notaris ditentukan daerah hukummya atau daerah jabatannya dan
hanya di dalam daerah yang ditentukan tersebut, notaris vang bersangkutan
berwenang untuk membust akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris diluar daerah
jabatannya adalah tidak sah.

Notaris fidak boleh membuat akta selama notans tersebut masih
menjalankan coti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat
akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.

Apabila salab satu dart keempat wewenang diatas tidak dipenuhi, maka akia
yang dibuat oleh notans vang bersangkuian menjadi tidak otentik dan hanya
mempunyai kekuatan seperti alta vang dibuat di bawah tangan ™

¥ i Wi 41
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Suatu akta otemtik disebut memenuln syarat otentisitas apabila memenuhi 3
unsur ;

a. Akia otentik dalam bentuk vang ditentukan oleh undang-undang adalah bahwa
akta tersebut terdin dari kepala akta, badan akia, dan akhir akta Bagian-bagian
akta vang terdiri dari kepala akts dan akhir akia adalah bagian yang
mengandung unsur otentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan
akhir akta itu dibuat dalam bentuk yvang ditentukan undang-uandang atau tidak.

b, Akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Apsabila akta notacds
hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan cleh notans sebagai pejabai
umum, maka akta iu dinamakan akta verbal atau akia pejabat {ambreiifs Akie).
Salah satu contoh akata pejabat adalah berita acara yang dibuat oleh notaris dari
suatu Rapat Pemegang Saham suatu persercan terbatas. Apasbila suatu akta
selain memuat catatan tentang apa yang digaksikan dan dialami oleh notans dan
juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak
vang menghadap pada notarls, maka akta itu dinamakan akta partij atau akia
para pibak. Adapun perbedaan sifat dant dua macam akia tersebut adalah ;

1} akta pejabat mas?h sah dipakai sebagai alat bukti apabila satu atau lebih
diantara para pihak tidak menandatangani dan notans menyebutkan dalam
akia terscbut apa penyebab mereke tidak menandatangani akia tersebut.

2} akia partyj tidak akan berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak
tidak menandatangani akta karena hal terscbut dapat diartikan bahwa pihak
tersebut tidak menyetujui perjanjian vang dibuat, kecuali apabila alasan
tidak menandatangant akia tersebut adalah alasan yang kuat seperti : tidak
bisa tulis-menalis {maka bisa diganti dengan cap jempol), atau alasan tangan
terluka, Alasan-alasan seperti i#u harus dicantumkan dengan jelas oleh
notanis dalam akta yang bersangkutan.

¢. pejabat umum it mempunyai wewenang untuk membuat akta itn. Salah satu
syarat vang harus dipenubhi agar suatu akta memproleh ofentisitas adalah
kewenangan notaris yang bersangkutsn untuk membuat akta tersebut.

Disamping wewenang yang ditentukan dalam pasal 1 PIN tersebut diatas,

dalam prakteknya notaris juga melayani masyarakat untuk :
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bertindak selaku penasehat hukum, terutama yang menyangkut bidang bukum

perdata;
mendaflarkan  akia.akia atay surab-surat dibawah tangan atau  melakukan

wazrmerking,

¢. melegalisir tanda tangan;

d. membuat dan mensabkan salinan/turunan sebagai dokumen;

mengusahkan disahkannya badan-badan seperti Perseroan Terbatas, perkumpulan,
Partai Politik, dan lain-lain agar memperoleh persetujuan dan pengesshan sebagai
badan hukum dan Menteri Hokum dan Hak Asasi Manusia;

membuat keterangan hak waris;

pekerjaan-pekerisan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis dan perpajakan

seperti urusan bea meterai dan lain sebagainys.

Kewajiban dan Larangaa Bagi Notaris
Selain memiliki wewenang yang besar berkaitan dengan pembuatan akta-akta,

seorang notaris juga harus tunduk pada kewajiban-kewajiban dalam menjalankan

jabatannya, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, pada

pasal 16 angka 1, antara lain :

1.

Bertindak jujur, seksama, mandir, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak
yang terkait dalam perbuatan bulcumy;
Membuat akta dalam bentuk minuta akia dan menyimpannya sebagai bagian dari

protokol notaris;

3. Mengeluarkan groose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan mmuta akta;

Memberikan pelayanan sesuai denagn ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali

ada alasan nntuk menolaknya;

. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan

yang diperoleh guna pembuatan akta sesual dengan sumpalyjanji jabatan, kecuali
Undang-Undang menentukan lain;

Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1{satu} bulan menjadi buku vang memuat tidak
lebih dari 50 {lima puluh) akia, dan jika jumlah akta tidak dapat memuat dalao sato
buku, dan mencatat jumiah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatanuya pada
sampul setiap buku;

Universitas Indonasia
Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH Ul, 2009



25

7. Membuat daftar dan akta protes ferhadap tidak bavar atau tidak diterimanya surat
berharga;

8. Membuat daftar akia yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan wakiu
pembuatan akta setiap bulan;

9. Mengirimkan daftar alta (yvang berkenaan dengan wasiat menurut urutan wakiu
pembuatan akia setiap bulan) atau daflar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke
Daflar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan fanggung jawabaya di bidang
kenotariatan dalam waktu § (lima) hari pada minggu pertama setiap buian
berikutnya,

10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman dafiar wasiat pada setiap akhir
bulan;

11. Mempunyai cap/stempel yang memuat Jambang negara Republik Indonesiz dan
pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan
yang bersapgkutan,

12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadin oleh paling sedikit 2 (dua)
orang saksi dan di tanda tangani saat itu juga cleh penghadap, saksi, dan notaris;

13. Menerima magang calon notaris.

Sepma kewajiban mengensi akta-akia dalam menjslankan jabatan notaris
tersebut diatas berlaku terhadap semua hentuk akta yang dibuat oleh notans, termasuk
didalamnya akta pendinan Partai Pohitik.

Setiap kewajiban pasti diikuti dengan larangan. Bagi notaris larangan-larangan
tersebut adalah sepert diuraikan dalam Pasal 17 UUJIN, antara lam notaris dilarang
1. Menjalankan jabatan diloar wilayah jabstannyas;

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (fujuhj hari kerja berturut-turut tanpa

alasan yang sah;

Merangkap sebaga pegawai negeri,

Merangkap jabatan scbagai pejabat negara;

Merangkap jabatan sebagai advokat;

A

Merangkap jabatan scbagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daecrah atau Badan Usaha Swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayzh jabatan

nOtans;
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Meniadi notarls pengganti;

Melalkukan pekerjaan lain yang berfentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau

kepatutan vang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Iabatan notaris.
Larangan tersebut ditetapkan demi kelancaran notaris dalars menjalankan

fungsi, wewenang, dan kewajibannya, schingga masyarakat terpuaskan dengan layanan

yang diberikan oleh notaris. Selain itu agar terdapat pemerataan peranan untok pihak-

pibak lain dalam bidang-bidang vang disebutkan di atas.

Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notars Indonesia (INI) yang

ditetapkan di Bandung tanggal 26 januari 20035, dikatakan bahwa notaris dan orang lain

yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang :

1
2.

Mempunyat lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
Memasang papan nama dan/atau tulisan berbunyi “Notarnig/Kantor Notans™ diluar
lngkungan kantor;

Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendii maupun secara bersama-sama,
dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak
dan/atau elektronik, dalam bentuk

- ikian;

~ ycapan selamat;

« uespan belasungkawa;

- ucapan terima kasily;

- kegiatan pemasaran;

- kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
Bekerja sama dengan biro jasw/ orang/ badan bhukum yang pada hakekatnya
bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien,
menandatangant akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan pihak

lain;

&. Mengirimkan minuota kepada klien intik ditanda tamgani;

7. Berussha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dart notaris

fain kepadanya;

Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang
telah diserahkan dan/atan melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien
tersebut tetap membuat akta padanya;
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9, Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke
arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;

10. Menetapkan honorarivtn yang barus dibayar oleh kiien dalam jumlah yang lebih
rendah dari honorarium yang ditetapkan perkumpulan;

11. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor
notaris {ain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan;

12. Menjslekkan dan/atan mempersalahkan rekan notars atas akta yang dibuat olehnya;

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yvang bersifat ekslusif dengan tujuan
untuk melayant kepentingan suatu instansi atau lembaga, epalagl menutup
kemungkinan bagi notaris lain untuk barparitsipast;

14, Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

1S, Melakukan perbuatan-perbuatan lain  yang secara uwmum disebut sebagai
polanggeran terhadap Kode EBtik Notards, antara lain namun tidak terbatas pada
pelanggaran-pelanggaran terhadap :
- ketentuan-ketentuan dalam UUIN;
- Penjelasan Pasal 19 ayat (2} UUIN,
- Isi sumpah jabatan notaris;
- Hal-hal vang menunut ketenituan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga

dan/atau keputusan-keputusap yang telah ditetapkan oleh organisasi Tkatan
Notaris Indonesia (IN]) tidak boleh dilakukan oleh anggota.

B. Partai Politik Di Indonesia
1. Definisi Partai Politik

Partai merupakan peralihan jangka panjang dari istilah faksi yang janh lebih wa
umurnya. Pada abad ke 18, Voltaire mencoba meyakinkan bahwa partai bukanlah faksi.
Partai berasal dari bahasa latin, partire, yang hermakna membagi ™

Partal Politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang
demokratis. Sebagai suatu organisasi, Partai Pohtik dimaksudkan untuk mengaktifkan

® Basnbung Cipto, Prospek dan Tantangan Pavial Politk, (Yogyekarta: Pustaka Pelajar,1996), Him 1.
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dan memobilisast rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi
bagt pendapat yang selalu bersaing, serta menyediakan sarana suksest kepemimpinan
politik yang absah (legitimate) dan damai. Karena ftu, “Partat Politik dalam pengertian
modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi
jabatan publik untuk dipilih oleh rakyal sehingga dapat mengontrol dan mempenganihi
tindakan-tindakan pemerintah.”*

Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok yang
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita
yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasasn politik dan
merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanzkan
kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka ™

Menurut Ismail Suny, pemerintah yang demokratis dan bertanggung jawab,
membutuhkan servis-servis partai-partai politik. Partai Politik adalah alat vang paling
ampuh bagi manusia untuk mencapai tujusn-tujuan politiknya. Dari urgensi Partai
Politik inilah muncul pemeo dalam masyarakat, “politisi modern tanpa Partai Politik
sama dengan ikan yaug berada di huar air,”*

Ada beberapa definisi atau pengertian mengenai Partai Politik, menurut Carl
Friedrich, Partai Politik adalah -

“Sekelompok manusia vang terorganisir secara stabil dengan tujuan merchut
dan mempertahankan penguassan terhadap pemerintahan bagi pimpinan
partainya dan, berdasarken penguassaan ini memberikan kepada anggotz
partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil”>

Sedangkan menurut R_H Soltau, Partal Politik adalah :

“Partai Politik adalsh sekelompok warga negara yang sedikit banyak
terorgenisir, yang bertindak sebagat suatn kesatuan pelitik dan yang dengan
memanfaatkan  kekuasaannya  untek  memnlih, bertujuan  menguasai

pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” **

Sigmund  Neumann dalam  karangannya Modern Political  Parties

mengemukakan definisi sebagat berikut

* tinsul Aral, Teor-Teari Mutakiir Portoi Politik, { Yogyakarta: PT. Tiara Wacasn, }996), Him XV,

¥ Mirtam Budiardjo, Daser-Llasar Hm Politk, {Iakarte. Goumedia, 1977, Him 160,

* Yomail Suny, Menowri Keadilan:Sebuoh Otobiogeaf, (inkaviz: Ghalia Indonasis, 1982), Him 354,

M Rusti Karim, Perjafonan Parial Polith Di Indonesia, (Jkatts: Cv Rajawali, 19833 Him |,

* Abdul Bari Aved dan Malowur Amir, Pomily dan Pariei Politk Di Indonesia, (Jakerta: Pusst Studi
Fhideown Tofe Negarn Fakulies Hhakum UL, 2003), Hle 13,

* Ibid, Him34,
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“Partai Politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha
untuk menguasal kekuasaan pemerintshan serta merebut dukungan rakyat atas
dasar perszingan dengan suaty golongas-golongan lain yang mempunyai
pandangan berbeda™*

Definisi Partai Politik menurot Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang
Partat Politik dalam BAR I Ketentuan Umum Pasal 1 adalzh ;

*“Organigast politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia
secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cite-cita untuk
memperiuangkan ke?ezzzingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negare melalui
Pemiliban Umum™’

Sedangkan definisi Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 Tentang Partal Politik sebagar pengganti dari Undang-undang Nomor 31 Tahun
2002, adalah :

“Organisast vang bersifal nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga
Negara Indonesia secara sukarela ates dasar kesamaan kehendak das cita-cita
untuk mempecuangkan dan membela kepentingan politik angzota, masyarakat,
bangsa, dan negara, serts memehbhara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945™%

Juga disebutkan yang dimaksud Partai politik adalah perkumpulan (segolongan
orang-orang) yang seasas, schaluan, setufuan {terutama di bidang politik), bailk yang
berdasarkan partat kader {struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok
angeota Partal Pohtik yang terkermuka) manpun yang berdasarkan partal massa (Partal
Politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya).™

Istilah Partan Politik dalam kamus sosiolog adalah satu kelompok dengan
keanggotaan bebas, yang menyangkut semuz masalah yang dibadapi negara sebagai
lembaga politik.

Secara umum, Partai Politik juga dipahami sebagal kelompok warga yang

berpandangan sama vyang bertujuan  menghembuskan, melaksanakan, dan

* Bdnsul Amal, Op.Cir, Him 162

# Republik Indonesia, Undang-Undang Toutang, Parial Politk, UU Nomor 31 Tahun 2002, LNRT Nomor
138 Tahug 2002, TLNRY Nomor 4251,

¥ Republik Indonesis, Undang-Undang Tentang Partnd Pobitlk, UL Nomer 2 Tahun 2008, LNRI Nomor 2
Tahun 2008 TLNRI Nomor 48061

*# P K. Poerwantena, Partai Politik Di Inlonesis, (Jokarta: Rincks Cipte, 19943, Hlm 8.
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memenangkan pandangan . politiknya serta menelurkan pandangan tersebut dalam
program partai dan berfujuan mengambil alih tanggung jawab kekuasaan.™

Menurat Duverger, Partal Politik adalah Grup terorganisir yaog mencapai
kekuasaan politik baik lewat Pemilu yang demokratis maupun lewat revolust

Sedangkan menurut Sven Quenter, Partai Politik adalah organisasi yang mermurunkan

kandidatnya untuk merebut kursi parlemen nasional suatu negara lewat Pemitu

Bila dibubungkan dengan Undang-Undang Dasar sebuah negara, maka menurut

Soedarsono, Partai Politik merupakan:*'

1, Pelernbagaan dari kebebasan warga negara unfuk berserikat dan berkumpul yang
telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hal itu berarti, Partai Politik berfungsi
sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki ol¢h setiap warga negara untuk
berserikat dan berkumpul. Dengan wadah its, maka aps yang menjadi nilai,
keyakinan atau tijuan sekelompok warga negara dapat mereka perjuangkan secara
Iebih sistematis dan dijamin oleh hukom.

2. Komponen formal dari sistem politik yang dianut oleh Undang-Undang Dasar suatu
negara. Pendapat ini lebik menempatkan Partal Politik sebagai suatu syarat yang
harus dipenuhi oleh suatu sistem politik, jika sistem ity hendak dijalankan dalam
suatu negara, Tanpa keberadaan Partai Politik maka mustahil suatu sistemn polifik
dapat dijalankan, apalagi apabila sistem politik itu hendak dikatakan sebagai sistem
politik yang demokratis.

2. Fungsi Partai politik
Dalam negara demokratis, Partai Politik menyelenggarakan beberapa fungst
secara ummum, yaitu:
1. Sarana Komunikasi Politik
Dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, “Partai

politik menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan

¥ Pipit R. Kanawidiaja dan Mulysss W, Kosomah, Kivoh Mini Sistem Kupartaion, (Bandong:closs, 20033,
Him2

“ Ibid, Hdm. 11,

Y Soedersono, Mahkamah Eonstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi:Penyelesaion Sengheta Hasit Pemilu
2004 Oleh Mukkamat Konstivesi R, {Inkarta: Sckrotarist Jendeml dan Kepandteraan Mahkemal: Kenstitusi RE,
20035), Hle 164,

% Arus informas dalam suatu negara bersifiat dua aveh, wrtinye berjalun da atos ke bewsh dan dord bewsh
ke ales. Kedudukan Partai dalam anis ind sdeleh sehagai jembatan anters “merckn yoag memeninial™ (the milers)
dengan moreka vang diperintah (the ruled). Dalam menjalankas fungsi ini, Portal Politik sering disebut jogs
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mengaturnya sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat
bekurang. Partai Politik bertindak sebagai penghubung antara dua pihak.
Partai Politik menyalurkan informasi dari pihak yang satu kepada pihak
yang lainnya secara timbal balik.

Dengan demikian tampak jelas bahwa di antara pihak penguasa
dan masyarakat, atau tepatnya diantara pihak yang memerintah dan
pihak yang diperintah berlangsung proses komunikasi dua arah, artinya
Partai Politik dapat berperan sebagai penghubung, yaitu berperan
menyalurkan arus informasi yang datangnya dari masyarakat untuk
kemudian dialirkan kepada pihak penguasa, dan juga menyalurkan arus
informasi yang datangnya dari pihak penguasa untuk kemudian dialirkan
kepada masyarakat.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Seorang sarjana barat, Kenneth P. Langton, mengungkapkan
pendapatnya bahwa dalam arti yang seluas-luasnya, sosialisasi politik
merupakan cara dimana masyarakat mentransmisikan kebudayaan
politik dari satu generasi kepada generasi berikutnya.*’

Sehubungan dengan sosialisasi politik, Gabriel A. Almond
mengemukakan pendapatnya bahwa sosialisasi politik dapat membentuk
dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, dan dapat pula
memelihara kebudayaan suatu bangsa dalam bentuk penyampaian
kebudayaan itu dari generasi tua kepada generasi muda, serta dapat pula
merubah kebudayaan politik.**

Sebagai agen atau sarana sosialisasi politik, maka Partai Politik
mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ideologi partai kepada para
anggotanya atau para pendukungnya.

3. Sarana Rekruitmen Politik

peraniara {broker) dalam suatu bursa ide-ide. Kadang juga dikalakan bahwa Partai Polilik bagi Pemenintah bertindak
sebagai alat pendenpar, sednngkan masyarakat sebagai pengeras suara, Miriam Budiardjo, Demokrasi Di Indonesia ,
Demokrasi Parlementer, dan Demolorasi Pancasila, (Jakarta: PT,Gramedia, 1996), Flim 200.

@ Drs.Haryanlo, Partai Politik:Suatu Tinjanan Umum, (Yogyokaria: Liberty, 1984), Hlm. 14.

* Mochtar Mas"oed dan Collin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, ( Yogyekarta: Gajah mada
Universily Press, 1978), Him.33.
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Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan rekruitmen politik
adalah proses melalui mana Partai Politik mencari anggota baru dan
mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi datam proses politik. ™

Disamping itu rekruitmen politik dapat juga dinyatakan sebagai
salsh satu cara untuk menyeleksi para warga pegara ustuk kemudian
diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin,

4. Sarana Partisipasi Politik

Fungsi Partai Politik sebagai sarana partisipasi  politik
mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fungsi Partal Politik sebagai
sarana rekruitmen politik. Pada hakekatnya fungsi Partai Politik sebagai
sarana rekruitmen politik merupakan suatu usaha yang dilakekan oleh
Partai Politik yang bersangkutan untuk menarik minat atau perhatian
para warga negara agar aktif dan bersedia menjadi anggota Partai Politik
tersebut. Disamping ity Partai Politik juga melakukan suatu usaha
penyeleksian terhadap para warga negara, terutama sekali yang
mempunyat bakat dan kemampuan yang menonjol, untuk dijadikan
orang-orang vang siap untuk dicrbitkan menjadi pemimpin.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas, terutama sekahi pada usaha
yang dilakukan oleh Partai Politik untuk menarik minat atau perhatian
para warga negara agar aktif dan bersedia menjadi anggota partai, maka
berarti bahwa Partai Politik menvediakan dirinya sebagal ajlang bagi para
wargs negara untuk aktif terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik, atau
dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa Partail Politik merupakan
temipat atau wahana bagl para warga negara untuk berpartisipast dalam
politik, %

5. Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Oleh karena Partal Politik mempunyal fungsi sebagai sarana
komunikast politik, maka sudah menjadi semacam kewazjiban bagi para
Partai Politik untuk mengatur sedemikian rupa sehingga berbagal ragam
pendapat, aspirasi, maupun kepentingan yang ada di dalam masyarakat

tersebut dapat tersalurkan semuanya.

5 tfiriam Budissdjo, Opit., Him 16,
* Drs.Huryanto, Op.Cit,Fim 28
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Proses untuk merumuskan dan kemudian menyalurkan berbagai
ragam pendapat, aspirasi, dan kepentingan vyang ada di dalam
masyarakat kepada pihak penguasa dinamakan artikulasi kepentingan
(interest articidation).”’

Di dalam suatu sistem politik, artikulasi kepentingan dan
agregasi kepentingan vang dilaksanakan oleh Partat Polititk pada
hakekatnya merupakan input atau masukan bagi sistem politik itu
sendiri. Input atau masukan tersebut ity kemudian disalurkan atau
disamnpaikan kepada badam-badan yang mempunyai wewenang untuk
menetapkan kebijaksanaan-kebijaksansan yang mempunyai kekuatsn
mengikat segenap wargs negara. Badan-badan yang mempunyai
wewenang itu pada umumnya diwakili oleh badan eksekutif dan badan
legtslatif Badan-badan yang mempunyal wewenang tersebut mengolah
setiap input yang masuk untuk dpadikan output, vaiiu kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan mengikat segenap warga
negara.

6. Sarana Pengatur Konflik

Perbedaan pendapat dan persaingan sudah merupakan sesuatu hal
vang waiar terjadi di negara-negara yang menganut paham demokrasi.
lal ini disebabkan oleh karena kebebasan bagi para warga negara unmk
saling bersaing dan mengemukakan pendapat-pendapatnya dijamin stau
diperbolehkan. Oleh karena itu maka di negara-negara yang menganut
paham demokrasi, sering sckali kita saksikan adanya perbedaan
pendapat dan persaingan di antara para warga negara atau golongan-
golongan yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan pendapat dan
persaingan tersebut pads gilirannya kemungkinan besar akan
mengakibatkan terjadinya konflik atau perselisihan di antara mereka.

Apabila di dalam suatu masyarakat atau negara terjadi konflik
atau perselisthan di antara para warga negsra maupun golongan-
golongan yang ada, maka Partai Politik dapat berperan sebagsi sarana
untuk dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan tersebut. Partai

* Miriam Budiesdjo, Op.Cir, Fm. 15,
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Politik dapat mengatur perbedaan pendapat, mengontrol persaingan agar
ieiap merupakan persaingan yang sehat, dan bshkan dapat pula
meredakan konflik atau perselisihan yang terjadi schingge akibat yang
mungkin ditimbulkan tidak akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa
dan negara.
7. Sarana Pembuatan Kebijaksanaan
Fungsi Partai Politik sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan
dapat dilaksanskan apabila Partai Politik yang bersangkutan merupakan
partai yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan
perwakilan rakyat sccara mayoritas. Apabila Partal Politik vang
bersangkutan #dak memegang tampuk pemerintzhan dan hdak
menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritss, akan tetapi hanva
berkedudukan scbagai partai yang melakukan oposisi, maka Partai
Politik tersebut fidak merupakan partai yang melaksanakan fungsinya
sebagai sarana pembuatan kebijaksaan, tetapi melaksanakan fungsinya
sebagai sarana untuk mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh pihak pemerintah,
B. Sarana Untuk Mengkritik Rezim Yang Berkuasa
Fungsi Partal Politik sebagal sarans untuk mengkritik rezim yang
berkuasa pada umumnys berlangsung di negara-negara vang menganut
paham demokeasi, hal ini disebabkan karena di negara-negara vang
menganut paham demokrasi, kebebasan untuk mengemukakan pendapat
bagi para warga negara, termasuk di dalamnya menyampaikan kritik
kepada rezim yang berkuasa adalah diperbolehkan.
Fungsi Partai Politik juga dituangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yaitu;
Pagal 11 ayat (1) : Partai Politik berfungsi sebagai sarana :
a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi
Warga Negara Indonesia vang sadar akan hak dan kewajibannya
dalam kehidupan bermagyarakat, berbangsa, dan bernegars,

% Republik Indunesia, Undang-dindang Tentemg Partai Politik, UU Nomor 31 Tahun 2062, LNRI Moy
138 Tahun 2002, TLNRI Nomor 4231
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Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan Bangsa
Indonesia uniuk keseiahicraan masyarakat;

Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negarz;

Partisipasi politik Warga Negara Indonesiadan

Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme  demokrast dengan memperhatikan  kesetaraan  dan

keadian gender.

3. Tujuvan Partai Politik
Tujuan Partai Politik juga dituangkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yaitu: *

Pasal 10 Ayat (1) : Tujuan umum Partai Politik adalah:

d.

d.
Pasal 10 ayat (2) :

4.

Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Takun 1945,

Menjaga dan memelibara kestuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
dengan menfunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan

Mewupudkan kesejahteragn bagi seluruh rakyat Indonesia, -

Tujuan khusus Partai Politik adalah:

Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masvarakat dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
Memperjuangkan cita-cita Partat  Politik  dalam  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;dan

Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

© Republik Indonesia, Undang-Undnng Tenteng Parai Potink, UU Nemor 31 Teben 2002, LNRI Momor
138 Tehun 2602, TLNRI Homor 4231
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Berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi, fungsi dan tujuan Partai
Politik tersebut, maka dapat dipahamr bahwa sesungguhnya Partai Politik mempunyai
peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Dari pendapat mengenai
definisi dan fungsi Partal Politik, terlihat juga bahwa aktivitas dari Partai Politik
memang berada dalam lingkup kehidupan negara, terutama pemerintahan. Berkaitan
dengan hal itu, menurut Max Weber, didalam suatu masyarakat yang modern, pimpinan
politik dan pembentukan tujuan politik tidak akan mungkin dilakukan tanpa adanya
Partal Politik. Partai-Partat Politik itu mengambil alih pengalihan proses pengambilan
keputusan antara masyarakat dengan pemerintah >

4. Kelemalan partai politik

Adanya sebush organisasi tentu akan mengandung berbagai kelemahan.
Diantaranys adalah bahwa organisasi yang berbentuk Partai Politik mempunyai
kecenderungan untuk bersifat oligarkhis. Organisasi, termasuk Partai Politik, kadang-
kadang berteniak dengan Jantang bahwa gegala tindakan mereka adalah untuk dan atas
nama kepentingan rakyat, tetapi di dalam praktik di lapangan ternyata justru mereka
berjuang untuk kepentingan para elit atan pengurus Partai Politik itu sendiri. Hal seperti
itulah yang dinyatakan oleh Robert Michels sebagai suatu “hukum besi” yang berlaku
dalam organisasi, bahwa

“orgamsasiiah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilthnya, antara

si mandataris dengan si pemberi mandat, dan antara si penerima kekuasaan

dengat sang pemberi siapa saja yang berbicara tentang organisasi, maka

sebenarnya ia berbicara tentang oligarkhi™"

Apa yang menjadi penyebab terjadinya kecenderungan oligarkhis dalam sebush
Partai Politik adalah karens faktor pemimpin. Keyakinan yang keliru deri pemimpin
vaong menganggap “Partan Politik adalah saya™ akan menyebabkan Partai Politik hanya
digunakan untuk mencapai kepentingan-kepentingan untuk pemimpin “Akhimya Partai
Politik menjadi gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai zlat memperuangkan
kepentingan rakyat pendukungnya.

% Lses Harvamlo, Gp.Cit., Him 15,
¥ Robert Michels, Partal Pokitik:Kecendersnpan Ofigarkhis Dalam Birickrest {Pofitical Parties:A
Socia?agicgf Stude OF The Gligarehical Tendaneles Of Modern Democracy, {fekaste: CV. Bajewalt, 1583), Him.a44,
Ford, Hlm. 234,
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Selain  kecenderungan bersifat oligarkhis, Partal polititk juga memiliki
kecenderungan untuk dijalankan secara sentralistis dan birokratis.”® Kecenderungan
seperti itu mengakibatkan hilangnya karakrer demokratis dalam tubuh Partai Politik
yang bersangkutan, dan pada akhirnya “Partai Politik akan menjadi terpisah dengan
massa”,

Untuk mengatasi potensi buruk Partai Politik seperti tersebut diatas, menurut
Yimly Assidigie, diperlukan beberapa mekanisme penunjang , antara lain yaitu:

Pertama; mekanisme internal vang dapat menjamin demokratisasi melalui
partisipasi anngota Partai Pohtik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan.
Pengaturan mengenai hal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam anggaran
dasar dan anggaran rumah tangea (AD/ART) Partai Politik vang bersangkutan, yang
ditradisikan dalam rangka “Rule OF Law”, artinya semua asgpota Partai Politik
memiliki hak-hak yang sama dalam menyampaikan aspirast mereka untuk kemajuan
Partai Politik dimana merska menjadi anggotanya, sertaz segala tindakan dari para
anggota Partai Poltik, tidak terkecoall bagi pimpinan Partai Politik sekalipun harus
tetap patuh terhadap apa yang telah ditetapkan dalam AD/ART Partai Politikaya. Bagi
siapa saja yang melanggzar AD/ART harus dikenakan sanksi

Kedua : mekanisme keterbukaan Partai Politik yang memungkinkan masyarakat
di luar Partai Politik dapat ikut berpartisipast dalam penentuan kebiakan yang hendak
diperjuangkan melalui dan oleh Partai Politik, Partai Pelitik harus dijadikan sarana
perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kepegaraan sesual dengan
aspirasi mereka.”* Dalam hal ini, Forum Politisi secara lebih konkret telah memberikan
beberapa rekomendast, salah satu diantaranya adalah:

“Partal Politik harus mampu berkomunikasi langsung dengan  Kkonstituen
melalui tatap muka. Komunikasi melalut organisasi-organisasi yang berfungsi
sehagai mediator, seperti serikat buruh, serikat tani, organigasi pemuda, dan
organisast perempuan. Selain itu juga dibangun komunikasi melahd media
massa: koran dan majalah, radio, tv, internet dengan website, email dan telepon.
Yang juga tidak kalah pentingnya komunikasi dengan menggunakan media
riset, jajak pendapat (poliing), dan survei” >

# Dirs Barvanto, Op.Cir., Him. 21,
* Lmmiy Assidiqie, Op.Cit, Him 65,
% thid, Hlm 66.
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Jika mekamsme periama dao kedua tersebut berhubungan dengan internal
Partal Politik, maka mekanisme vang ketiga ini merupakan faktor eksternal yang dapat
ikut mengatasi potensi buruk Partal Politik, vaitu berkembangnya pers bebas yang
dapat mendidik rakyat. Media pers itu adalah saluran komunikasi massa yang
menjangkau sasaran yang sangat luas. Peranannya dalam ikut menciptakan demokrasi
yang sehat sangatiah penting. Oleh karens iy, pers dapat dianggap sebagal The Fourth
Estate Of Democracy atau untuk melengkapi istilah Trias Politica dari Montesquieu,
pers dapat disebut juga sebagal Quadru Polifica,

Media pers dapat meniadi sarana kontrol terhadap kinerja Partai Politik. Dalam
contoh yang konkret, misalnya pers melakukan jajak pendapat yang berhubungan
dengan kinerja Pariai Politik.

5. Sejarah Perkembangan FPartai Politik dan Pengaturan Partai Politik Di
Indonesia Sebagai Badan Hukum.

Beberapa pandangan dari para pakar politik sering dikemukakan tentang
bangkit, berdiri, dan bergeraknya Partai-Partal Politik di Indonesia. Pandangan pertama
mengemukakan pikiran bahwa ada suatu gerakan yang bersumber dar dalam yang
berasal dari kesadaran dan kebangkitan kesadaran nasional dalam suatu perientangan
dengan kolonial Belanda. Pandangan kedva yang menempatkan konteks pergerakan
nasional sebagai sesuatu yang berasal dari luar dan tidak pernah ada dalam Bangsa
Indonesia sendiri tetapi karena dirangsang oleh kemenangan Jepang atas Rusia. Yang
ketiga gabungan antara asing atas milik sendiri. Pertumbuhan Partai-Partai di Indonesia
adalah hasil dari pola hubungan vang kompleks baik unsur dard luar mavpun dard
dalarmn.

a. Jaman Kolonial Belanda
Masyarakat politik dan para pemimpin pergerakan kemerdekaan
menggantungkan harapannya kepada Partai Politik sebagai wadah pemupukan
kekuatan bangsa dan sebagai kekuatan pendobrak kekuatan kolonial. Karena itu
para penimpin dan pendukung partai berupaya loval, mengabdi, dan berkorban
untuk partatnya. Ideologt partal dijadikan pengarah perjuangan. Organisasi
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partai dijadtkan mekanisme partisipasi  dan mobilisasi kekuvatan-kekuatan
masyarakat. Pemimpin partai dijadikan alternatif penguasa masa depan,

Pada awal abad XX sudsh ada Partal Politik yang diawali oleh
organisasi yang mencantumkan asas dan tujuannys dalam kartu anggotanya,
Padz mulanya Budi Utomo vang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta
belum mengutamakan ¢i bidang politik melainkan di bidang pendidikan dan
pengajaran. Akan tetapi sebagal organisasi modern mgreka sudah
mencantimkan asas dan tujuan organisasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga (AD/ART). Kemudian berkembang lebih luas sebagai bentuk
organisasi untuk melawan penjajah.

Perkembangan selanjutnya adalah munculnya Sarekat Islam dan
Indische Parti} yang beraliran “nasionalisme hindia”. Sarekat Islam ini didirikan
di solo oleh H. Samanhbudi pada tahun 1911, pada permuiaanya hanya
perkumpulan biasz untuk menyaingi kaum kedudukan dan kegiatan kaum cina.
Sarekat islam vang mulai menampakkan diri sebagai Partai Politik sejak tahun
1912 di bawah pimpinan H.OS Tiokroaminoto. Munculnya Sarekat Islam
sebagai parial yang lebih menitikberatkan perhatiannys dalam masalah ckonomi
dan keislaman dan memiliki tendensi polittk yang bercorak revolusioner dan
nasionalistis, dalam prosesnya Sarekat Islam disnggap menjadi cikal bakal dari
partai-parta Indonesia modern, terutama karena luas jangkauannysz.

Kemudian Indische Partij vang didirikan Dr, EEF. Douwes Dekker, di
Bandung tanggal 25 Desember 1912, yang memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia, Latar belakang munculnya Indische Partij didasari oleh rendahnya
kesejahteraan kalangan indo eropa sebagai akibat kebijakan politik rasial
pemerintzh kolonial Pemerintah kolonial Belanda membagi strata dalam
masyarakat menjadi tiga vakni Eropa, Timut Asing dan Inlander. *Usaha untuk
meningkatkan perjuangan Indische Partyi menjadi badan hukum ditolak
pemerintah Belanda dengan alasan Indische Partyy bersifat politis dan
mengancam ketertiban umum, Pada perkembangannyva, Partal ini selanjuinya
berubah nama menjadi Insulinde, namun semakin hani semakin merosot antara

lain karena tarikan Sargkat Islam. Nama Insulinde kemudian berubah menjadi

¥ Jimly Assidigie, OpCit, Him, 16D,
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National Indische Partij dan terus berkali-kali mengalamt perubshan nama,
namun tetap tidak membawa kemajuan. Partai iml tidak sempat berkembang
dalam masyarakat dan banya merupekan perkumpulan orang-orang terpelajar.

Pada tahun 1914 ideologi komunis masuk ke Indonesia, tepatnya pada
wakiu itu tanggal 9 Mei 1914, pemerintah kolonial Belanda mengijinkan tokoh-
tokoh marxis Belanda seperti Dekker, Sneevlit, Bergana, dan A Baar
mendirikan organisast yang diberi nama ISDV ( Indische Sociaal Demokratache
Vereeniging/Persatuan  Sosial Demokrat Indonesia). ISDV imi  berhasil
mempengaruhi dua tokoh yaitu Semaun dan Darseno, kendati 2 {dua) tokoh ini
masih berada dalam Sarekat Islam. PKI berafiliasi denmgan Komums
Internasional, Gerakan komunis ini selzlu ditandai dengan radikalisme dan
berada pada garis ekstrim dalam memperjuangkan cita-citanya, namun selalu
mengalami kegagalan,

Pada tahun 1918 didirikan Volksraad. Disamping itu ada partai yang
menolak untuk masuk di dalamnya, ada beberapa partai yang menggunakan
kesempatan ustuk bergerak melalui badan ini Dan tidak dapat dipungkiri
bahwa akibat dibukanya sidang Volksraad menjadi forum bagi pendapat umum
pada masa itu. Pengaruh Dewan Rakyat terhadap perkembangan demokeasi dan
kepartaian di Indonesia adalsh penting. Pembentukan Volksraad membagi
Partal Politik di Indonesia antara yang masuk ke sistem kolonial yaitu vang
masuk ke dalam Dewan Rakyat Volksraad yang disebut kaum “ko” dan yang
menolak masuk ke dalam sisiem Belanda yang disebut kaum “non ko™, Dengan
dibukanya Volksraad, terpaksa pemerintah Belanda melepaskan sama sekali
larangan politik yang sebelumnya ada. Dengan lenyapnya larangan politik itu
tibalah waktunya bagi pergerakan kebangsaan Indonesia untuk memusatkan
perhatian ke arah tujuan politik, seperti Sarekat Islam yang pada tahun 1917
menjadi Partai Politik dengan nama Partai Sarekat Islam.

Pada tanggal 23 Mei 1920, kader-kader ISDV mendirtkan Partai Pohtik
secara resmi di Semarang dan atas usulan A Baar yang bermukim di Belanda,
nama ISDV dirubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia Belanda {PKHB),
tetap: pada tahun 1924, nama PKHB dirubah menjadi Partai Komunis Indonesia
(PKI). Perlawanan terhadap penguasa kolomial Belanda mengakibatkan PKI

Universilas Indanesia
Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH Ul, 2009



41

dibubarkan dan sebagian besar pemimpinnya dibuang, diasingkan, atau
dipenjarakan,

Dengan dibubarkannya PK1, posisinya kemudian diambil alik olek Partai
Nasional Indonesta {(PNI) yang didiriken oleh Mr, Sartono dan Ir Soekamo yang
didirikan tanggal 4 Juli 1927, PNI ini dengan terang-terangan menentang sistem
kolonialisme dan setuju kemerdekaan Bangsa Indonesia dengan jalan aksi
menolak kerjasama dengan Dewan-Dewan Pemerintahan. Karena sikapnya
yang keras terhadap pemerintahas dan sistem penjajaban it maka kepada para
pemimpinnya vaitu Ir Sockamo, Gatot Mangkupraja, Naskun, dan Supriadinata
dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan Yolonial sehingga pimpinan partai
membubarkan PNI serta mendirikan partai baru dengan nama Partai Indonesia
yang tujuan dan maksudnya sama.

. Iaman Pendudukan Jepang

Sigtemn kepartaian vang dibentuk pada jaman kolomal Belanda dibasmi
sampai tuntas pada jaman pendudukan Jepang, Langkah pertama yang ditempuh
Yepang adalah melarang adanya aktivitas poiitile di tangab-tengah masyarakat,
Tepatnya pada tanggal 20 November 1942, semua kegiatan politik termasuk
rapat-rapat yang rmembicarakan organisasi dan struktur pemerintahan dilarang
dengan keras. Perubahan mendasar dalam peta politik adalah meningkatnya
partisipasi kelompok Islam dibanding nasionalis. Perhatian Jepang kepada
kalangan Islam discbabkan adanya ikatan kesetiaan kaum petani di pedesaan
pads pemimpin Islam, untuk it Jepang memberikan konsensi-konsensi kepada
kalangan Islam daripada nasionalis, Konsensi paling besar yang diberikan
Jepang adalah dihidupkanoya kembali Majelis A’la Indonesia pada septermber
1942. setahun kemudian federasi ini berubah menjadi Majelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Magjumi) yang dibiarkan hidup sampai akhir pendudukan Jepang.

. Yaman Orde Lamsa

Sebelum Orde Baru kita mengenal 2 {dua) periode dalam kehidupan
politik di tanahl air, yaitu Demoktasi Liberal dan demokrasi terpimpin.
1. Demokrasi Liberal
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Demokrast Liberal kehadirannya dimulai pada saat dikeluarkannya
Maklumat Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 yang disusul
dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 november 1945 dengan tujian
memberikan konsumst politik ke dunia luar, bahwa Indonesia bukanigh
negara fasis (buatan Jepang) tetapi adalah negara demokratis,

Sehart setelah UUD 1945 disabkan, anggota-anggota Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan untuk
hanya mendirikan satu partai, yang dinamakan Partai Nasional Indonesia
{yang kemudian populer dengan sebutan PNI-Steatspartij). Partai ini
direncanakan akan dipimpin oleh Soekarno-Hatta dengan melibatkan tokoh-
tokoh pergerakan kemerdekaan dari partat-partai pada jaman penjajahan
Konon keputusan ini banyak ditentang sehingga akhirnya dimumkan
penundaan pembentukan PNI Staatspart]]. Alasan gagasan pembentukan
PNI Staatsparti ini ditentang adalah, pertama bahwa pembentukan pariai
tungzal hanya dikenal di negara fasisme dan komunis, padahal negara
Indonesia menwrut UUD 1945 adalsh negara demokrasi yang menjaniin
rakyatnya untule berserikat dan berkumpul Xedua, adanya kecurigaan
bahwa penggunaan istilah demokrasi adalah takttk  pendukung
“pasionalisme” untuk mendominasi gelanggang politik pasca kemerdekaan,

Perkembangan selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 1945,
pemerintah mengeluarkan Maklumat X yang memaksakan mengubah sistem
presidesiil yang dihamskan UUD 1945 ke dalam sistem parlementer,
sehingga mengharuskan banyak partai-pariai,

Tradist Partai Polittk Indonesia sejak merdeka muncul sebagai akibat
dari usul yang diajukan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia
Pusat (BPKNIP) yang berfungsi sebagai parlemen yang disampaikan kepada
pemerintah. Usul i menuntut pemerintah agar diberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan Partai-Partai Politik dengan
barapan Pariai-Pariai Politik tersebut hendaknye memperkuat penjuangan
dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat,
Dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 vang
ditandatangani oleh Wakil Presiden Mochanunad Hatta, Partai Politik
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mempunyai garis berpijak yang kokoh, point pertama Maklumat tersebut
memuat keinginan pemerintah akan kehadiran Partai Politik. Point kedua
berpa Hmit waktu pendirian Partai Politik yaitu sebelum dilangsungkan
pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan januari 1946
pada masa ini, Partai-Partal Politik tumbuh subur, Sistem pemerintahan
parlementer, Partai Politik yang mempunyai jumiah yang banyak, sering
terjadi pergantian kabinet. Pada masa yang relatif singkat selama revolusi
Indonesia {1945-1949), telah ada enam kabinet vang memerintah dalam
masa yang relatif singkat. Bubarnya kabinet pada umumnya disebabkan oleh
pecahnya koalisi karena salah satu pihak menarik menterinya dari kabinet
karena alasan-alasan tertentu, sehingpa kabmet kehilangan dukungan
Mayoras,

Pada saat it sering terjadi konflik-konflik vang tidak dapat
dihindarkan, seperti tzhun-tabun sebelumnya. Yang menjadi dasar
perseligihan tersebut adalah akibat fakior ideclogi di antara Partai-Partai di
Indonesia.

Apabila dikelompokan, partai-partai yvang ada sejak Maklumat
Peraerintah 1945, dalam buku kepartaian Indonesia yang diterbitkan
kementrian penerangan tahun 1951, disebutkan sebagai berikut:

i. Dasar Ketuhanan
I. Masjumi
2. Partai Sjarikat Isfarn Indonesia
3. Pergerakan Tarbiyah Islamish
4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
5. Partai Katholik
i, Dasar Kebangsaan:
1. Partal Nasional Indonesia (PNI)
2. Persatuan Indonesia Raya (PIR)
3, Partai Rakyat Indonesiz {(Parindra)
4. Partai Demokrasi Rakyat
5. Partai Rakyat Nasional (PRN}
6. Partai Wanita Rakyat (PWR}
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7. Parta Kebaogsaan Indonesia (Parkd)

& Partar Kedaulatan Rakyat {(PKR)

9. Ikatan Nagional Indonesia

10. Partai Rakyat Jelata (PRI}

11, Partai Tani Indonesia (PTI)

12. Wanita Demokrat Indonesia (W)
. Dasar Marxisme:

1. Partai Komunis Indonesia

2. Partai Sosialis Indonesia

3. Partai Murba

4. Partai Buruh

3. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesiz
tv. Partai lain.lain:

1. Partai Demokrat Tionghoa

2. Partai Indo Nagional

Namun sebenarnya sebelum dikeluarkannya Maklumat Pemerintah
tersebut, berdasarkan fakta-fakta historis telah muncul Partai-Partai Politik
pasca kemerdekaan, antara lain pada tanggal 15 September 1945 berdiri
Partat Buruh Indopesia, kemudian golongan komunis segera mendinkan
kembali Partat Komunis Indonesia (PKI) tanggal 31 Oktober 1943, lalu
golongan sosialis mendirikan Parsi (Partal Rakyat Sosialis) pada tanggal 1
November 1948,

Dengan berdirinya bermacam-macam partai maka berakhirizh usaha
mendirikan partai tungpal dan berkembanglah sistemy multipartai dengan
sistem koalisi, Dalam masa revolusi fisik (1945-1949), Partai Politik
memainkan peran yang penting dalam proses pembuatan keputusan, Wakil-
wakil partai duduk dalam KNTP dan kabinet, dalam masa ini berbagai
kabinet menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar.

Kemudian pada tahun 1955 diadekan Pemilihan Umum, vaitu pada
masa kabinet Burhanudin  Harahap dacd  Partat Magjumi, vang
diselenggarakan tanggal 29 September 1955, pada Pemilu tahun 1955 ini
diticuti oleh banyak Partal Politik, dan ada empat besar Partai Pohiik yang
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memperoleh suvara terbanyak vaitu, PNI (Partal Nagsional Indonesia),
Masyumi (Majelis Syuro Mustimin Indonesia), Nahdatul Ulama, PKI {Partas
Komunis Indonesia). Herbert Feith mengelompokan Partai-Partai Politik
yang ikut Pemilu sebagai berikut >
- Partat Besar :
PNI (Partai Nasionalis Indonesia), Masyumi {Majelis Syuro Muslimin
Indonesia), Nahdatul Ulama, PKI (Partai Komunis Indonesia).
- Partat Menengah
PRI (Partai Syarikat Istam Jadonesia), Parkindo {Pantai Knisten
Indonesia), Partai Katholik, PSI (Partai Sosilais Indonesia), Perti
(Persatuan Tarbiyah Islamiyah), LPKI (Tkatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia).
~ Kelompok kecil vang bercakupan nasional :
PRN (Partai Rakyat Nasions!), Partal Buruh, GPPS (Gerakan Pembela
Pancasila), PRI (Partal Rakyat Indonesia), PPPRI (Persatuan Pegawai
Palisi Republik Indonesig), PIR (Partat Indonesia Raya) Wongsonegoro,
PIR (Partal Indonesia) Hazairin, Permai (Persatuan Marhaen Indonesia),
PPTI (Partai Persatuan Tharikat Islam), Acoma {Angkatan Communis
Muda).
- Kelompok kecil yang bercakupan daerah
Gerinda-Yogyakarta, Partai Persatuan Daya-Kalimantan Barat, AXUI-
Madura, PRD (Partai Rekyat Desaj-Jawa Barat, PRYM (Partai Rakyat
Indonesta Merdeka-Jawa Barat, R Sudjono Prawircsoedarso dkk-
Madiun, Gerakan Pilihan Sunda-Yawa Barat, Partai Tani Indonesia-JTawa
Barat, Raja Keprabon dkk-Jawa Barat, Gerakan Banteng-Jawa Barat,
PIR {(Persatuan Indonesia Rava)-Nusa Tepggara Baraf, PPLM Idrus
Effendi-Sulawest Tenggara.
Pemilu pertams tahun 1955 ini merupakan Pemilu pertama yang
“lber” dan “jurdil”, Salah sate kunci keberhasilan Pemilu tahun 1955
adalah diwakilinya semua partai dalam badan penyelenggara.

2. Demokrasi Terpimpin

 Harbort Foith, Iodonesia Election in 1955 atan Pemifion Unnan 1935 & Indenssia, Terjemahan
Nugriho Knrjasangkons dan Mewi Marls, {Jakerin: Gramedin, 1599), Him 8%

Universitas indonesia
Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH Ul, 2009



46

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang salah satu
isinya adalah kembali ke UUD 1945, maka berakhirlah sistem parlementer
dan sekaligns mengakhiri masa berkuasanya Partai Politik dan Parlemen.
Pada periode ini, ditandai beberapa cirl, yaitu, perfamma: peranan dominan
dari Presiden, kedua:pembatasan atas peran DPR serta Partal-Partai Politik
kecuali PKI yang malah dibiarkan berkembang seria peningkatan peran
ABRI sebagai kelouatan sosial politik.

Pada periode demokrasi terpimpin ini dilakukan penyederhanaan
terhadap jumlah banyak partai dengan Penpres No,7/1959, menjadi 10 Partai
dengan Penpres No.13/1960, dan disusal dengan konsep Nasakom yang
bertujuan untuk menciptakan suaty kerukunan nasional Dilihat dari Juar
seolah-olah ada kerukunan, padahal kenyataannya di dalam ada perselisithan
sampai akhirnya meledak peristiwa G30S/PKL

3. Jaman Orde Baru

Salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh Orde Baru adalah
pembubaran PKI melalui TAP MPRS Nomor XXV Tahuo 1966. sementara
terjadi perdebatan melalui berbagal seminar dan media masse mengenai
perlunya merombak strukiur politik dan menyederhanakan sistem panai. Partai
Politik yang menjadi sasaran utama dari kecaman masyarakat dianggap
berrindak memecah belah karens memecah belah dan terdalu mementingkan
ideologi serta kepentingan masing-masing. Akibatnya Presiden Soekaro
pernah menyerukan agar semua Partai Politik dikuburkan saja.

Pemilu pertama pada masa Orde Baru diadakan pada tanggal 2 Mei
1971. ikut serta dalam Pemilu 197) terdint dari beberapa partai politik vaitu
PKRI, PSII, Nahdatul Ulama, Parmusi, Parkindo, Murtba, PN, Perti, IPK], dan
Golongan Karya, schingga jumiah peserta Pemilu 1971 adalah berjumlsh 10
(sepuluh) Partai Politik. Pada Pemilu 1971 merupakan ajang uji coba untuk
mencipiakan single majority, karena untuk pertama kalinya nyali pantai-partai
dibuat ciut dengan kehadiran Golongan Karya (Golkar) yang didukung ABRI

dan jajaran birokrasi. ™

% R. Bep Syscfulloh Fatah, Masaleh dan Prespek Demokrasi & Indonesia, (Jeknrtn:Ghalin Tndonesia,

1994}, Hifm 191,
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Sejak awal kebadirannnya, tampak bahwa orde baru menempatkan
penataan kehidupan kepartaian sebagai bagian dari stabilisast politik yang vital.
Sebagaimana  diungkapkan Liddle, pemerintahan Orde Baru  wyang
ditulangpunggungi oleh militer memiliki persepsi yang khas terhadap Partai
Politik. Bagi pemerintah Orde Baru ini, Partai Politik adalah pesaing dalam
memperoleh kekuasaan dan penggerak kekuasaan rakyat. Dalam pandangan
Pemerintaban Orde Baru ini khususnya kelompok militer, Partai Politik telah
menjadi sumber penyebab instabilitas politik dan kegagalan ekonomi sepanjang
sejarah Indonesia merdeks. Dalam kaitan ini, militer beranggapan bahwa Parta
Politik menjadi agen aktualis politik kelompok ekstrim kanan (islam} dan
kelompok ekstrim kiri {komunis). Penataan kehidupan Partai Politik dilakukan
sejak saat awal kelahiran Orde Bany. ™

Restrukturisast politk pun dilakukan pertama-tamg dimulai  dari
penataan kehidupan partal, lewat penyederhanaan, vang kemudian dilakukan
penataan ideologi berupa pengeliminasian politik berdesarkan aliran. Orde Baru
berpikiran bahlwa pluralitas partal dan ideologl merupakan biang kerok dari
konflik-konflik vapg teriadh sebelumnya.

Pembinaan kehidupan kepartaian diwujudkan melalui program fusi. PNI,
Partai Khatolik, Parkindo, IPK1, dan Murba difusikan menjadi satu partai yaitu
Partar Demokrasi Indonesia (PDI). Sementara Parmusi, NU, PSI, dan Perti
difusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Program fusi ini
melakukan wujud konkrit kecenderungan pemerintahan Orde Baru dalam hal
perampingan sistern kepartaian dan pembatasan jumlah partai untuk tujuan
mengamankan program stabiitas *

Bagi Orde Baru, keamanan dan stabilitas politik merupakan hal yang
amat penting guna memjamin pembangunan ekonomi. Adanya realitas yang
tidak biga dibantah bahwa kehidupan kepartaian masa Orde Bamu akbirnya
ditandai oleh relatif tidak adanya kompetist antar Partai Politik serta antar
kekuaten-kekuatan politik secara umum. Partai-Partai politik non Golkar
menjadi partai yang terbatasal aktualisasi politiknya, sementara Golkar yang
didukung militer menjadi pemegang hegemoni dalam proses politik dan

* thid, Hlre 193
% R. Eep Syacfullo Fatah, Op.Cit,, Fim 195,
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pemerintahan. Keadaan inilah yang membuat Deliar Noer sampai pada
kesimpulan bahwa sistem kepartaian yang dianut Orde Baru bukanlah sistem
satu partai, sistem dua partai, dan sistem banyak partai melainkan sistem 1 2
partai. Satu partai Golkar, terus menerus memegang hegemoni kekuasaan
sementara yang lain dalam bahasa Deliar Noer hanya menjadi pemanis untuk
menunjukkan bahwa ada keanekaragaman kekuatan politik yang sebenarnya
adalah keanekaragaman yang semu.®!

Langkah berikutnya untuk menata sistem kepartaian adalah konsep
Pancasila sebagai satu-satunya asas. Hal ini merupakan pelaksanaan dari
gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto, maksudnya agar tidak
terjadi lagi penyimpangan seperti masa lalu antara partai karena tiap partai
cenderung menonjolkan dan memperjuangkan asas mereka masing-masing.

Namun di jaman Orde Baru, konflik Partai politik masih tetap terjadi.
Satu gejala yang menandai adalah adanya perpindahan kehidupan konfliktual
dari antar partai ke intern partai, antara lain yang terlibat di PPP dan PDI.

Selama jaman Orde Baru telzh diadakan Pemilu sebanyak 6 kali, yaitu
tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997. Undang-Undang tentang kepartaian
yang telah dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang
Partai Poitik dan Golongan Karya. Dari keseluruhan Pemilu yang telah
dilaksanakan pada jaman Orde Baru, Golongan Karya selalu tampil sebagai

pemenang, kemudian disusul PPP dan PDI yang selalu bersaing,

. Orde Reformasi

Euphoria reformasi setelah pergantian pimpinan nasional dari Presiden
RI ke-2 Soeharto kepada B.J. Habibie sebagai Presiden ke-3 tanggal 21 Mei
1998, dengan sangat maraknya diwarnai oleh semangat berbagai pihak
mendirikan partai baru. Semangat reformasi lebih dipahami sebagai kembali
pada keadaan dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dalam artian yang
sesungguhnya, telah mendorong bermunculan gagasan pendirian partai baru.

Sebagai tindak lanjut dari gerakan reformasi tersebut, maka untuk
menyelenggarakan Pemilu 1999, dikeluarkanlah paket Undang-Undang antara
lain yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik,

St rbid., Hlm.198.
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Undang-Undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum,
kemudian  Undang-Undang  tentang  Susunan  Kedudukan  Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
daerah.

Saat Orde Reformasi ini maka banyak bermunculan partai-partai baru
bagai jamur dimusim hujan. Keberadaan Partai Politik tersebut langsung diuji
dalam Pemilu tahun 1999, hasilnya muncul 6 (enam) Partai Politik yang
mampu melampaul elfectoral freshold. Dua dari partal fama PPP dan Golkar
serta empat partai baru Yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
vang merupakan pecahan PDI, Pariai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partal
Amanat Nasional {PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Pada tahun 1999 tercatat sebanyak 141 Partal Poliik mendafiar di
Departemen Kehakiman, dan sebanyak 48 Partai Politik hasil pengesahan oleh
KPU menjadi peserta Pemilu,

Muncuinya partai-partai baru telah menumbuhkan harapan masyarakat
akan kehidupan politik yang lebih demokratis, Akhirnya, melalui perilu tahun
1989 terbentuklah komunitas masyarakat politik baru vang setidaknya
memberikan mdikasi bahwa Indonesia tengah mengalami proses demokratisasi.

Partai Demockrasi Indonesia Perjuangan {(PDIP) menjadi  paniai
pemenang Pemilu tahun 1999 dengan merebut sebanyak 153 kursi di DPR
Partai inl menjadi simbol perjuangan melawan kekuasaan Qrde Bamu dan
memproklamirkan diri sebagal partai rakvat kecil. Golkar yang berusaha
menghapus  citranya  sebagai kendaraan polittk Orde Baru dengan
memperkenalkan  paradigma  barunva, menduduki tempat kedua dengan
perolehan 120 kursi, disusul PPP dengan 58 kursi, PKB 51 kursi, dan PAN 34
kursi. Karena tidak ada pemenang mayoritas maka pemerintahan yang terbentuk
merupakan koalisi dari pantai-partat berpenganuh ini.

Tidak dapat dipungkiri babwa bergulirnya reformasi telah memberikan
sumbangan vang besar bagl kehidupan politik nasional, tervtama Dberkanan
dengan jaminan keberlangsungan demokratisasi, Banyaknya jumlah Parta:
politik juga akan menjamin berlangsungnya proses sosialisasi dan pendidikan
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politik. Dan vang tak kalah pentingnya kondist ini memungkinkan terciptanya
sebuah perpolitikan nasional yang demokratis.

Namun sctelash Pemilu tshun 1999, rupanya konflik-konflik vang
melanda Parigi-Partai Politik di Indonesia belum juga berakhir sefring dengan
adanya reformasi. Tidek sedikit Partai-Partai Politik hasil pemilu 199% vang
dilands kemelut internal. Mulal dari keretakan kecil hingea munculnya gelala
perpecahen dalam bentuk partai-parts tandingan. Dalam kondisi semacam ity
Parai-Partai Politik tidak saja dihadepkan pada kesulitan yang cukup serius
dalam menjalankan fungsi ntamanya sebagal penyatur artikulasi dan agregasi
kepentingan mssyarakat, tetapl juga berakibat sulitnya meletakkan dasar-dasar
perubahan politik ke arah demokrasi.

Setelah Pemilu tahun 1999, dilaksanakan lagi Pemilu tahun 2004, Dalam
konteks era trangisi, pemilu tahun 2004 adalah pemilu yang kedua kalinya
diadakan sejak berlangsungnya era transist di Indonesia yang diawali cleh
kejatuhan Presiden Soeharto dan kursi kekuasaannya. Karena itu Pemilu 2004
harus dipahami scbagai bagian darl mata rantai panjang menuju konsolidasi
demokrasi di Indonesia sejak tumbangnya kekuasaan otoriter Orde Baru,

Pemilu tahun 2004 dileksanakan dengan payung hukum bam yaiu
dengan diundangkannyva Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Parta
Politik sebagal pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 talmn 1999,
Dibandingkan dengan UU No Z/1999, persyaratan pembentukan parpel jauh
lebih ketat, Hal itu dapat terlibat dart persyaratan minimal kepengurusan partai
politik. Kalan dalam UL No 2/1999 hal iu tidak diatur, maka dalam Ut Parta;
Politik yang baru int sebuah partai politik harus memiliki pengurus minimal di
50 persen jumlah provingi, Partai politik itu juga harus memiliki pengurus di 50
persen kabupaten/kota dari provinsi bersangkutan. Partai politik itu juga harus
memiliki pengurus di minimal 25 persen jumlah kecamatan dari kabupaten/kota
bersangkutan. Partai politik setelsh berlakunya Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2002 ini juga harus memiliki kantor tetap seperti usnlan pemerintah.
Namun seiring dengan perkembangan politik dan masyarakat, maka Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang partai Politik dinila: sudah tidak sesual
lagi dengan perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan
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dikarenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang parial politik
belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan magyarakat yang
menuntut peran Fartai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta
wuntotan untuk mewujudkan Partai politik sebagai organisasi yang bersifat
nastonal dan modern. Dari 24 Partai Politik peserta Pemilu tahun 2004, hanya 7
partal saja yang berhasil lolos elecioral treshold yakni memperoleh sckurang-
kurangnya 3% jumlah kursi DPR vaitu Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai
Demokrat, PKS, dan PAN. Setelah Pemilu 2004 ternyata konflik-konflik Panai
Politik juga masih ada Partai-Partai Politik vang dalam bhal ini diwakali oleh
elit-elitnya masih belum bisa sepenubinya menjalankan agenda-agenda il
keperiuan rakyat Namun secarz umuom bisa dikastakan bahwa pelaksanaan
pemilu tahun 2004 adalah Pemtlu yang damai dan cukup demokratis.
d. Perkembangan Peraturan Partai Politik di Indonesia, ™

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partay Polibik sebagai vilar
utama penyangga demokrast. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partar Polifik.
Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika
diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Parfai Politik,
Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan
Parta: Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional.

Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka
memungkinkan wntuk melaksanakan reknuitmen pemimpin  atau  proses
pengkaderan, peadidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Pastat
Politik pola, konflik dan konsemsus dapat tercapai guna mendewasakan
masvarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah
belah partai, tapt kontiik veng umbul dicarikan konsensus guna mencipiakan
partal vang sehat dan fungsional,

Pentingoya keberadaan Partai Politik dalam menumbubkan demokrasi
harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui
hanya Partal Politik yang berhak mengajukan calon dalam Pemilihan Umum.
Makna dart ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilihan Umum

{(Pemilu), jangan sampsi mengebint atau bahkan menghilangkan peran dan

2 “partai Politik by Massad Masrur” <http//wwiw. transparanst of, id/permily btmb>,, 23
November 2002,
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eksistenst Partai Politik. Kalavpun saat ini masyarakat mempunyai penilaian
negatif terhadap Partai Politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi
partai dalam sigtem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah
bagian dari proses demokrasi,

Menumbuhkan Partai Politik yang sehat dan fungsional memang bukan
perkara mudah Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan
Partal Politik yang bevar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat.
Bagi Indonesia, pertumbuhan Partai Politik telah mengalami pasang surut,
Kehidupan Partas Politik baru dapat di lacak kembali mulai tahun 1908, Pada
tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktu itu seperti Budi Oetomo belum
bisa dikatakan scbagaimana pengertian Partai Politik secara modern. Budi
Utomo tidak diperumukkan untuk merebut kedudukan dalam nepara (public
office) di dalam persamgan melalui Pemilihan Umum. Juga tidak dalam arti
organisasi yang berusaha mengendalikan proses politik. Budi Oetomo dalam
tahun-tahun itu tidak lebih dari suatu gerakan kultural, untuk meningkatkan
kesadaran orang-orang Jawa,

Sangat boleh jadi partai dalam arti modern sebagai suatu organisasi
massa yang berusaha untuk mempengamhi proses politik, merombak
kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin dan menggjar penambahan
anggota, baru lahir sejak didirikan Sarekat Islam pada tahun 1912, Sejak itulah
partai dianggap menjadi wahana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-
tujuan nasionalis. Selang beberapa bulan, Iahir sebuah partai yang di dirikan
Douwes Dekker guna menuntut kebebasan dari Hindia Belanda. Dua partai
inilah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal semua Partai Politik dalam arti
yang sehenamya yang kemudian berkembang di Indonesia.

Pada masa pergerakan nasiona! ini, hampir semua partal tidak boleh
berhubungan dengan pemerintah dan massa di bawah (grass roots). Jadi yang di
atas, yaitu jabstan puncak dalam pemerintahan kolonial, tak tedangkay, ke
bawah tak sampai. Tapi Partal Politik menjadi penengah, perumus ide. Fungsi
Partai Politik hanya berkisar pada fungsl sosialisasi politik dan fupgsi

komunikasi politik.
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Pada masa pendudukan Jepang sernua Partai Politik dibubarkan. Namun,
padas masa pendudukan Jepang juga membawa perubahan penting. Pada masa
Jepang-lah didinkan organisai-organisasi massa yang jauh menyentuh akar-akar
¢i masyarakat. Jepang mempelopori berdirinya organisast massa bermnama Pusat
Tenaga Rakyat {Poetera). Namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut
dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah melakukan kegiatan yang
bertujuan untuk mempengaruhi proses politik. Praktis sampat diproklamirkan
kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal pariai-partal politik.

Perkembangan Partai Politik kembali menunjukkan geliatnya tatkala
pemerintah menganjurkan perlunya di bentuk suatu Partal Politik. Wacana vang
berkembang pada waktu ju adalah perlunya partal tumggal Partal tunggal
diperivkan untuk menghindari perpecahan antar kelompok, karenma waktu itu
sussana masyarakat Indonesia masth diliputi semangat revolusioner. Tapi niat
merpbentuk  partai tunggal yang rencananya dinamakan Partai Nasional
Indonesia gagal, karena dianggap dapat menyaingi Komite Nasional Indonesia
Pusat dan dianggep bisa merangsang perpecahan dan bukan memupuk
persatuan. Pasca pembatalan niat pernbentukan partai tunggal, atas desakan dan
keputusan Badan Pekeria Komite Nasional Indonesia Pusat, pemenntah
mengeluarkan maklumat yang isinya perlu di bentuk Partai Politik sebanyak-
banyaknya guna menyambut Pemilihan Umum anggota  Badan-Badan
Perwakilan Rakyat.

Pada keadaan sgeperti itulah Parta2i Politik tumbuh dan berkembang
selama revolust fislk dan mencapal puncaknya pada tahun 1935 ketika
diselenggarakan Pemilihan Umum pertama vang diikuti oleh 36 Partai Politik,
meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partm. Pergolakan-
pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil
Pemilihan Umum telah menyudutkan posist Partai Politik. Hampir semua tokoh,
golongan mempermasalahkan keberadean Paral Politik. Kekalutan dan
kegoncangan di dalam sidang konstituante milah vang pada akhirnya memaksa
Bung Karno membubarkan partai-partai pelitik, pada tahun 1960, dan hanya
boleh tinggal 10 partai besar yang pada gilirannya harus mendapatkan restu dari

Bung Karno sebagat tandz lolos dari persaingan.
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Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah Pemilihan Umum 1971
pemerintab  kembali  berusaha  menyederhanakan Partai Poltik.  Seperti
pemerintaban sebelumnya, banyaknya Partasi Politik dianggap tidak menjamin
adanya stabilitas politik dan dianggap mengganpgu program pembangunan.
Usaha pemerintab it baru  terealisasi pada tahun 1973, partal vang
diperbolehkan  tumbuh  bhanya berjumlah  tige vaitu Partal  Persatuan
Pembangunan (PPP), GOLKAR dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI}.
Nampak sekali bahwa partai-partai vang ada di Indonesia beleh dikatakan
merupakan partal yang dibentuk ates prakarse negara. Pembentukan partai
bukan atas dasar kepestingan masing-masing angpote melainkan karesa
kepentingan negara. Dengan Kkondisi partai seperti ipi, sulit rasanya
mengharapkan partat menjadi wahana artikulast kepentingan rakyat. Baru
setelah reformasi, pertumbuhan Partai Politik didasari atas kepentingan yang
sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, Era Reformasi yang melahirkan
sistem multi-partal ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari
kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya.

Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena Partai Politik
adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi
kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa Partai Politik. Meski
keberadaan Partai Politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam
ststemn ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik,
Keadaan Partai Politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses
demokrast.

Dalam kondist kepartaian vang seperti ini, Pemilthan Umum 2004
digelar dengan bersandar kepada Undang-undang No. 31 Tahup 2002 tentang
Partai Politik. Dalam perjalanannya, undang-undang ini di anggsp belum
mampu mengantarkan sistem kepartaian dan demokrasi perwakilan yang efektif

dan fuogsional. Undang-undang ini juga belum mampu melahirkan Partai

Politik yang stabil dan akuntabel. Masyarakat juga masih belum percaya pada
keberadaan Partal Politik, padahal fungsi Partai Politik salah satunya adalah
sebagai alat artikulast kepeatingan rakyat. Untuk menciptakan Partai Politik
yang efektif dan fongsional diperiukan adanya kepercayaan yang penuh dari
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rakyat. Tanps dukungan dan kepercayaan rakyat, Partai Politik akan terus
dianggap sehagat pembawa ketidakstabilan politik sehingga kurang berkah bagi
kehidupan rakyat.

Untuk menciptakan sistem politik vang memungkinkan rakyat menaruh
kepercayaaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu
menjadh landasan bagi tumbuhnys Partai Politik yang efelatif dan fungsional.
Dengan kata lain, diperlukan perubshan terhadsp peraturan perundang-
undangan yang mengatur sistem Politik Indonesia yaknr Undang-undang No. 31
Tahun 2002 tentang Partal Politik, Undang-undang No, 12 Tahun 2003 tentang
Pemilthan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang No. 23
tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan
Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, DPD} dan DPRD. Beberapa perkembangan yang tegadi pada imasa
reformasi mulai dant tahun 1998 sampai sekarang vang berkaitan dengan
keberadaan Partai Polittk di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berkut:

Pertama, berkaitan dengan jurolah partai yang ikut meramaikan sistem
multi partar.  Sejak tahun 1999 hingga sekarang, jumlah Partai Politik terus
berkembang pesat serta jumizhnya terus mengalami perubahan, yaitu tahun
1999 ada 141 Partai Politik yang terdafiar i Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manugia kemudian pada pelaksanuan Pemilu Legislatif tahun 2004,
jumizh Partai Polittk yang diakui keabsahannya sebagat Badan Hulum oleh
Depkurnham sebanyak 50 partai, dan dari jumiah 50 tersebut sebanyak 48 Partat
Politik dinyatakan memenuhi kwalifikast menjadi peserta Pemilihan Umum
Legisiatif pada tanggal 5 April 2004 yang lalu.

Kedua, berkaitan dengan Peraturan yang mengatur tentang Partai Politik,
Sampai sekarang Undang-Undang vang mengatur tentang kcheradaan Parta
Politik antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik
dan Golongan Karya, Undapg-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai
Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, dan
yang terbaru Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik.
Namun pengaturan tentang Partai polink harus berbadan hukum mulai diatur
dalam Undang-TIndang Nomor 31 Tahun 2002 kemudian dengan pertimbangan
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bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan
tuntutan dan divamika masyarakat, dimana dinamiks dan perkembangan
masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung
jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai
sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita
nasional Bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indosesia, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan
Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, meka dibentuklah Undang-undang Nomor 2
Tahun 2008, dimana didalamnya diatur tentang persyaratan bagi Partai Politik
agar dapat memperoleh status sebagai badan hukum adalah dengan membuat
Akta Pendirian dalam bentuk akta potaris. Hal ini  dimazksudkan agar Partai
Politik sebagai sebuah organisasi memilila hak dan kewajiban di mata hukoem
serta dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum sehingga memperkecil
adanya perselisihan intern partai karena dengan dibuatnya akta pendirian secara
notariil maka pihak-pihak yang menyatakan maksud akan adanya kesamaan
pandangan dan cita-cita  yang terfuang secara tertulis dalam akta pendirian
untuk  bersama-sama membentuk wadah svatu  Partai  Politik  tedenty,
dikemudian hari tidak mengingkarinya karena akta pendirian tersebut zkan
mengikal para pendiri beserta anggotanya untuk dapat selaly konsisten dengan
isi yang tertuang dalam akta pendirian tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juga mengakomodasi beberapa paradigma
baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokeasi di Indonesia, melalui
sejumigh pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan
Partai Politik vang menyangkut demokratisasi internal Partai paiiiil%,
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik,
peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem
nasional berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang ini juga diamanatkan
perlunya pendidikan polittk dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan
gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran skan hak dan kewajiban,
meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan

kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
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Secara garis besar, sistematika dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 Tentang Partal Politik adalah sebagal berikut
1. Ketentuan Umum,
Pembentukan partai politik;
Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
Asas dan ciri-cirl;
Tujuan dan fungsi;
Hak dan kewajiban;
Keanggotaan dan kedaulatan anggota;

Kepengurusan;

L T AT LU o

Organisasi dan tempat kedudukan,

10, Pengambilan keputusan;

11. Rekrutmen politik;

12, Perataran dan keputusan partai politik;
13. Pendidikan pofitik;

14. Penyelesaian perscligihan partai politik;
15. Keuangan;

16. Larangan;

17, Pembubaran dan penggabungan partai politik;
18, Pengawasan;

19. Sanksi;

20. Keteotuan peralihan;

21. Ketentuan penutup.

. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009,

Pada tanggal 9 Apnl 2009 yang lalu, Indonesia menyelenggarakan
Pemilthan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewsn Perwazkilan Rakyat Daerah untuk
memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat {DPR), 132 anggota Dewan
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Perwakilan Daerah {DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota)} periode 2009 sampat 2014,

Pemilihan Umum anggota ODPR  dilgksanskan  dengan  sistem
proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daeezh
pemilihan, dengan peserta pemilu adalab Pantai Politik. Pemilihan Umum ini
adalah vang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih
berdasarkan perclehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut, artinya
pemilik memilih calon anggota dan bukan Partai Politik.

Peserta pemilihan umum anggota DPR 2009 ditkuti oleh 38 Partai
Politik, dan pada tanggal 7 Juli 2008 Komisi Pemilihan Umum mengumumkan
daflar 34 Partai Politik yang lolos verifikasi faktual untuk mengikuii pemilu
2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama
kali mengiknti pemilu ataupun baru mengganti namanya dan 16 partat lainoya
merupakan peserta pemilu tahun 2004 vang berhasil mendapatkan kursi di DPR
periode 2004.2009, sehingea langsung berhak menjadi peserta pemilu 2009
dalam perkembangannys, Mahkamah Konstitusi memutuskan hahwa seluruh
partai politik peserta pemily tahun 2004 berhak menjadi peserta pemiln 2009
yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DK Jakarta Nomos:
104/VIZ2008/PTUNIKT,

Berdasarkan surver-survel nasional yang dilakukan lembaga-ienbaga
survei pada tahun 2007, 2008, dan 2009 menunjukkan tiga tempat teratas yang
kemungkinan akan diperebutkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
{(PDIP), Partal Golongan Karva (GOLKAR), Partar Demokrat, dilkuti partai-
partat islam seperti Partai Keadilan Scjahiera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa
{PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan
{PPP}, serta partal baru Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA),

Pada tanggal 9 Met 2009, Komisi Pemilihan Umum anggoata DPR 2009
setelah 14 hari {26 April 2009.9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi
perhitungan suara secara nasional. Hasil yang diumuomkan meliputi perolehan
suara berikut jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR. Penetapan
jumlah kurst kemudian direvisi oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 13

Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai metede perhitungannya.
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KPU telah menetapkan perolehan kursi DPR untuk tiap paral
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 tahun 2009 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Pilpres, pendaftaran pasangan capres/cawapres dimulai Minggu
(10/5/2009) dan ditutup Sabtu (16/5/2009). Untuk bisa mendaftar, bakal
pasangan capres/cawapres harus telah mengantongi syarat dukungan 235 persen
suara atau 20 persen kursi,

Berikut perolehan kursi 9 parpol yang lolos Parfiamentary Threshold
1. Partat Demokrat 148 kursi (26,43 persen)

2. Partai Golkar 108 kursi { 19,2 persen)
3. PDIP 93 kursi (16,61}

4. PKS 59 kursi (10,54 persen)

5. PAN 42 kursi (7,50 persen)

6. PPP 39 kursi (6,96 persen)

7. PKB 26 kursi (4,64 persen)

£. Gerindra 30 kursi (5,36 persen)

9. Hanura 15 kursi (2,68 persen)

Hasil pemilu legislatif 2009 sementara wakto bisa ketahui berdasarkan
perhitungan cepat pemilu atau quick count. hastl pemiiu berdasarkan hasil
lembaga survéi indonesia ini diperofeh dari detik.com. terlihat jelas dari
perolehan suara pemilu legislatif 2009 partai demokrat menjadi pemenang
pemilu. namun ini hanya hasil sementara vang nantinya bisa berubah. Berikut

ini adatah hasil perhitungan suara dari lembaga-lembaga survei Indonesia - ®

Penvelenggara Surver
LSE{(D LSN L8142} CIRLIS

1 | Demckrat | 20,46% : Demokrat | 20,22% | Demckrat | 20,34% | Demokrat | 2061%
2 | PDIP 14,41% | Golkar 14,79% | Golkar 14,85% | Golkar 14,57%
3 | Golkar 13,98% | PDIP 13.98% | PDIP 14,07% | PDIP 14,26%
4 [ PKS 7.84% | PKS 7,37% | PKS 7.82% | PKS 7.45%
3 | PAN 5,74% { Genndra | 6,51% | PAN 6,07% | PAN 5,8%

6 | PPP 323% | PPRP 333% | PPP 3.29% 1 PKR 3,63%
7 | PK5B 5,18% | PAN 4,97% 1 PKB 3.20% | PFPP 5,31%
g | Qerindrs 1439% | PKB 462% Qerindra | 420% | Gerindra 1 427%
9 | Hanura 3,72% | Hanura 3,43% | Hanum 3,4%% | Hanura 3,5%
16 | PKNU 1,43% | PKNU 1,83% | PBB 1,65% 1 PKNUJ 1,56%

Tebel 1

82 “Poran Partai Politik”, <hitp/way-5. blogspot.com/2009/02/potling. hunl>, 15 Fanuari 2008.
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Karena adanya penerapan Parfiameniary Threshold maka partal politik
yang memperoleh suara dengan presentast karang dari 2,50% tidak berhak
mempercleh kurs) di DPR.

Untuk pemilihan uroum anggota DPD 2009 dilaksanakan dengan sistem
distrik berwakil banyak, dengan peserta pemilu adalah perseorangan, Jumlah
kursi anggota DPD untuk setiap propinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi, dengan
daerah pemilihan adalah propinsi. Sedangkan untuk pemilihan umum anggota
DPRD 2009 dilaksanakan dengan sistem, aturan, dan peserta yang sama deagan
pemilihan umum anpgota DPR. Khusus untuk propinst Nangroe Aceh
Darussalam ads tambaban 6 Partai Politik lokal yang berhak mengikuti
pemilihan umum anggota DPRD di propinsi tersebut yaitu Partar Aceh Aman
Sejahtera, Partai Rakyat Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Aceh, Partai Suara
Independen Rakyat Aceh, dan Partai Bersatu Aceh, sesuai dengan Undang-
Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005,

Pemungutan suara pada pemilthan umum 2009 dilakukan dengan cara
menardal (mencontreng), berbeda dengan pemilu-pemily sebelumnya dimana
pemungutan svara dilakukan dengan cara mencobios. Pencontrengan dilakukan
pada kolom nama partal atau nama/nomor urut calon anggota DPR/DPRD, dan
pada pama/toto/nomor urut calon ﬁnnge-ta DPD sebanyak satu kali.

Mabkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dalam Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum angrotz DPR, DPD,
dan DPRD yang menyangkut ketentuan sistem nomor urut dalam pensatuan
calon anggota DPR, DPD, DPRD terpilib. Dengan pembatalan ini penentuan
anggota DPR, DPD, DPRD ditentukan oleh suara vang diperoleh masing-
masing calon tanpa melibat nomor urut, sehingga sering disebut sistem svara
terbaryak. Pemerinigh juga menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganty
Undang-Undang Nomor [ Tahun 2009 vang memungkinkan Komisi Pemitihan
Umum melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap scbanyak saty kali dam
mensatikan pencontrengan sebanyak lebih dar satu kali pada kolom partai

politik atau calon anggota yang sama.
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6. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Partai Politik Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poliik.

Untuk dapat memperoleh status badan hukum, parpol mesti didattarkan secara

administratit di Departemen Hukum dan HAM (Depkumbang untuk kemudian

disahkan menjadi badan hukum jika memenuhi syarat, diantaranya adalgh %

1. Persyaratan
1. Pembentukan/Pendirian Partai Politik :

Pembentukan/pendirian Partai Politik dilakukan dengan cara mengajukan
permohonan pendaftaran dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta
haros memenuhi syarat substansional dan syarat formal. Didirikan dan dibentuk
oleh sekurang-karangnva 50 {ima puleh) orang warga negara Indonesia yang
telah berommr 21 (dua puluh satu} tahun.

2. Syarat Subsiansional yang harus dipenehi untuk membentuk Partai Politik

a. Mencantumkar Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

b. Asas atau ciri, aspirasi dan program Partat Politik tidak bertentangan dengan
Pancasila.

¢. Keanggotaan Partal Politik bersifat terbuka untuk setiap warga nepara
Indonesia yang telah mempunyal hak pilih.

d. Partai Politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang vang sama
dengan lambang negara Republik Indonesia, lambang negara asing, bendera
Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Saka Merah Putih, bendera
kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai
lain yang telah ada,

¢, Pembentukan Partai Politik tidak boleh membabayakan persatuan dan

kesatuan.

3. Syarat Formal Pembeniukan Partai Politik :

2. Didirikan dengan akte Notaris
b. Kepengurusan Partai Pohitik tingkat nasional berkedudukan 4i ibukota
negara. yang dimaksud dengan berkedudukan di ihukota negara adalah

2008,

1 “Pendaftaran Parai Politk®, <http./fwww.depkumbam. go.id/NR/rdonlyres htmi>,, 22 April
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dapat berkantor pusat di Daerab Khusus Ibukots Jakarta, Kota Bogor, Kota
Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi.
¢. Didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

melampirkan;

1} Akte notaris pendirian Partai Politik di dalamnya telah tercantum
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang sesua
dengan Undang-Undang Dasar 1943 dan peratwran perundang-
undangan lainaya.

2} Kepengurusan pada tingkat Propinsi sckurang-kurangnya 50% dari
jumlah provinsi, pada tingkat Kabupaten/Kota sejumlah 50% dari
jumlah Kabupaten/Kota pada tiap Propinsi dan pada tingkat
Kecamatan sejumlab 25% dari jumlah Kecamatan pada tiap
Kabupaten/Kota.

3) Nama, lambang dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keselurubannya dengan nama, lambang dan tanda
gambar Partai Politik lainonya.

4} Alamat kantor tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili
dan Camat/Lurah/Kepala Dess setempat, bukti sab dart kantor tersebut
di peruntukan bagi kepengurusan tingkat nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

5)  Surat kelerangan vang menyatakan status kantor sekretariat Partal
Politik {Hak Milik, sewa, kontrak, pinjam dsb).

d. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
II. Syarat sahnya Partai Politik sebagat Badan Hukum

Sebuah Partat Politik, jika sudah menjadi Badan Hukum maka gkan dilakukan
verifikasi administratif di Depkumham_ Jika sudsh menjadi badan hukum, maka parpol
akan diverifikasi secara faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)Y untuk bisa thut
ke putaran pemilihan umum.

Agar parpol dapat didaftarkan di Depkumbam untuk disahkan menjadi badan

hukuvin, maka harus memenuhi persyaratan sebagai benkut:
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1. Tingkat Dewan Pimpinan Pusat ;
a. Kutipan akta notaris pemibentukan dan pendirian parpol yang memuat
1) Dafar pendirt min. S0 orang WNI win. 21 1ahun dan min. 30% d
antaranya perempuan;
2} Awnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

3) Kepengurusan tingkal pusat min. 3076 di antaranya perempuan;

b, Nams, lainbang, dan tanda gambar purpol sebangak dua ash dan lima fotokopi.
Nama, lambang, dan tanda gambarnyd tidek mempunyat kesamaan dengan

parpol lainnya yang telah dipakai secara sah,
c. Alamat kantor tetap, dengan;

13 surat keterangan domisili parpol dari lurah’kepala desa setempat;
2} bukti-bukti ssh status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa-menyews,

perianjian pinfam pakai atau perjanjian lainnya;
d. Bukii rekening atas nama parpol dari bank
2. Tinglkat Provinsi

Dafrar kepengurusan parpol min. 60% dan fumlah provinsi. Saat ini Indonesia
mempunyai 33 provinsi. Untok itu daflar kepengurusan parpol minimal 20 proviast.
Daftar ini dizertai;

2. Surat Keputusan tentang Kepengurusan Provinsi;

b. Surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpo!)
Provinsi vbs yang menyatakan bahwa kepengurusan parpol itu benar telah
dilaporkan keberadaanuyz;

¢. Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat vang berwenang atas nama Ketua,
Sekretaris dan Bendahara parpol tersebun;

d. Surat pernyataan bahwa yaug bersangkutan benar pengurus dari parpol
tersebut dan tidak menjadi anggota atau pengurus parpol fain;

e. Surat keterangan domisili parpol dari hualb/kepala dess seterpat;

I bukti-bukti sah status kastor berupa sertifikat, perjanjian sewa-menyewa,

perianjian pinjam pakai atau pedanjian lain.
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3. Tingkat Kabupaten/Kota

Daftar kepengurusan parpol paling sedikit 50% dar jumlah kabupaten/kota pada

setiap provinsi tersebut disertai:

Surat Keputusan tentang kepengurusan kab./kota;

Surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kab./Kota ybs yang menyatakan bahwa kepengurusan parpol itu benar telah
dilaporkan keberadaannya;

Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua,
Sekretaris dan Bendahara parpol tersebut;

Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar pengurus dari parpol
tersebut dan tidak menjadi anggota atau pengurus parpol lain;

Surat keterangan domusili parpol dari lural/kepala desa setempat;
bukti-bukti sah status kantor berupa sertitikat, perjanjian sewa-menyewa,

perjanjian pmjam pakai atau perjanjian lain,

4. Tingkat Kecamatan

64

Dattar kepengurusan parpol paling sedikit 25% dari jumlah kecamatan pada setiap

kab./kota tersebut disertai:

d.

b.

Surar Keputusan tentang penguius parpol kecamatau;

Surat keterangan dari camat ybs yang menyatakan bahwa kepengurusan
parpol itu benar telah dilaporkan keberadaannya;

Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua,
Sekretans dan Bendahara pampol tersebut;

Surat pemyataan bahwa yang bersangkutan benar pengurus dari parpol
tersebut dan tidak menjadi anggota atau pengurus parpol lain;

Surat keterangan domisili parpol dan lurah/kepala desa setempat;
bukti-bukti sah status kantor berupa sertifikat. perjanjian sewa-menyewa,

perjantian pinjam pakai atau perjanjian lain.

Jika sudah memenuhi persyaratan di atas, maka parpol didaftarkan di Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umun (Ditjen AHU) Depkumham. Jika parpol lolos
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verifikasi admimstratif, maka Menteri Hukuw dan HAM {Menkumham}) akan

mengeluarkan Surat Keterangan kepada parpol yang mensahkan parpol tersebul

menjadi badan hukum. D1 samping itu, juga akan divmumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia (BNRI).

HI, Prosedur:
1. Pendaftaran untuk Pengesahan Partai Politik:

a.

Pimpinan Partai Politik yang telah didirikan denpan akte Notaris dan atau

kuasanya yang sazh, mengajukan surat permohonan untuk di daBar kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur

Jenderal Adminstrasi Hukum Umum, JI HR. Rasuna Satd Kav 6-7, Jakarta

12700,

Permohonan pendaftaran dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut

1) Salingn akie Notaris pendirian partai dan akie perubshannya (apabila ada}
yang bermaterar.

2} Daftar nama pendiri.

3) Salinan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Partai
Politik yang bersangkutan dibuat di atas kerias bermaterai.

4) Nama dan lambang partas,

S} Susunan dan nama pengusus/pimipinan pusat partat,

Surat permohonan pendaflaran beserta lampirannya dicaiat oleh petugas

pendaftar dalam buku agenda yang memuat antara lain

1} Nama pemohorn/kuasanya.

2} Waktu dan tanggal penerimaan surat permohonan,

3} Nama dan lambang partat.

4) Nama pimpinan pusat Partai Politik yang bersangkutan.

5} Susunan dan nama pengurus/pimpinan pusat partai,

Setelah diagendskan, berkas permohonan pendafiaran diteliti oleh Panitia

Pendaftaran Partal Pohtik untuk menelitt kelengkapan admimstrasif dan

terpenuhinya persyaratan yang ditentukan pasal 2, pasal 3, pasal 4 avat (1),

pasal 5 dan pasal 11.

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bari kerja setelah penerimaan surat

permchonan pendaftaran, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,
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menyampaikan pemberitahuan {ertulis kepada Pimpinan Partal Politik yang

bersangkutan atau Kuasanya yang berisi

1) Penerimaan permohonan pendaftaran bagi Pantal Politik yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang,

2} Penclakan permohonan pendaftaran bagi Partai Politik yang tidak
memenuli persyaratan yang ditentukan undang-undang,

f. Partai Politik yang permohonannya ditolak dibert kesempatan dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hati ustuk melakukan perbaikan-perbaikan atau
melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperiukan, dianggap menarik
permohonannya untuk mendaftar,

g. Apabila persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi oleh
Partai Politik, maka permohonan pendaftarannya diproses untuk diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

h. Selambat-lambataya dalam wakiu 7 {twuh) hari setelah pengumuman
pendirian Pantai Politik & dalam Berita Negara Republik Indonesia, Partai
politik yang bersangkutan memperoleh 1 {satu) copy Berita Negara Republik
Indonesia yang bersangkutan,

2. Pendaftaran Ulang :
a. Mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia perihal permohonan pendaftaran ulang Partai Politik dibuat di atas
kop partai diandatangam oleh Ketua Umum/Sekjen partai, dan diberi
cap/stempel partai dalam map tersendin,
b. Menyerahkan berkas kelengkapan pendaftaran ulang yang terdidi dari
1} Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan kepada Menteri Hukum
dan  Hak Asast Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan
Pendirian Partai yang iclah dilegalisir oleh Notanie/Depantemen Hukum
dan kepada Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Repoblik
Indonesta (dengan menunjuken Surat Keputusan aslinyza);

2}- Akta Notaris yang telab memuat Anggaran Dasar & Anggaran Rurnah
Tangga, disertai susunan kepengurusan tingkat nasional;

3} Surat Keputusan susunan kepengurusan tingkat nasional yang telah
dilegalisir oleh Notaris, jika tidak dimasukikan dalam akta Notaris partai;
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4) Lembar Berita Negara Republik Indonesia teniang Pengumuman Partal
Politik {asli};

5) 2 {dua)lembar lambang partai berwarna {ash) ukuran kwarto.

. Menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan Partai untuk masing-masing

tingkatan yang telah dilepalisir oleh DPP Partai, terdiri dari :

1} Kepengurusan tingkat Provinst minimal 50 % dari jumlah Provinsi;

2) Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota minimal 5¢ % dalam setiap
Provins:;

3) Kepengurusan tingkat Kecamatan minimal 25 % dalam  setiap
Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;

4} Surat  lketerangan domisii  sekretariat  Partai Politik vang telsh
ditandatangi/diketahui oleh Camat tempat keberadaan sekretariat Partal
Politik, dari tingkat nasional, Provinsi sampai  dengan tingkat
Rabupaten/Kota;

5} Surat Bukti Kepemilikan/status sekretariat Partai Politik yang sah, dapat
berupa kontrak, sewa, pinjam paka: ataupun milik sendint yang
diperuntukan untuk kegiatan kesekrstartatan Partai politik, dan tingkat
nasional, Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota;

&) Khusus untuk kepengurusan tingkat Kecamatan, Surat Keputusan
kepengurusan yang diserahkan cukup meauliskan alamat yang jelas dalam
Surat Keputusan kepengurusannya, tanpa disertai bukts domisili maupun
status kesekretanatan partai,

. Berkas vang diserahkan masing-masing disusun  dalam  map/ordner

berdasarkan tingkat kepengurusan yang dimilikd {misalnys Provinsi Bal

disusun sampai dengan tingkat Kecamatan}.

. Informasi berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran ulang Partai Politik dan

Verifikasi Partai Politik, dapat ditanyakan pada :

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Dursktorat Tatancgara

Sub Direktorat Hukum Tatanegars (Lantai 6}

Ji. HR. Rasuna Said Kav. 6-7

Jakarta Selatan

Telp (012) 5202387 pes. 611 atau pes. 400
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IV. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang
dan Tanda Gambar Partai Politik:

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, nama, lambang dan
tanda gambar Partal Politik didaflarkan di Direktorat Jenderal Administras:
Bukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusta Republik
Indonesia.

2. Pendaftaran perubazhan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut
digjukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Administrast Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asast Manusta Republik Indonesia dengan
melampirkan:

- Akta nolsnis ientang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga nama, lambang dan tanda gambar Partat Politik yang diubah.

3. Mentenn Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan
keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Romah Tangga,
nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik untuk selanjutnya diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Partai Politik yang bersangkutan.

¥. Perubahan Pengurus Tingkat Nasional :

1. Perubahan kepengurusan Partai Polittk tingkat nasional didaftarkan kepada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Maousia Republik Indonesia paling cepat 7
hani dan paling lambat 30 hari terhitung sejak terjadinya perubabhan pengurus
tersebut.

2. Pendaflaran perubahan pengurus tersebut diajukan secara tertulis dengan
melampirkan hasil musyawarah nasional atau kongres atau forum-forum
permusyawaratan Partai Politik yang berwenang untuk itu sesuai dengan
ketentuan Angparan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yvang
bersangkutan dan Surat Keputusan mengenai perubahan pengurus tersebut.

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan
Surat Keputusan terdaflar kepengurusan baru paling lambat 7 hari setelah

syarat-syarat pendaftaran secara lengkap diterima.

V1. Pembubaran dan penggabungan Partai Politik :
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Pembubaran dan penggabungan Partai Politik diberitabukan kepada Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesta.

Pemberitahuan pembubaran Partai Polinik dilampirkan;

- Keputusan pembubaran apabila Partai Politik tersebut membubarkan sendiri
secara sukarela,

- Keputusan/bukti penggabungan dengan Partal Politik lain apabila Partai
Politik tersebut menggabungkan diri dengan Partai Politik lain.

~ Putusan Mahkamah Konstitusi apabila partai tersebut dibubarkan oleh
Mahkamah Konstitusi.

3. Bagi penggabungan Partai Politik dengan nama, lambang dan tanda gambar baru

beriaku ketentuan mengenai pendirian/pembentukan Partai Polittk (baru).

4, Bagi Partai Politik yang bergabung dengan menggunskan nama, lambang dan

tanda gambar salah satu Partal Politk yang sudab ada cukup memberitahukan
ke Departemen Hukom dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk

selanjutnyz diomumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,

VIL. Verifikasi Pendaftaran Ulang Partai Politik mehiputi pemeriksaan kebenaran

dart

1.

Akta notarnis.

2. Pengumuman Mentert Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tentang pengesahan pendirian Partai Politik.

Berita Negara Republik Indonesia yang memuoat pengumuman Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan pendirian
Partai Politik.

Dokumen sah yang terkalt dengan kantor tetap Partai Politik.

V. Verifikasi Pendaftaran Partai Politik (baru) meliputi :

1. Kepengurusan Partai Politik,

2, Alamat kantor tetap dan domisili Partai Politik.

3. Dokumen sah yang terkait dengan kantor tetap Partai Politik,
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ALIR PENDAFTARAN ULANG / BARU PARTAI POLITIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008
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{. Peranan Notaris Dalam Pembuaian Akia Pendirian Partai Pelitik Terkait
Dengan Berlakunya Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik

Prinsip nepara hukum di negara kita menjamin kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban,
dan perlindungas hukum menuniut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam
kehidupan rnasyarakat memerinkan adanya alat bukti terkuat dan terpenub wang
mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan
masyarakat.

Kelembagaan notaris sebagal pejabat umum telsh dikenal jauh sebelum
Indonesia merdeka {sejak jaman kolonial Belanda), walaupun pada saat itu keberadaan
notaris hanya diperuntukkan bagi gelongan eropa, namun dzlam perkembangan hukum
selanjutniya telah diadopsi dan telah menjadi hukum notariat yang berlaku bagi semoa
golongan. Hal im menunjukkan bahwa keberadaan notaris dapat dipandang schagai
seorang figur yang sangat penting dan dibutubkan oleh masyarakat, karena keterangan-
keterangan yang diberikan oleh seorang notaris dapat dipercaya, dapat diandalikan, dan
dapat memberi jaminan sebagai buktt yang kuat dan dapat memberikan perlindungan
hukiam bagi para pihak yang memerlukanaya di kemudian hari.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh pemenintabh untuk
membuat akta otentik yaitu suans akta yang dibuat dalam bentuk vang ditentukan oleh
undang-undang sebagaimana dimksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yang kemudian secara yurnidis formal telah dikristalkan keberadaannya
berdasarkan pasal 1 PIN ( Reglement Op Hei Notaris Ambi Indonesie ) staatsblad 1860
Nomor 3 yang mulai berlaku sejak tangeal 1 Juli 1860, didalamnya menyatakan bahwa
notariz adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik
mengenar semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang menumt peraturan
perundangan diharuskan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan
dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan
memberikan groose, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akia itu
oleh suatu peraturan perundang-undangan dan fidak juga ditugaskan atau menjadi

wewenang khusus dari pejabat atau orang lain,
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Terkait dengan alat bukti terkuat dan terpenuh yang dimaksud diatas, itu semua
tidak terlepas dari wewenang notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, yang mana
dengan akta otentik dapat menentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban,
menjamin kepastian hukum, dan diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.

Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa akta harus dibuat dengan
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :%°
1. Di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi-saksi, disertai pembacaan

akta oleh notaris dan sesudahnya langsung ditandatangani oleh para pihak
(penghadap), saksi-saksi, dan notaris. Tindakan-tindakan yang diharuskan oleh
Peraturan Jabatan Notans ini harus disebutkan di dalam akta. Jika salah satu unsur
tersebut tidak dilakukan oleh notaris, maka notaris tersebut telah membuat
pemalsuan intelektual (infelectuele vervalsing), dan akibatnya terhadap kedudukan
akta tersebut adalah menjadi akta yang dibuat di bawah tangan dan bukan akta
notaris.

2. Harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum (openbaar ambtenaar), kata
’dihadapan™ menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang,
sedangkan akta “yang dibuat oleh™ pejabat umum adalah karena adanya suatu
kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel,
dll).

3. Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut
dibuat. Berwenang dalam hal inl menyangkut jabatan dan jenis akta yang dibuatnya,
hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat akta dibuat.

Partai Politik sebagai salah satu badan hukum di Indonesia sangat
membutuhkan perangkat hukum yang dapat membantu proses perubahan yang terjadi
dalam perkembangannya. Partai Politik merpakan gerakan rakyat dan sebagai suatu
perkumpulan yang berbadan hukum dalam mewujudkan cita-cita nasional Bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, Partai Polittk memerlukan landasan
hukum yang kuat, baik dalam akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, maupun

akta-akta lainnya yang berhubungan dengan Partai Politik sebagai badan hukum yang

% Tan Thong Kie, Op.Cit., Hlm. 155.
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merupakan subyek hukum yang dapat berperan dalam pembangunan demokrasi
nasional,

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Partai Politik adalah berkaitan
dengan proses, prosedur, tata cara pendirian, dan perubahan anggaran dasar, serta akta
akta lain terkait dengan kegiaten Partal Polittk yang perlu melibatkan tenaga
profesional notaris.

Balah satu tahap pembentukan Partai Politik yang memerlukan Jandasan hukum
yang kuat adalah pendirian Partai Politik. Pendinan Partai Politik merupakan ujung
tombak untuk terbentuknya status badan hukum, Notaris dibert wewenang untuk
membuat akia pendirian Partai Politik yang merupakan kepercayaan yang diberikan
oleh masyarakat untuk menciptekan kepastian hukum dalam bidang perpolitikan,
Dilibatkannya notars adalah bertujuan untuk mensejajarkan Partai Politik dengan
bentuk badan hukum lainnya.

Sebagaimana badan-badan hukum lainnya, saat sekarang ini akta pendirnan
Partai Politik adalah berupa akta otentik vang dibuat oleh notaris. Penggunaan akla
otentik bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum atas keberadaan Partai Politik,
baik dari sepi pendirian ataupun kiprahnya sehari-hari di dalam kehidupan dan lalu
lintas hubungan hulumeyva dengan antar anggota, masyarakat, dan negaras. Awalnya,
sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Partal politik,
sebuah partai politik termasuk dalam definisi organisasi atau perkumpulan yang tidak
berstatus badan hukum. -Syarat pendirian partai politik sast #u juga sangat smdah,
karena cukup didirikan oleh beberapa orang saja (jumiahnya tidak terbatas, minimal 2
orang atau lebih), anggaran dasar, syarat-syarat keanggotaan, maksud dan tujuar senia
susunan peagurus partai politik juga tidak ada ketentuan khususnya, artinya bisa diatur
dan dibuat serndin oleh para pendini. Selain hams tunduk pada undangundang partai
politik yang berlaku pada masa tersebut, Partai politik juga tidak perlu mendapsat
pengesahan dari Menteri Hukom dan Hak Asasi Manusia dan hanya cukup didaftar
pada Departemen Dalam Negert. Namun terdapat kelemahan dari sistem ini, yaitu
sebagaimana discbutkan dalam Staatsblad 1933-84 Pasal 11 point 8 : “Perkumpulan
yang ftidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum tidak dapat
melakukan tindakan-tindakan perdata”, artinya jika partai politik akan membuat
perjanjian dengan pihak ketiga , maka harus dilakukan dengan orang-orang yang
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tergabung dalam partal politik yang bersangkutan, dan perjanjian yang dibuat tersebut
barg akan mengikat partai politik jika selurubh anggotanya menandatangani perjanjian
tersebut atau seluruhnya membenikan kuasa kepada salah seorang anggotanya untuk
membuat dan menandatangani perjanjian dimaksud.®

Undang-Undang memberikan wewenang kepada kalangan notaris dalam
pembuatan akta pendirian Partar Politik, menyusul dibentuknya Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Meskipun demikian pemberian/pengesahan
status badan hukum tetap dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

Apabila terdapat permasalahan vaog berkaitan dengan bidang hukum dalam
akta pendirtan Partai Politik yang dibuat oleh notaris tersebut, maka yang bertanggung
jawab adalah notaris yang bersangkutan, karena pemerinfzh hanya melakukan
pengesahan saja. Oleh kareng itu, wewenang tersebut merupakan sustu bentuk
kepercayaan dan tanggung jawab yvang besar bagi notaris.

Untuk membuat akta Partai Politik seorang notaris harus selalu berusaha untuk
tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan tersebut dengan memberikan
pelayanan yang semaksimal mungkin agar keberadaan Partai Politik di tengah-tengah
masyarakat dapat memifiki kredibilitas. Notaris juga diharapkan depat menjadi
konsultan bagi Partai Politik yang ada, sehingga dapat memberikan pengetahuan-
pengetahuan tentang pendirian suatu Parta Politik bagi pihak-pihak pendiri.

Peran notaris tidak hanya terkait dengan akta pendirian Partai Politik saja tapi
juga dalam kepiatan Partai Poltik lainnya seperti dalam perubahan anggaran dasar
Partai politik, akta koalisi Partat Politik dan sebagainya. Notans dapat membuat akta-
akta Partai Politik secara detil dan utuh sehingga para pendiri dan anggota Partai Politik
merasa terakomodasi segala maksud dan tajuannya. Oleh karena itu akta Partai Politik
yang dibuat notanis dapat memberikan sinyal yang positif bagi pertumbuban dan
perkembangan Partai Politik.

Pembuatan akta Partai Politik oleh npotars bukan berartt  mengurangi
kewenangan pemerintah dalam pengesaban akta pendirian, perubahan anggaran dasar,
penggabungan, dan pembubaran Partai Politik. Kehadiran dan keterlibatan notaris

dalam pendirian Partai Polittk memberikan manfaat vang positif karens sangat

%« Perlannpulan dar kimpunan”, <http:ffblog.spnt.innédevita.mm>, 14 Juli 2008,
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membantu pemerintah mempercepat proses pengesahan akta-akta Partar Politik,
sekaligus memberikan kepastian hukum,

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan organ negars yang
mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan negara yang dalam hal im oleh
pemerintah dituangkan dalam undang-undang vaitu berupa tugas dan kewajiban serta
wewenang dan fanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat
wmum di bidang keperdataan, khususnyz dalam pembuatan dan peresmian akta. Notaris
dalam hal inl mewakili pemerintah untuk melakokan pengesshan terhadap segala
perbuatan atan peristiwa perdata yang terjadi atau diinginkan oleh pihak-pihak yang
memperjaniikan, dan untuk iu notans diberi kewenangan uniuk menelit: kebenaran
tentang subyek dan obyek melalui dokumen-dokumen.

Selain itm, dengan adanya peranan notaris ini, maka manfaat lain yang
menguntungkan Partai Politik adalah akta pendirian Partai Politik menjadi alat bukti
yang kuat karena merupakan akia otentik. Dengan kata lain, semua akta yang bersifat
otentik tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan sebagaimana akta-
akta pendirian badan hukum lainnya, kekuatan hukum akta pendirian Partai Politik pun
semakin besar, dalam hal ini peranan notaris adalah sebagat kunct untuk pengesahan
Partai Politik sebagai badan hukum. Dengan dibuatnys akta pendirian partai politik
dihadapan notaris maka status partal politik dari semuia hanyalah sebuah organisasi
menjadi scbuah badan hukum yang telah memiliki hak dan kewajiban serta
perlindungan hukum yang pasti, sehingga dengan demikian segala hal dan tindakan
vang dilakukan oleh sebuah partai politik akan memiliki akibat hukum.

Sebagaimana halnya dengan pembuatasn akta-akta notanis lainnya, maka dalam
hal permbuatan akta pendirian partai politik ini pun seorang notaris harus melakukan
hal-hal vang diharnskan undang-undang guna memenuhi keotentisitasan sebuah akia
notaris, yaitu kewaiiban membacakan isi akta di hadapan para penghadap dan saksi-
saksi kemudian menandatangani akta tersebut dengan didahulul penandatanganan akta
tersebut oleh para penghadap dan saksi-saksi.

Dalam ketentuan Undang-Undang Partai Politik dari dulv sampal sekarang ini,
walaupun telah terjadi beberapa kali perubahan, sebagai dasar untuk merealisasikan
wewenang notaris tersebut maka dalam ketentuan Undang-Undang Nomeor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik dipertegas mengenai pembentokan Partai Politik dilakukan
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dengan membuat akia otentik yang di dalamnaya memuat anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum,

Kewenangan notans terkait dengan pendirian Partai Politik membuat para
notaris harus benyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Partai Politik, karena
secara otomatis terjadi perubshan dalam peroses pembentukan Partai Politik dari
ketentuan schelumnys sampai dengan ketentuan baru vang dikeluarkan. Ada beberapa
hal yang harus diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akia pendirian Partai Politik.
Sebelum membuat akta pendinian Partai Politik, notaris harus memeriksa secars teliti
tentang sudah atau belum terpenuhinya syarat-syarat dalam pembentukan Partai Politik.
Dalam Undang-Undang atau peraturan mengenai Partai polittk vang terbaru vaitu
Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2008, persyaratan pembentukan Partai Politik adalah
ssbagal berikut : Didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 {(lima puluh)
orang warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahan,
Mencantumkan Pancasila schagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Asas atau ¢irl aspirast dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan
Pancasila, Keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara
Indonesia yang telah mempunyai hak pilih, Partai Politik tidak boleh mengpunakan
nama atau lambang yang sama dengan lambang negara Republik Indonesia, lambang
negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Saka Merah Putih,
bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai
lain yang telah ada, Pembentukan Partai Politik tidak boleh membahayakan persatuan
dan kesatuan.

Notaris harug bevar-benar teliti dalam memertksa kelengkapan syarat-gyarat
pendirian Partai Politik, karena apabila salah satu hal {idak terpenuhi maka notaris tidak
boleh membuat akta pendirian Partal Politik tersebut.

Saat ini Partat Politik telah disejajarkan dengan bentuk badan hukum lainnya
karena peran notaris, mulai dari pembentukan Partai Politik sampat dengan pembubaran
Partai Politik, serta kegiatan-kegiatan vang dijalankan oleh Partal Politik. Persoslan
mengenai pendirian Partal Politik merupakan salah satu hal penting yang melibatkan
notaris, karena dalam pendirian Partat Politik juge mencakup tentang anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga yang merupekan syarat penting dalam pendirian Parta
Potlitik dan merupakan sebuah pondasi sebuah Partai Politik.
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BAB I
PENUTUP
A, KESEMPULAN
Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pads bab-bab sebelumnya,
maka dari tesis yang berjudul Tinjawan Yuridis Peranan Notaris Dalam

Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik Berkaitan Dengan Berlakunya

Undang-Undang Nomor 2 Tahan 2008 Tentang Partai Politik, dapat diambil

beberapa kesimpulan, antara latn

1. Notaris adalah pejabat umum vang berwenang uniuk membuat szkia otentik.
Tugas dan kewenangan notanis erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian,
perbuatan-perbuatan, dan ketetapan-ketetapan veng menunbulkan hak dan
kewajiban antara para pihak, yaitu membenkan jaminan atau alat bukti
terhadap perbuatan, perianjian dan ketetapan terscbut agar para pihak yang
terlibat didalamnya mempunyai jaminan kepastian hukum. Dalam menjalankan
fungsi, tugas dan kewenangannya, notaris harus berpedoman kepada Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Yabatan Notans (UUIN) dan Koede Etik
Notaris. Selain kewenangan yang diatur dalam UUJN, notarts juga mempunyai
kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk
diantaranya membuat aktz pendirian partai politik sebagsi perwujudan
kewenangan yang diamavatican dalam Pasal 2 Ayat 1 Undaog-Undang Nomor
2 Tahun 2008 Teniang partai Politik bahwa pendirian Partai Politik harus
dengan akta notaris. Akta notaris diperlukan sebagai salah satu persyaratan agar
Partar Politik dapat didaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia untuk memperoleh status sebagal badan hukum dao
memiiiki hak dan kewajiban di mata hukum.

2. Partai Politik sebagal sebush organisasi dalam bidang politik harus memiliki
fandasan hukum yang koat terkait dengan peran dan kedudukannys dalam
kehidupan masyarakat serta kehidupan berbangsa dan berpegara untuk
mewujudkan partai polittk sebagai organisasi yang bersifat nasional dan
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modern. Dengan pembuatan akta pendirian Partai Politik dalam bentuk akta
notaris maka sebush partai politik dapat menjaga eksistensinya karena dengan
akta notaris tersebut sebuah partai politik dapat didaftar di Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia agar dapat memperoleh status sebagai badan hukum
yang memiliki hak dan kewajiban 4i mata hukum. Dengan dibuatnya akta
pendirian Partat Politik dalam bentuk akta notaris, maka kesepakatan dan segala
hal yang diperjanjikan oleh para pendiri dan anggota Partai politik telah
mengikat secara hukum sehingga akan mencegah adanya pengingkaran terhadap
apa yang telah diperjanjikan fersebut, dengan kata lain akta vang dibuat
dihadapan notaris adalah merupakan alat bukti yang kuat karena merupakan
akta otentik dan merupakan jalan bagi terciptanva kepastian dan perlindungan
hukurn terhadap berdirinya partai politik. Peran notaris dalam pendirian partal
politik telzh mengangkat partai pohtik dalam kedudukan yang sejajar dengan
bentuk badan hulum lainnya, vaitu dari sebuah organisasi politik menjadi
sebuah badan hukum.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapatlah penulis memberikan

beberapa saran, yaitu

1.

Sebaiknya notarls memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan akta pendirian partai politik, hal ini dimaksudkan agar notaris juga
dapat menjadi konsultan bagi para peundiri partai politik sehingga dapat
memberikan pengetahuan-pengetahuan temtang pendirian suatu partai politik.

Diharapkan organisasi notaris dapat memberikan pelatihan-pelatihan dalam
upaya memngkatkan kemampuan notaris dalam melakukan tugas-tugasnya baik

yang bersifat teknis mavpun administratif,
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Menghimpun dan memoerduangkan aspirasi dan kepenlingan rakyal dalam rangka
menjalani perbaikan hidup secnen wajar dan sohat maelalul slstem politik, hukum,
skonomi dan budaya yang serasi Jdan barksadilan sehinggs panyelenggeraan
kehitupan berbannse don bemenara, sunggrh-sungguli mewujudian cita-cita UUG
1944; -

Membina tatanaa kotndupan  bermasyarakal, berbangsa, dan batmegsars yang
pluralishik istapi telap snempeskokoh  persaluan dan keulvhan bangsa serda

memperishanksn kedaufatan witaysh Negaro Fesatuan Republik Indonesia; -

Menegakkan dan menunpmg Ungpl kedaudaten akyal dalam selap langkah
Kebllakan deml mowadidkan masysrakal s, makmuy, cendas dan trampil,

sejahtara, mandid, dan meascurung Olonesd Daerah yaxy sshat dalam kerangku

NEKR! bardasarkan Pancasila darn UUD 1948 -

Mengembangkan scluruh polensi pamuda £ pemud] daii senua iaplsan masyarakat, -

bangsa, dan negere demi parkembangan bangsa sooara maju dan mandki, Jan

beiperan akif dalom usaha mewjudksn perdamaian dan keedian dunia, sers

keseiahieraan bangsa di dalam gemangat kederaamasy,
Serperan skiif bersame poaabpartal poillik, cragnnisasi kemasyarakatan 1 profesi
Yentara Nasional indene o, Kepolisian Nepgara Repubik Indonesia, mahasiawe,
berbagel organisasi perempuan dan penmds yang be asel <an geluruh iapisan
masyarakal, vk bersama-sama  mengatast!  mengakhini  bembalan  krisis
multidimensional, selangrzs dapat  mengeid  welinggalan  dalarm usaha
pengembangen masyarakal bemmartabat yany diclis-gitakan, dalam {aia hubungaen
intemiagional vang lerus berubah dan persamngen ekonomi anter bangsa-bangsa

yang makin ahsyal -—wonm -

Secara akBf furul serty menyusun dan malakranakan kebilakan penyehalan
ekenorml nasional yang harsifal ekonomi kerakyatan guna mengatas: Kesenjangan

akoncid dan sosinl dan memunokinkan panrylkatan daya saing produk-prodek,
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"”ll Khususays produk perfanian dan karaiinan rakyat serla paviwisata dolam nageri o

l {ngkat giobal; - — i

{3} Memperuanokan asgirasi dan kepentingan 1 ckyal yang barpenghasilan rendah atau

berwibawa, yang senantiaza Ladanggung [awab kepuda nrasyaraiket fuas,

(10} Mempenuangkan neny&ieaggam_afz pendidiken wajib bekéer serbilan tahun secam
cumsearna dermi menghasitken sumber raya mancsia (SDOM: yang tampll dan
cardas, berkuallas dan mumpu menghadapt taniangan masa depan, mencipiskan
hubungan pensh keselarasan antar mdividu dan masyarakat menghoanall niieiails]
kpmanysizan sebagaimans Jdiwajbkon oleh LHID 1845, khusushya alinea keompsat

pembukasn, agar mampu mangangkat harkat g mariabat bangsa Indonssia padda

tingkst pOrgAUaEn NINARONAL - n——

~~~~~~ BAE VI -

PPN ORI < § J X I ¢ 15 JERSON

T PUCRURRNRREURONIN =7 31 i I

Fungsi PKP adalah @ ~ommemersme e vons - -

(1) Wahana pembinsan dan posuangan wnld menumbuh-kembangian kesadarai,
pargetahusn dan permbaman masyaraial fenlang hak dan kewsliban serla
tanggungjavaabnys sehagal wirpa negara yang bekessimbangan ishir dan batin,

i
| non-diskrimimatit dan dernckrati, s

{2y wWwahang pendidikan, percemban dan progombangan Kepomimpinan bangsa o

i aomuas Hngkolan, yong Berpinak kepado kepantingen rekyat; -

{3y Wahana pengembangan partisipast masyarakal dalam pelaeksangan pembangunar,

i
| nasional ying berkeadilan, - - . ———
Wahana pengkajian berbegel aspek kehidupan bermasyarakat, barbangsa dae

)
1 bernegera uniul’ menciplakasn ikfim yang Rondusit guna dijadikan bahan dalam
]

gerjuangan dan parisipasi peisk.anasn pembangunan;
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B
Wahana penampung, penyahu dan peruungen espirasi rakyat ales prinsip

suprernast hukum yang bedieadiln,

------------- ~ BAB VI -

- SUSURAN ORGANISAM PARTAL

WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS

Susunan organisast PKF teedin atas: —- .

{1

{2}

(3

{4}

5

&)

- - Pasal 12

Dewan Pimpinan Nagional (OPN) adaiah Pimginan Teringg! Partal ol tngkat
nasional yang berkedudukan di doukota NKPL e

Dewan Penasihat Partal adaiah unit Rerfe Dewan Flmpinan yang dibenluk dleh
Bewan Pimpinan den atau berdasarkan Rebilaksr partsl, yvarg berkedudukan

tingkat nasional, pravinsi, kabunatenfkota dan kecamalan,

Dewen Pakar adateh unit kefde Dewan Pimpinas Nasional yang dibentuk oiah
Dewan Pimpinan don alpu berdasarkan kebijakan panal, yarg berkedixiuian i

Hngkat nasional, proving dan kabupatanfiola, -

Dewan Pimpinan Provins: {DPP adatah Popinan Panrtal &l ingkat provingl yang

barkadudukan & sukels provinst,

Dewan PFimpinan KabupetenfKota (BPK} adalah Pimpinen Paral dl tiagkat

kabupatan/kota yang barkedudukan ¢ bukota kabusatenikota,

Dawzn Panpinan Kecamatan (OPCQ) adnlal Pinpinan Partal o dngkat kecwnatan
yani berkedudukan i bukola kegamatan,

Dewan Pimginan DesafKelurahzn (DPOA) adelan Pwmphen Pansl di tngkat

desafkelurahan yanyg barkedudusan o desakelurahon,

VIS O—— YT b

{1}
@

- DEWAN PHAPINAN NASIONAL

DPN agaian badan ekselutd? feainpgs Paria yvas beraifal x0eklif | wam s

DPN barwenany: S—
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8. Menestukan hkebiakan Pana O dngkat nasional sesual dengan Ahgoarss

Dasar dan Anngamn Rumah Tangpe, keie'apan dan kepulusen Kongres,

] keputusan susymwarad gin Repulusan rapatranal & ingkat rasions;

b,  Sedindak ketiar tedoh dan gles namy Panat, .- r——

¢ Mamberheniiton keasggolas s tafal atas usgd DPK secara berfanjang, vang

t gigtyr bardasarkon Doratunn Patal, —
d.  Mengesahkan komposist dan pargonsliz | seda memberhentikan anggols
[ pengurus DPP dan DFK. Tata, yang diatur bardasarkan Peraturan Paral!

X

DP DarkewsHiDan: - meses e on |

a  Menaati dun melgis nakan s2qala keinnisan gan kebijaken omganisast sgsual
dengan Anpuaran Dasar, Anggaren Rumars Tangya, ketetapan daa keputusan

Kongres, EKemulusan mgsyawargh dan keputusas rapataapat o lingkat

e W W—

nasiona! serta Prmbvan Parlail,

b,  Mempemannaug invabhan saiosh keblialannya koepada Kongres,

{t}

— bt

{2)

[—

5

g, Maelskukan pemhizasn orgars 'ons erhadap DFP, -
—--= FPacal 14 <
- -~ DEWAN PENASIHAT

Dewan Parasihat sdalah onit kerja Dewan Pimpinait yang berfungst memberikan
nasihat, saran, gendsoal dan masukan  Kepsda Dawan  Pimpinen  dalsm

melaksanakan visi, mizi dan peduangan partal

i3 sahap lingkaion organisasi padsl sampai dengan lingkat kecamatan, dibentuk

Dewan Penasihal, yong diisplan cich Dewan Mirepinan dan alaw berdesarkan

kebiiakan peartal sesual lingkalnn srganisast,

Gusunan Dawan Penasihat dintur dalam Anggaran Rumah Tzgga.

v Bacal 15 —

- DEWAN PAKAR
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) i {1} Dewan Pakar aduizh uol xens Dewan Pirpnun  yang berfungsi berfungs
mamberikan usul dan saran sebagat bghan perfimbengan Kepada Dewan Pimpinan
demi forcapainys visi, misi den tyjuan para delam vangike lumit serfa dalam
kehidupan barmasyarakal, berhangsa dan barnegers secara konseptual, —

‘ {2) Susunan Dewan Penasibat Parlat dialur datar, Anggaran Rumiah Tangga, e
; s i s - I - pp—
' DEWAN PIMPHAH PROVINS!
. {1} DPEP adpiah badan pirﬁf;inan partal o lingkat proranai yang beralfat kolekbf, v w—m—
(¢} GPP hereanany | comvumsommmm—ms. R . —_
: &, Maaentukan kebijokan par.al di ingkat provins] sesesl dengan Angparan Dasie
i dan Anggaran Romah TanJpe, ketelepans dun keputusan Kongros, keputusan
: Musyawarah don Repuiusan rspat-rapat di lingksl nasions! seila keletapan
| dan kepuluson Konperensi Provingl, keputusan musyswarah dat keputusan
f rApatrapat 8 ingkat provinst .
' b, Bedindak kelwar di unpial provivesi unluh  den atas nama  parai dalam
i wilayah provinsl bersangkulan;
{ f;.! Mengusuikan pemberhentidn anggota padai stau menyéropaiken usulin
E pembeshentian anggota partai dan DPK kepada DPN .
&  Mengssahkan komposis: dan personalla serla maembarhentikan anggeta
’ pengunis 2P, vann dislur dalam Peraturan Panal.
l £3)  DPP DOIKOWAJIDAD 1 ¢ v e
; &  Menaatll dfan rmolaksanakan sapale kalentuan dan kebijakan arganisas! sesuai
dengan Anggaran Dasa dan Anggarmsn Ruman Tangga, hetelapsn den
Repultisan Kongras, Reputirsan musvawarab dan kepulusan rapat-rapat fingked
nasional, keiclepan den  kepulusan  Konperensl  Provinsi, Repudugan
musyawarah dan keouwsan rapat-rapat di ogkat provinsl sana Porafuran
*\_\Fiartai; o - - r—
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1

Meampenangrunniawal kan selunsh kebijakannya kepada Konperensi Provinsi,
Melakukan kooudniasi dun pelaporan akdvitas paral kepada DPN serls

retakaanakan pemnae organisatons tetadap DPK,

et v PASA] 1T = e

- DEWAN PROIPINAN KABUPATEN/KOTA

{1} DPK edalah badan pimpinan padai di lingkat kebupaten/kota yvang barsifat kolekif,

{21 DPEK Derwenangl «ew—s o - vemmo s i

ia.

Menentukan keblighan pariai ol ingkal kabupatensola sesual dengan
Anggaran Dasas gun Anggarsn Fumah Yanppgs, kelstapan dan kepubusan
Kongres, keputussn  musyswarah Jen kepulugen mspatmpal & tUngket
nasional,  kelptanan  dan  kepulusan  Konpsrenst  Provinsi,  Kepuiusan
mugyawargh dan keputusan repatrapal 6 fngkat provinsi, ketetspan daa
kepulssan konparensi kabugalonXos, kepulusan musyawaral:, ¢an kaoutusan

repatrapat di #nglat kabug senkaota; -

Bertindak Kkelugr di lingka! vabupatenkoa untwk dan  atas nama  pardal

dalam wilsyah kabupateskoln bersinghulin;

Mengusulken pemberheaticn anggola nadai kepada OPN sacara betjarjang; «
Mengesahkan komposist dan personaiiz sera  memrbathenikan anggols

pengurus DPDA; —

Mengeiola adminisivasi peodafisran dan menerbitkan Karu Tsnda Anggola

{KTA) vang dikohsarkan oleh PN, "

(3 DPFK berkewatiban ; e

[ PR A

Menzal den melnksanakan segaia ketentuan dan kebifakan crganisasi sesusi
dengan Anggaran Dasar, Arggeran Rumah Tangga, ketelapan dan kepulusan
Kongres, keputuscn musayawarah dan kepulusan rapid-rapat Sngkat nasional,

kefetapan dan kepudusan koaperensi provinsi, keputusan musayawaralh dan

T Kepuinsan tepat-rapal &t fingkat provins! Keletapan dan keputusan korperensl

Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH Ul, 2009
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kabupalenfkoiz, ko usan musyawaran den kepulussn rapat-rapat di ingkel

kabupalewkola don Poraturan Panad, - e s

Memperiammumgiawradkan  seiurgh  kebiakannva  kegada  konpergnsi

kabupatarvikois, —

Malakukan koordinasi dan pelaparan adavilas partal kepada DPP serz

raslakeanakan pambinaan wrganisatons terhadap DPC;

d.  Melakukan pambinaan terh.dap para anggote dan menfasng calon anggota bars — -

! yvang berdemisill & wilnyah kabw oatenikola.

- Pasad 18

DEWAN PIMPINAN KECARATAN

{1} DPC adalab badun pimpinan panai di tinglat kecamatan yang bergifat kolekiif, ——

{2} DPC berwenang | —---rr

ia‘

[

| o.

¥

l

" A{T) DPC berkewapban: e

Menenlukan kebijakan parke df Sngkat kacamalsn gesusi doangan Anggsran

Dasar den Anggaran Rumah Tanggs, keletapsn oan kepulusan Kongres,

kaputusan musyawan ah dan kepulusan rapat- apat ¢ Snghat nasional, .-
ketslapan dan keputusan Konperenst Proviasi, kepuiigan musayawarh dan —
keputusan rapat-rapat < ingkat provinsi, ketatapan gan kaputusan Konperans!
kabupaten/kolz, keputusar rausyawarah dan i}apuman rapat-rapat di Goygkat

kabupaten&ota, ketstapan dan keputisan Konperenst Kecamalian den

keputusan rapatanat di ingkat kecamatzn:
Berindak keluar i Engkal kecamatan untuk dan atas nama panal datam -

wilayal kecaroatan hercangiutan: e

Menagat dan melocsarakan segala  Rewnwan dan  kebijakan organisas
sesug dengan Angosran Gasar dan Anggardr Rumah Tangpa, kelstapan dan

kepulusan Kongies. kemdusan musyswans dan Xepulusan rapat-repat o

) Ungkat nasionsl kel2lapan dan keputusan Konperensi Provinst, keputusan

Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH Ul, 2009
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[
mussyswarsh dan Lepulus: oo capat-rapat df Yagkat provinsi, ketetapan dan

kepudusan konpoiet kol palendkots, bapuilusan musyawarsgh dan kepulusan
rapal-rapal di wnkat  kobupatentoth, serds  kelelapan dan kepotucuan
konporenst korsonian, Repulusan rapatrapat di Prgxal Kecamatan dan

Peraturan Portal o wmmmmanamas

Mempadanggung  wwablwn  seluruh kebijskannya  kepada  Renparansi

kecarfigian; - -

Melakukan koordginast dan pelsporan aktivitas partal Kopeda DPK ssarla

meiaksangkan pambinaan oreanigalons terhadap DPDA;
Melakukan perabingan te hadap para anggols dan menjaring calon anggola

bgre yang berdornisili ¢ witayah kaecpmatan,

tasal 19

e BEWAM PIMPINAK DESA/KELURAHAN

(1) DPDA adalah badan pirmninan partal ¢i tingkat desaRelurahan (basls), yang berglfat

L Kolektif.

(2} DRI betwanang: e

1

Iﬂ»

N mt—

Menentukan Kebiiaksn parai di Ungkal desa/kelutahan sesusl dengsn
Anggaran {3asar doo Anggofon Rumen Tepggs, Ketetapsn dan keputusan
Kongres, keputusan musyawarah dan moat-rapat di ingkeat nasional, ketatapan
dan keputusan Konpereasi Provingl, Kepuwsas ausyawersr das kepullissn
rapalvapal ¢i  Uegkel provingl, Ketelasan dac  kepulugan konperensi
kabupatenhola, kenutusan misyawah dan kedusan rapsat-repat di tingkat
Rabupalen/kols, koltizpan  dan kepulusen  Koenperenst Kecamalsn dan
kepulusan ronpbrapat o tngkat kecamatan, ks istapan dan kepuivsan Ruapat
Uraum Angois don kepalusan rapal-mpal oi tingkat desafkelurahar;

Berindak kelaw onlik daes 8648 nama pirw dglam wilayah desafkeluraban

DEFSHPKUIII wrrermncs o msms e —
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{3) DPD/L berkewajibon : —— ot e -

Menaali dan melskaanakan segala kelentuen panai di Kngkatl desalkelurahan,
sasual dengan Anpgaran Dasar dan Anggaran Rumah Tinggs, ketelapan dan
keputusan  Kongeps, xepoiusan musyawarah dan rapab-rapatl ¢t dingkat
nagional, keletenan den kepulusan  Konporeasi  Provingl,  kepulusen
mugyawarah dan kepllusan repalrapat di Gnghat provinsi, igeiatapm dan
kepuluzan Kongerensi kavupalen/kota, keputusan musyawarsh den kepukisan
rapgat-rapat ¢ tingkal dusrah kabupatenikota, kelslgpan dan kepulusan
Kenperanst Kecamatan dan keputusn rapat-rapat dl tngkat Recamstesn,
Ketalagan dan keputusan Rapat Umum Anguots (RUA} dan keputusan rapat-

rapat di ingkat desedeiurahar dan Persiuran Padai;

MemzertangaundiawatRkan seiuruh kebil skannya kepata RUA;

Melakukan pembinaan lerhadap pars anpgota dan man}aﬁng caion anggola

¥
bar yang berdomicill di wilayah dasalkelurahan.

BAB Vin

~HRERJASARNA -

Untuk mewuludian tjuannya, PKP inelakukan ypays: ——-

fPasgal 20 o

{1y  Mengadekan kefjasama dengan oigan isasi-km syarekaran dan organisasi profesyf

| fungsional ataupun parzi polik yang memilid kesariaan vish, misi dan hakan

parisk

parjuangan dalam mewuiudiian Ljuan partal dengan islap meniaga indepandens!

"

{2} Kedasama tersebut dilaksanakan pada fngkal koordinasi dan  implementast

PRI,

S =1 ) S

........ ATRIBUTY
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. - oo Pasal 21 - -

PKF mempunyal bendera, panji-panii, ia~bang, hyrne dar marg veris attibut leinnys

yang diatur dalam Anggaran Rumah TG, wes —w

ceensemnon BABY + o on

e KEANGESOTAAN DAN RODE ETIK PARTAS .
et e Pasal 22
- rermeneen e o KEANGACUTAAN -

{1} Keanggotsan PP terdin alog 5

& PEndifi POMat, meesmmsrmss o caae —

| & Anggola Lusf Biashl - ——e— -

] g, AADGOLE BIDSN] wemrmorine <osmminn et s ¢ e

{2} Kelenluan mengenai keanggolaan, hak dan XKuwajibar dislyr dalam Anggaran

«

Roemah Tangpa, - T

e =t s #3sai 23

- =ees oo MODE ETIK PAPTA: -

Betisp anggola PKP dalam Ungkah laku gan kehidupan, tarutama dalam Kehidupsn

L

kepartaiannya, waiib mengakluatsusikan kode etk parai sebagal bedkul w.

{1) Yagwa kepada Tuhan Yong Maha Esa;

{2} Seliz dan taat kepada ke anign cla-cila Pioklamasi 17 Aausius 1845,

{3} Setliz dan tast kepada Pancasia dan ULID 1845 sebagal desar Negas dan hjuan
|
T psiuvangen bannsa; -

(4) Kenjunjung tingst perssluan dan resaluan hangss INCGRBHIR] v

{3} Yindekan yang - mencomickan - kepedulian dan langgung jewab untuk

mgigksanakan amanai paris; -

adakan wang lebih meaunjarg tarciptanyn Keaditan ASarkan Keseansan
{8} Tindaka bl j iptanys: keaditan berdasarkan kese!

. individu dan masyarakal don pen.aluan bangs:, serla kessjahierean rakyat, —

{71 Berketeladanan dan kdur didar seliap thdak gan kg,

Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH Ul, 2009



__, {9
{8) Bersikap menempatkan kapertingan bangsa dan nepara 4 atas semua kepentingan

Isirnnya; -- -

{8} Bertindak dan bersikap sebagai pemersatu bangsa, »

— conm BAB X3

i A 2 e KONGRED, KONPERENSL [MUSYAWARAR v

- UAH RAPAT-RAPAT

~~~~~ o Paga] 24 - cmn omm

Konperensi, musyawarah dan rapui-ranet parial leadinl alas

{1) Kougres; - e

(%) Kongres Luer Biass {G.0OY -

{3} Musyawarah Pimpinan Nasionat (MUSPHANASY: —

{8} Musyawarah Kera Nasional {MLUIKERMNAS);

{8} Konperensl Provinsi IKONPERPROVY;

&) Konpetensi Provinst Luar Biasa {(HONPERPROVLLIBY

(7} Musyawarah Fimpinan Provinsi:

(8} MNosyawarah Keda Provinsi; o]

{9 Konperansi Kebupaten/Kola ‘KONPERKAB/KOTY,

{1} Konperensi Kabupaten/Kots Luar Biasa (KONPERKAB/KOTLUE),

{11) Musyawaral Pimpinan Kahupaten/Kowa, e —

{12} Musyawarah Kera Kabupalen/i sta;

{13} Konperaasl Kecamalan (KDRPERCANY;

{14} Rapal Umum Anggaia (RUA). -

wer Pasal 25

------- ~KONGRES —ommer

(1} Kongres adalsh tembags pems gang kexuasaan lerdinggl pattal, yang diadakan
.\i\sek‘aﬁ datam § fima) tahun.

—
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{2} Kongras dinyatakan sah aoxtuia dihadinl sekucang-kurangnya 243 {dua per ¥ga} dad
jumiah DPP dan 273 {duw partina) 4ar jursiah DPR | ~-
{3) Hak suare dalam Koneros dimdiki oleh DRPN, OPP dan DPE,
{4} HKongres diselenggurshan oleh DPNL -
{5) Kongres dipimgpin cieh pitpnan Kongres vang dipilih das dan oleh peseria Kongres,
6} Sebelurmn Pimpinan Kounres sobagaimana dinaksud pada ayst (5] lerpilth, DPH
‘ berlindak selaku pimpinan semerlara Kongies, — ——
Pasal 28 e
Kongres berwenang uniuk iy & - o
{11 Menyusun, senyempurnakan dan melgesslian visl, misi dan 'Samiasan ponuangan
; partai;
{2) Menvasun monyempuranhkan dan mengesabhkan Anggaran Dasar dan Anggaran
! Rumah Tangga parti; o
(3) Menyusun, menycinpamokan i i niengesahkan p.ogram keda naslorad partal, ~——
{4} Menaiapkan kebijpkon-koniinkan oarial secara nasional] —
{3y Meniai lrporan perlangoung jawaban DRN;
8] Memberhantkan, memiith, mangar;gkat dag menguRdokan DPN;
{7y Mermbeniuk tim verifkasi. -
e B3EEBE 27
KONGRES LUAR BIASA
{1} KLBE adaiah Kongres yang daksanakan secam Lhusus 8 fuar waklu Kengras uniuk
mambicaraken das memuivcckan saty, beborang, ateu kegaluruBar agenda yang
menadi kewenangan Kongres seSual aspirasi peserna dan meamenuhi kedentuan
:  panyelanggam@an KL ~ e o
{3} KL dapat dilaksanzien atas panypgian DPN; slay alas pernintaan fgsih dan 273
(dua periga) jumizh DFP dan 243 (Jua pediga) jumiah DPK vang dilkul dengan

persetujuan DPN:
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7

b
DPP dan BFEK yano mervjssuikan pelakear an KLEB, harus menvertakan alasan dan

agenda yang aken dibzhas dalam KLB, e

Usulan pelaksanaan KLB sudah barys dilarganakan olgh DPN paling fambat tiga
bulan setelats seluruly syacat s2suai keigntuarn gyat (2) dan (3} terpanubl] —m——ww

KLB dinyaiaken sah epebile dihadid sekurany-Rusangnya /3 {dua pertiga) dan

jumiah DPP dan 273 {dua pediga) dad jumish DPK;

Peserta KLB adalah sami dengan peserta Kongras,--

KLB diawienggarakan oleh GPN,

- Pasat 28 - s e

(1

@

)

{4

KLE kfwsu; untok pembubaran parai distur datam ketentuan tentang pembubaran
partal atau sabagaimans diatur dalam Undang-undang Partal Politik yang beriaky; —
FLB khusus untuk pambotaan partal dapat dsdakan atas permintzesss tetil dad 273
{dua pertiga) jumlab PR dan 273 (duz per tiga) jumish DK dan dizsetujui ofeh
OPN;

Kongres Luar Biasa (KLE} khusus untuk pembubaran Partal dihadin olei sekurang-
kurangnya 2/3 {dus periige) dat jumiah OPP dan 2/2 (due pertiga) jumlah DPK; w—

DPP dan DPK vang mengusulken peleksanasn KLB khusus untuk pembubaran

Fariai, harus menvampaikan alasan gembubamn Partel) e
Uslan  pelaksanzan KLB kbusus uniuRk  pembubararn Padsl  sudah havus

dilaksgnakan oieh DPN paling lambat lga bulan scleiah seluruh sysral sosuai

kotentuan ayat (2), (3} dan {4} terperiut;

Pegarda KLB adaish samg dengan peserta Kongras;

KB rhusus pembubaran Partal diselenggara an oleh DPN,

e Posal .8

- FAUSYAWARAM PIMPINAN NASIGNAL

- (7 Musyawarah Pienpiran Nasional (MUSPEMN 45} adatah pedersan konsettast,

T
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evaluasi dan xonsalicke pattal van g Cilaksanakan sekutang-kurangnya 1 (satu) kakh

gaiara 2 (dua) tabun -
(21 MUSPIMNAS dindakan atas eodangan don dipimpin olsh DPR;
{33 MUSPIMNAS berwenang mengambll kepuluses-kepulusan i kaar keputusen vang
+  andadi wewenang Kongre ; sebagasimana dialur dalam Pasal 26,
T — T (¢}
TAUSYAWARAM KE1IJA NASIONAL
{1} BMusyawsraht Kedo Nazionat SMUKERMNASY berwenang mengadokan ovaluigs
pelakaanaan prograrn keda nasional dan manelackan pelaksanaan program kerja
nasiona salanjulnya;
{2y MUKERNAS diadakan sekurasg-kurangnya dua Kok dalam satu mese kepengurusan
DPN.
Pasal 31
- KONPERENS! PROVINGSI
{1} Komparensi Provinsl (KONPERPROV) diadakan seke i dalam 5 (e} shun. —
{4 KONPERPROV dingalaken sah apabiz dibadid sekusmang-Kurangnya 273 {dua por
i tiga; DPK, 273 (dua por tga) DPE dan DPN, —--
{3} Hak suara dalam KONPERPFROV dimiliki olel: PN, DER, DPK dan OPC,
(4} KONPERPROQV disslenggarakan oleh DPR, e
(8) KONPERPROV dipimpin cleh pimpinas KONPERPROV yang dipilih dari dan olah
2 paserts KONPERFIROV, 2 i
(8} Sebelm pimpissn KOMNPERPH DY sebapaimana damaksud pads ayat (5 tarpiih,

DPP beriindak selalus pamp nan sementaia KONPERPROV.

KONPERPROV berweaang untux

(12
{2

Paga’ 32

Menyasun program provingi,

Menilel pedanggungiswaban DPP; -
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]

Membsarfientikarn, mamijih dan meagangksi DFP - v
(4) Menetapkan kepulusankeptiugan {5 dalig Daw § Wawenargoys, ———-vmmmm——
{5} Maembentuk Tim Verifikasi, « - s
R Pagal 33
e FALISYAWARAH PIHAPINAN PROVINSE
{1} Muayawarah Pimpinan Provins L {(MUSPIMPREY) -z&alah pritenuan konsultasi,
avaluasi dan konsafidasi partai df sngket provinsi yaag dilaksanakan sekurang-
kurangniva sekad dalarn 2 {fua waabum,
(2 MUSPIMPROV disdzkan slas undangan dan dipimpsi olel OPP, ————— o —
(3 MUSPEBAPROV banwensna rmigngambil kepuiusan-tepuasan d iar kepuiusan yang
% rneniadl wewenany konperer $: provinsl sebugaimans datur Pasal 82, ——wmm snpne
Fasal 34
USYAWARAH KERJA PFROVING|
(1) fusyawarah Kerin Provic si (MUKERPROLVY berwenang mengsdekan evaiuas]
i pelaksanaan program s grovinsi daz} manslpkan palaksanaan program keta
P provingi SElanjitnya; e e
{2) MUKERPROV diadaksn sekurang-kurangnya dus ksl dalsm rsal masa
; kapengurusan (PP,
g - Pagal 05 i
- HONPERENS] KABUPATEN/KOTA
{1} Konperensi KabupstenfKola (KUNPERKAB/KOT} disdakan saksli dalam § (lrma)
i taban. , ————
{2y KONPERKABMOT dinvalalan £ 3 apabila dibhadis sekurang-sussngnys 23 (duas per
i tiga} OPC, 243 (dun por tica) DPLFDPL gan unsur DPE,
{3}  Hak suam dalar KONPERKARKOT dimiliki glen PP, DPK, BFC dap DPDRDPL, —
_{fi} KONPERKABKOT diseiznggarakan sleh DPK,
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2

KONPERKABKOT dinienpin slah manpinan KONPERKAB KOT yang dipiih dan dan
clah peseria KONPERKABACOT.

Sebetum pimpinan KOMPERKARBKOT sebapaimans dimaksud pada ayat {5) erplith,

DPK bertindzsk setaku simpinan sementara KONPERKABIKET ., e commmrmsns s

KONPERKABHKOT banvenang unluk |

(1}
2
&
@
£

e - enre e PagA 36

Senyusun program tabupaterndkota; -

Mesilai padangaungiawoban DK

tMemberheniikan, mermiih daa mMengangkal DPK;

Menalapkan kepuusain-kepulusan ialn dalnm Betas wawvenaninys;

Banbaalol Tim Vo,

Pasal 37 —

{1}

2}
{3

MUSYAWARAT | P.MPINAN KABUPATENIKOTA

Musyawarah Prmninan Kobupaten/Keta MUSPINGBABKDT) adaish pertamuaa
konsultast, evalunsi dan konsolidasi padai di fngke! kabupstrovkoilz yanp

dilaksanakan sekuang-kuronpny s sakali dalam 2 {duad tahun.

MUSPIMKABKOT diadakan atas urdangan dan dipimpin oleh DPK
MUSPIMEABKOT barvenang mengambi kepuiusan-kepitusan ol juar kepubisgn —

yang menjacd wewenang Munperang! Kabupabin/Kote asbagaimana dlatur Pasal 36,

Pasan 38

MUSYAWARAH KERJA KABUPATENIKOTA

(1)

{2}

l

fant -

kKepengurusan DPK

Mugyawarah Kada Kobupaten/Kola {(MURKERKAS/KOT) berwermng maengadakan
ovgiuast pelaksanatn program Rarja kabupatarvkota dan menelapken peisksenaan

prograr kada Kabupatenkota ssianjuinya;

MURERKABKOT diadaoksn sekumang-kurangayas cua #all dalem saly mesy
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crnvmras ey KONPERENS| KECAMATAN «

t
{2)

3

(4}

(%}

{6)

Konperensi Kecamutan (KONPERCAM) diadakan sekal dalam § (lima} tahun,
KONPERGAM dirmenliakan san apabila dibsin sekucang-kumangnya 23 {Qua per

figa) DFOA dan unsur DPKL — -

Hak suarg dalam KONPERCAM dimiliki oizh DPK, DPC dan DPOAL

KONPERCAM dinclenagarakan b DPC.

KONPERCAM dipimpin oleh pimpinan KOMPERCARM yang dipilih dad den olah
peserta KONPERCANM. A

Sebalym pimpinan KONPERGAM rebagaimana dimaksld pda ayat () erpilih, ce

DPC berfindak seiki mpinas tamenisra KGNPERC AN

FKONPERLAM berwenang unluk - -

7 Pasal 46 -

Menstaphan kepulusan-keputusan lam dalarm balas wawenangnya,

Membaniek Timn Vardilaas, - L

e PRGAL 41

—aenae [IONPERENS! LUAR BIABA

{17 Maryusiss kegipiaas kacamastan, ..
{2y Menils pedanggungewatan OBC: .
{31 Membarhentkan, memiiih dan nengangkat BRG;
{4}
{5}
(1
wawenang Konperensi;

2}

1

;
(3

Konperensi Luar Bioges adalah Ko nperensi vang dildksenakan secam khusus di uar

wakiu Konperensi unluk menaiuskan saty  ztay beberapa agenda yang mandadi

KONPERPROVIUE dapnt disdpkan karona  adanys  pamdinizan  sgkurang-
kurangnya 203 (dua per diga) dan umlah DK dan disetuiul oleh BPN, »—
KONPERKARKOTLUS dopat diadaken ker:'e arenya pemaintaan sekurang-

kuranighya &3 dad hanlah RPO dan disetyjui 4.8k 0PN, —
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2%

Konperens! Luar Biusa didaksandgkan Karend : -— -

| a) Kelidak percayaan lerthadap kepemimpinan atau terancamnya kepemimpinan

| Dewan Pimpinan, =«--ecxe---- e—
b) Dewan Pimpinan mclanggar AD/ART; atau lidak dapat melaksanakan amanat

] Konperensi sehingga organisasi lidak dapat berjalan sesuai dengan fungslrya.

Konperansi Luar Biasa dilaks.anakan olek. Dewan Pimpinan satingkat dlatasnya. ——

Korperensi Luar Biasa mempunyai wewonang yang sama dengan Konparans

Konperensi Luar 8tasa dapat dilaiisnnakar sampai tingkat kabupaten/kata, ———-—

Pasal ¢2!

RAPAT UMUM ANGGOTA

Rapat Umum Anggola (RUA) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima}

RUA dinyalakan sah apabila dihadisi sekuranyg-lrangnya 2/3 (dua per tiga) jumlan

Hak suara dalam RUA dimiliki oleh DPC, DPD/L dan anggota.

RUA dipimpin aleh pimpinan DPD/L yang dipilih dari dan oluh paserta RUA.

(8
)

t sasual lingkatan. —-

|
)
(1)

I tahun,
(2

anggota dan unsur DPC. -

(3
(4) RUA disslenggarakan oleh DPDL. — --—
(5)
(6)

Sebelum pimpinan RUA sebagaiména dimzksud pa~a ayat (5) {erpiih, DPD/.

bartindak selaku pimpinan sementara KJA.

= Pasal 43 — -

RUA benvanang untuk ; —----- .

)
2)
(3}
- (4)

Menyusun kegiatan desa/keluranan; =

Menilal pertanggungjawaban Di-DiL; -—

Memberhentkan, memilih dan m.u.ac angkat OPDIL; ——— —

Manetapkan kepulusan-keputusan lain dalam batas v-ewenangnya.
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KORUM DAN PEHGAMBILAN KEPUTUSAN

~~~~~~~ Pagnl 44 o —

Musyawarah dan rapat-rapst sebaguimuns dimaksud defgm Pasal 24 adaiah sah

apabiia dihadiri oleh lebib das % (selengan) lundah peana, o~
Pangambilan pulusan diiakukan serara demockealis, baik melalii musyawarah

mufakat atau melalui permungutan suara,

Datam hat mengambil keputusan tentang permithan pimpinan, sekurang-Kurangnya

disaigul lebih dar ¥ (selengah} jumlah psseia yarg hedir sebagalmana dimaksud

Galarn avat {13, ~ e —

Khusus tenlang perubahan Ang eran (Jesar -

g, Sekurang-kurangnya dihadist 2/3 (dua pedigr) dad jamizd pesaris;

b, Keputusan adalah sab asabila diambll dengan  pemsetujuan  sekurang-

l kurahpnya 2/3 (dua pertiga} dari jurmnlah pesana yan?y hadir.
Khusus unluk rapat-rapat p.20o dan harian th seliap tingkatan diatur ssbagal bedkut:

#.  Apsbia Rapat dimulai don bfum mencapai korum maka rapet ditunds selama

i 15 menit

b Jika selelsh penundean sulama 15 menlt, Rapet lersebut belum uga menca-

[R———

pal korum, make rapat SHungs antuk 15 merd beckuinya;
¢. Setelah penundaan kedua sclama 15 renit rapat balum juga memenubi

korum, maka rapat dapat dilanjutken dan disnggap sab sarta saltingh

keputusan yang dihasilkan ¢ swngial.

. RTINS AL X~

- PRSP AN PARTAL HASH. KONGRES/ , .

— e KONPERENSHRUA

Fasal 45 --

(1) Dewen PFimpinan Parat hasii Fongees, Konpozrensi dan RUA o Hap tingkatan
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{3)

@

- (8)

235
g 0

disusun bersama oleb Kelua Unwmiels forpil 1 bersama-sama Um formater
dengan mempearhalikan ketuntvan-kelentuaa party dan ienjang karter kader parial,
Dewan Pimpinan Padal yang disusun berdasa tan syal {1) di atas merupaknn hasil

keputusan yang sah dan mtagikal,

Susunan Bewsn Pimpinan peda setiap ngkawae agar menperhatikan ketadibaten

sekuraag-kurangnya 30% (liga puluh per seratus) unsur perempuan dajam eusunan

kepengurusasn. e

Hasih kerda dm formalur sedapsi-dupainye sudah harus dilaporkan sebelum

penutupan Kongiosd Koog wrensi RAPIDAL.
Keboraian lerhadap hasil kegis Thn Formabur hanys dapat diperlimbangkan jika

diajukan oleh sekurang-kuraigaya 243 {dus sarfina) kyvlah peseria vang hadit, ~—.

wrms e remsen BAB X2

~—=o METARKY PERATURAN

{1}

e Pasal 45 ~

Hitarki paratirga parsi adaiah sebagai berigul o

& Anggaran DEsan mwes -

B, Anggeran Rumsh Tanona,

c. Keigtapan dan Kepulusan Kongres alay Kungres Lrar Biasa;

d.  Peraursn Paral

e, RKeputusan Musyawarsh Pimpinan Nasicoal

{ Keputusan Musyawarah Kiede Nasional

g. Keputusan Dewan Pimpinan Nesional;

h, Kelelzpan dan Kepulssan Konperensi Plovinst ateu Kopubssan Koapererst

L.trar Biasa:

i Keputusan Musyawarah Pimpinan Provinst:

L Keputusan Musyswarah Kgga Provinsi;

k. Hepgidusan Dewan Pinpinan Proving:
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26
l Kalstapan den Kzpulusan Tonperensi Kabugalsn fKola atau Kepulusén

Konperensi Kahupaien/iel» Luar Blasa:

m.  Kepulusan Musyawar h Fimpinan Kabupaien/ota;

n.  Kepatusan Musyawarnh Kera Kabupatenidola; -~

o, Kepiiusan Dewan Pampicen KabupagtenKoa:

n. Kepolusan Konperonsi Kecamama; ..

g.  Kepulusan Dewan Pingpinan Kecamatany:

7,  Kepulusan RUA ~-—

5. Keputusan Dewan Pimpingn DesaiKelurahan. e e

Paraturan yang isbil rendah tide < buleh barlentangan dengan paraturan parial yang
febib linggi.

BAB XY -

—man » KRUANGAN PARTA

()

{2)

&

Pasal 47

Keusngan panal diporolels dafi | « <eewes -

a  luran anggols; <o e

b, Sumbangan dan atau hibah yang bersifat tigak menglkat;

. Usahg-ussha lain yang sah.
Seleruh kekayasn padai adalab milik partel dun dikeioka cleh Dewan Pirepinen
sesuszi tingkatannya dap dipgrarggung jawabkan dalam Kongres, Konnerens! dan
RAPIDAL. '

Hal-hal yang berkailan dengan meke nisme pengelolean kekeyaan sebagaimana
dimaksud datam ayal {2) dun pengeloiean keuangan partal diatur iebih fanjul delam

Anggaran Ruman Tangpa, -

~~~~~~ BAB X\t o—

rormenes PEMBUBARAN PARTAL

\\ ****** FPasal 48 -w-
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‘Pembubaran Parlai hanya czpat dilakukan dalam KLB yang khusus diadakan untuk

itu dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30.

Dalam hal pembubaran parai rieka kekayaan panei dapat dihibahkan kepada

badan-badan dan alau lembaga-tembaga socsial di Indonssia.

BAE XViI ——

ATURAN TAMBAHAN

(1

Pasal 49

Untuk pertama kalinya, seluruh kariiposisi dan personalia Dewan Pimpinan PKP dani
tingkat nasional sampai dengan tingkat kecamatan ditetapkan dan disahkan
berdasarkan Surat Keputusan DPN: dan uniult lingi:at desa/kelutahan ditetapkan

dan disahkan berdasarkan Surat Kepulusan DPP;

Apabila timbul perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalarmn Anggaran Dasar

ini, maka tafsir yang sab adalah yang ditetapkan oleh DFN dan — -~

dipertanggungjawabkan dalam Kongres.

Pasal 50

Calon Kalua Umum dan Ketlua Partai di setfiap tingkatan dipllin dan ditetapkan oleh
Kongres, Konperensi, RUA. berdasarkan bakal calon yang diajukan.
Tata care pemilthan pucuk pimpinan partai di ttap tingkatan diatur dalam paraturan

partai dan tata tertib Kongres, Konperensi alay RUA;

Calon Ketua UmunvKetus yang dipilih dan diduung oleh suara terbaryak

dinyatakan sebagai Ketua UmumiKelua Parta! terplilh sesuai tingkatan.

Pasal 51 —

Apabila PKP meraih suara terbanyak dalam permitihan uinum legislatif, maka DPN
menyiapkan calon presiden/dan wakil presden dalam  Pemlllhan  Presiden

{PILPRES).

Apabila PKP memenangkarn PILPRES maka DPN menyusun rancangan kapinet

—

yang disahkan dalam rapat pleno untuk dipartimbangkan oleh Praslden.
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— Hasal B2 -

PKP mempunygi fraksi ¢ DPR-RL, DPRD Provingl DPRD KabupalendKols, yang dielur

febih faniul dalam Anggaran Rumah Tanggs.

----- BAB XViill —

- e KETENTUAN PENUTUP — -

- LT R P ———

{1} Halhal vang belun ditelapkan dalum Anggaran Dasor, dipl dalam Anggaran

i Humah Tangps. — - -

(2)  Anggrran Desar ini herlaku sejak tanggal dietapkan, —

Pasal &4

Bahwa para penghadap menerangkan kepana saya, nolaris bahwa Para Pandin el —~--
melakukan rapat, bermusyaiwarzh bermufakat, menetagkan dan mengasahkan Parg -

Pandiri dan Dewan Pimplnan Nasional Partail Keadilen Persaluan dislhgket PEER,

barkedudukarn 4 Jakerla sebagqal berikut

A. DEWAN PIMPINAN NASIONZL s

" 4. Ketua Umum * Dokinr IEUTIA FARIDA SVWASOND

2. Sekertars Jendral » SAMUEL SAMSON -

3. Bendahara Umum CREA LARABAT ISKANMDALE -

B. DEWAN PERUHRI  sebagaiman diuraiian dalam @mpren yvang bamsterat cukup —

| serta dilekatkan pada minuta akia inl. - e

B. ANGGARAN RUMAH TANGGA

- BAB §mw——

J— REANGGOTAAN

Pasal 1

{1} Pendid Partal adalsh angoota®Warpa Nagsra Repuablik indonssia vang namanys

— | Wercatal dalam akle notaris Pendirian FKP,
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(3}

{4

o 29
Anggota Rehominlon sdalah wirpa negara Ingonasia yang yecara ikhlas mandorong
dan membaniu parkembangan PKP, yang diangrat oleh DPN berdasarkars jasa-jass

yang diberikan lerhadap pansi.

Anggota Luar Biasa adalah warga negaca Indonesla dalam kapashias sebapal loksh

yang bemeaslagi dibidangnya, yang seczra ikhias kut teribat membesarkan PKP

dan diangkat oleh DFH,
Pengukung Nasional adalsh Warga Negara (ndonesla vang secare kbl

mendorong, menduliing eisistens! pantal, dan atsy mambaniu pesgembangan PKP

wang shiangkat dan dieiephan ¢leh 3PN,

- Pasal2 -

Angpola Biggs adzlah wamn negara Republik Indonesiz yang mendufarkan did sebagal

anggola PEP, dangan memenuhi ketentuan sehagal boriian |

(1)

O V5]

G

'

(4

Talah banmmur 17 tahun gtau sudah menikan:

Sunggup akif mengikiil Kegistan yang ditentiican oleh Partsl;
Manedma dan memperjuengken Anggaran Dasar, Anggarsn Rumah Tangga,
Haluan P2quangan Parai, menaali Kede Elik Pardai, Program eda Partal dan

Peratwian-peraturan Partal; -

Menyataken Sif unuR manjadi anggola PKP mefaili proses pandefiama anggots, —

o

2

Pasal 3

Permohonan dan pendallaran din sebagei caton arggola Parisi, dinyatakan sscara

teriulis dan disampalikan lngsung kepada Dewen Pimpinan Parai solempat
Jenls, proses dan mshkanisme pendaftaran seda pengangkaan anggoia oariat diatur

dalam Paraturas Padal,

BABH

KEHAJBAN DAN HAK ANGGOTA

Paaal 4 o —e

Setlap anggola berkewaliban - -
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(1} Mematuhi AD / ART FKP, dar, menghavali seds wengamalan  Visl, Misi dan

i Larngasan Perusnpan Partal;

{2) Menzal keletapan dan keputusan Kongres;

(3 Melaksanaken dan monaati kepulisan parlai; ~v-

{4} Menaal dan mengakluatisgsixan Kode ik Padai;

{5} Membanly pimpingn daa melaksanakan lugas perjuangen sena Program Partal]

{6} Mencegeh ssliap usaha dan tr Jakan yang marugikan Kepentingan parial;

{71 Menghedid pertamuan gu Rpatrapil] -

{8} Membayar luran anpgola. -

FPaggl & w

« HAK ANGGITA v

Setigp snggota berhak mempergieh:

{1) Pariakuan yang sama dast Pariai,

{2} Hak bicare! bagi Angoota Biasa, Lugr Biasa, dan Angaota Kshormaten;

{31 Hak memith, hak dipifih dan hak s ara bagl Aaggots Siasa;

t4]) Hak membari nasihal bagt Aoygata Vehematan: - -

{8} Hak membela dint apebila dikenal $a0kst Paral rem— — v wrsnw

(%} Mak perindungan, keadilan, pembelaan, pendifikan kaaer, pelatinan dan bimbingan

R Y P O — ~

- s BAB 1} s

DISIPLIM PANTAI DAN SANKS] ORGANISAS!

Banal 6

Disiplin Parisi adaiah segala persluran panai lemssuk Kode Bk RPartal, yang harus -«

dipatuhi dan ditaati sada dlakiuastisasikan ash selurub angror parisi,

- Pagal 7

{1} Anggota yang tdak disiptin dapat dikenal sanksi organisasi berupa :

I
~., &  Tsguran fisan;
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i b

b. - Taguran tertulis; ——-

¢ Perngstan kerag; . —

4.  Pamecsian -~

£

Kopads anpools vang dikenakan sanksi, diben 13K uniuk membela difl, ~

- BERAKHIRNYA KEAHOGGOTAAN PARTAS

Fasaid ——

{4
e - BAG IV
{1y Keangoolaan padatdapst baakhin, kameng: —- —
&  mengundurkan din vang disampaikan sechrg terddis
b.  Maningoal durka;
¢ Keahilangas kowargnoogaiaon;
(4] Marjadi angnoia Farai Paiilik {ain;
(2}
,i uswf DPK melalui DPP, berdasarkan Peraturan Partai. —-
(3)
I
4

()

e, Dibarhentikansdipecat kurena pelanggaran Jisiglin partal, - -

Parrherhentian/pemecatan dari keanggntaan parai ha wa dilakukan aleh DFN etas

Jika anggota yann diberhenlikan dar keanggolaan adalah anggota Lembagéa
Parwakifan Rakyal, meke cercilak dengan itu dibarkentikan pula dari keangpoiaan
Lembaga Perwakiian Rakyal sesuai ketentuan parundiangan yang berlaku.

Anggota yang diusuikan dicabeat sialus  keanggolaannya dapat mengajuken

paimbelaan dirl ke DPN.

Tata care pernberhonbian / pencanutan sistus kzangoolaan serta Upays pambelzan

Gird diatur dalam Peratloran Fanal

RS———— BAB V -

O - ¥ 5 § =8 -

Pasal 8§

{1} Kader parigt adalah enzos inll punggersak c;{{;aaisazi i setiap tingkatan parlal vang

|

{edah ditelti dan disnding herdasarkan kriteria ©
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. Mentdd ideologi Rebangzaan Indonesia daiwm NKR| den UUD 1848,

b, Prostasi S— —

T, DodKas —-—e s -

#.  loyal dan laal pada Kepsdusin gaeial]) - s

8. Kaspsmimpitan, - . - van

. Kemandiran - -

g. Kemampuan pergembangan dgin; «

h.  telsh melatul proses peadidikan dan pélaﬁban kacer padai.

e gAB VL -

{2}  Katentuan tenfang jenjanyg kavier BKF diatur dalam Peraturan Pantat. —vee s
SUSUMAN, WEWENANG, DAN SYARAT-SYARAT
!

e PIMPINAN PARTS ] ~ao~

Pasal 1&

! e DEVEAN PIRAPINAN NASIONAL (DIPN)

£1]  Busunen DFN lergyl 2105 1 -~

a. Katua Umum; « . ..

c. Sekretans Jendaral,

d. Beberaps Waokil Sekretars Janderal, -

I 5. Beberapa Ketua ceew

&, Bandahara Umum; -

{. Bebersps Waki Sendahara Umury,

f g Bsaberaps Deparimgn; -« oo e

h Beberaps Lembags,

{2} DPK dibag menjadi Pengurus Pluno dan Pengwius Haran,

‘ {31 Pengurus Plenn DPN adalah penqurus lenphan, vang tercdin ales Pengurus Madan,

*«!M DBepartemen dan Lembaga, -

Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH Ul, 2009
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i _ A

(4} Penyusunan Fersonolin Pungurus OPN menmeshatinan pelibatan unsur angriota

l parsmpuan sekurang-arangrya 30% {ligz puluh per seratus}.

15} Peanguris Hartan DPN acdin ¢ 85— ~ o

] A, Kalia UMmUm: -seeewmmesmman e

b, KeluaKelur rammmeas ——— -

Voo, Sekielans JEndierEl eene e

I d. Wakil\Wakii Sekretse 5 Jenderat:

;8. Bengahara Umum; -

i WakilaWakil Handahaca Uy

{5) Datam hab-hal terientu yang bersilal stategiu DEN, berwenang mengambit kebljakan
b menyangkut penuasan kader paral di fembaga yudikatif, legisiatf, eksekalif dan

iembaga kenegatsan binnya, —

Pasal 14 -

~~~~~~~~~~~~ DELAR PENASHHAT PARTAI s

Busunan Penasihal Partal taedlin dsii -

a Kebug; b et e vam
Lo Wakil Ketus, - -
¢ Sekglans,

d  Angyols-anggots,

Pasal 12
DEWANR PAKAR PARTAL
Susunan Pakar Partal (erdin da© -w.
& Ketym 5 -

b, Wakil Kelua;

b, Sekrelarg, — - e

4. Arngoda-anggols. - -
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e vwees PREE| B e

-- DEWAN PHaPiHaAN PROVINSE

{1} Busunan DPP terdui alas | -

B, KEW rewrm o

b, Walkil-wakit Kelus: --- . o

. Sekretars: - -

¢,  Wakibwakit Sekralatie: ~- ——

8. Begndahara:

f. Waakib-wakil Bongnhara) v o -

[ —

¢. Beberaga Rirg

(Z) DPP gibagt menjani Pengurus P.eno dan Pergurus Farion.

{3 Pengurus Plenc DPP adaiab pengur.s lengkap, yang terdin atas Pengurus Harian —

l Ggan Biro.

{4} Penyusuran Parsonalia Pengurus OPP mempsrhatkan pelibalen  unsur soggois

i perermpuan sekuranp-kirsnonys 30% figa pulub par seraius).

' {5y Pengurus Harian DPP teedin alas

;o8 Katug; i

v b Wakilwakil Ketua; -

% c.  Pakretaris; e .
% d. Wakibwakil Sekrateris —-— W

% @, Bendahara, e i

{ Wakil-wakil Scadahara, «em

—

Fasal 14

--- DEWAR PIMPINAN KAEDUPATENIGITA

(1) Busunan DPK terdin ataxs :

T 144131 S e

T b wWakilwakd Kelua - —
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]

e BEXrEtans; e - e
¥
; g Wakil.waikid Scltrotnn, -- S
l 8. Bendahard: —ewvwrmecemny cmeanes —

f. Wekibwakil 3endshars; « e -

4. Baberaps Bidang;

{2) DPKdibagi menjadi Pengurus Pleno dan Peagurus Hadan,

(3} Pangurys Pleno DPK sdalah pengurus lengkan, yang terdin atas Pengunss Harian -

é dan Bidang.

: {4} Penyusunan Pgrsonalia Pengurus DRK patut cmpartimbeogkan pelibatan enggols

parempaan sekurang-wranaoya 3C% {Hpa puluh per seratus),

' {4} Pengurus Harlan Kabupalenfkota terdin atas :

#  Hstum; =

b. Wakilwakil Kets

€. Sekretans;

d. Walkibyald! Bekratans —

‘RBendahara;

......Mw‘..
i

f Wakilavaki Bondahara, we-

Pasal 13

DEVIAN PIMPINAN FEC \MATAN {BPC)

o — ittt

Susunaa BPC terdin atas - —

e
e
g™

8.  Kebls;

b, WWakiwalii Kelug,

Sekredans; ? 3 B, -

Boop

Wakilawakil Sokrotady, -

&

Pt m Y s B bp— 1L

Bendahara; S

{ Hzberapa Bagian,

nEm

{2y Rapetrapat DPC dihadid oleh selurah Argasta DPC.

e Bimm— o i W4 - B M Ham——— i # Ay s w—
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I - Pasal 18

K{0

g}

Fe

DEWAN PIBIFINAN DESA/KELURAHAN (DPDIL)

Susunan DPDA, lecdirials | —

#  Helus; e sore

B SAKOIRAS] e e nnes

6. Bendahsrg, ——--—esrem s s

4. Beberaps Kelua Seksi, "

Rapat-Rapa’ DPDIL dihadini aleh selurut anggota di DPOIL.

Pacal 17—

— KOGODINASEINTESNAL PARTAL -

B

{2

&

Cralam menyerap aspicasi penaiapan kebijakan atay pelaksanasn kebiakan partal
dapat dlaksanaken forum rapat koordinasi vang bergerak secara horizontsl dan

veilikal, — -

Dalam malaksanakan kehikan opemscag! perial, Depanemnen dan Lambape di
lingka!l nasional, dapst coshubungan dengen Biro ¢i tingka! provinsi, Bidang i

tingkal kabupaten/cota, Bagian ¢ firgkat kecamalan, Saksi dl btingkat desakaluraban

secara berjenjang dan finbal Falk; s —
Tatacars dan forum Loordinas: giatur olah RPN dan alol Penturan Paral, —e s

Pusal 18 -

Syarat-syamt pimpinan adainh | s

#@.

|

SYARAT-LYARAT PIMEPINAN PARTAL

Kader /simpatisan PR yang latul terbukli mempunyai keprbadians yang bailk dan

prestasi yang Ungot terhadap PiKP,

b.  Sehaljasman dan roheni yaag dinyatakan dengan surat keterangan dokier;
¢ Mempu bekeria sama secars koleksf serta mamp meningkatkan dan

' mengembangkan peran PKE sebagai kelwatar: sosial sxonomi dan polifik secara -
"i‘,wggfeklif den dernckratis: .- -
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Mendapat dukungan den kepescayaun masyarskal,

Mempunyal kemampusn mandir]

Bersedia akiif berjuant dotam mjaran Kelugrge Besar PKR;

Dapat malhiangkan wokle don sanggup bekera akiif dalam parai,

Barpandidikan yamng cahup. e e

- BADB Vi

--- PERGANTIAN ANTAR WAKTY

(13

i1t R A s

o

b —

&)

Fazal 19 —

Parmgantian ardar wakiu persong'is Dewan Pimplnan nada sumus tingkatan, karena:

®

Mangundurian dis secars erisis;

=

Menirgaal dunia; S Y

L2

Kehitangan kewamanegarsan,

d.  Diberhentikan karens sslanagaran disipin padal; -

. Kehilangan slalus Keanggeizan.

Hewsnangan permborhentun personaka Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud

ayat {13 huref @ dan'd’ diahe sebagal beiul — —

& Untuk DPN gilavokorn dalom Rapat Pleno dan bila keednsn mengesak,

' diakukan oleh Pengurus Hanan,

0. Untuk OPP ditakukan oleh DN berdasackan vsul DPP. -
S, Lntuk DPK diickukan o.eh OPN bargdasserian nsoi DPK secara berdeniang. wr—
¢, Uniuk DPC dilakuken oish DPP bardasarisn usu! DPE seesrs ba:}anjaing. —

8 Lntgk DPL dinkiukan oleh DRK berdasackan w3 PO secars bydenang,

Tala cara pemberhentian angaola pengurus dalur dalara Perabren Parlal,

— Pasal 20 -

)

v {2} Cator-caion digjukan oleh Fengums Haran,

Pangisian lowongan antar wakty personalia OPN dilakuksn dalam Rapat #Plenc, —e
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(3} Sebeslum diadakan Rnoal %enc, Pengurus Harlan dapat mengisi kekosongan

I lersebit deagan menusjuk seorang pajabat sementarg,

- Pasal 21 -

Pengisian lowongan »niar wiklu porsonaily 0P, diakakan cleh DPN berdasarkan

usulan OPP. “ -

- Pasal 22

Pengisian lowongan antar wakiu personalia DPK difakukan oieh DPN perdasarkan usulan

DPK setara berdenlsng. - -

= Pagal 23

Benglaian lowongan eniar welde: personaiia DEG ditskuken oieh DFP berdasakan usson

DPC secans beilanjang.

Fasal 24

Pengisian lowongan antar waklu personalizs OPOA dilakukan oleh DPK berdasarkan

uadlan DPDA secars borenjang, <

- Pasa) 25

Jabatan pengganti antar wakin beraknic pada mesa kepangurusan Berakiif, v

e ve BAB Y

~EFREAKSI

Pagal 2/

{1; DPN menelapken kompos.si dan personsia Pinpinan Fraksl Paral Kesdian

] Persatuan (F-BKP) di Dewan Peiwakilan Rakyed Resublix indanesia.
(2) DPP menetepkan komyxisisi Can personalia  Pimpinan Fraksl Partal Keadilan

Persatuan (F-PKP) 0 Desvan Pamvinkilan Rakyst Damsian Provinst,

{3} DPK maeneiapkan komposisi ggn rarsonalie Pivphon Frakgl Partal Keadilan
| Persatuan [F-PKF) ¢i Dewan Perwakilan Rakyat Daera Kabupatens Kota,
{4} Dalam hal anggnia DPRAYPRED unsuc PKP tidak marunuhl syarat untuk membeniuk

~ i FPKP, dapat bergabung dongan enggota DURIDPRD unsur parat poliiki fain
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dengan perimbangan kesdmaan vl nisi dan platlerm  perjuangan  sers

pedimbangan sleategis innya, dengan persewspian Dewan Pimplnan PKP sesust

tingkataniya «—vere-r s .

{(8) Ketentuan Pergantian Anlar Walklu  anggote  legislst!  df  sedap  Ungkutan
dilakzanakan sesuii pocatuean g undaapan yang beraky dar Peraiuran Partal. -w—
6} Tala kera {F-PEP) dighr secwa mandid oleh fraksi dan disahkan oish Dewan
Pimpinan Padal sesus dngketan organisasi. -
- . — BAB |X
~-RERJALAMA
- Pasal 27 3

Tata cora hubungan kedasama PKP dengan panai nolitk, organisssi kemasyaraRaizn

dan lembega sebagainany dimaksud dafarn Bap Vil Fasel 20 Anggaran Dasar, distur

dalam Paratumn Panal, -

[ONUUEERRINENDE V.Y 13 4

PEBERTA KONGRES, KONPERENS!, MUSYAWARAH, e e

-~ AN RAPAT-RAPAY

= e PG ] 28 s

)

2
{8)

TONGRESG — -

Kongrasg dihadin oksh

& DPeowan Pimeican Nasionalr —

b Unsur Dewan Penasehat don Dewan Paiea DN |

. Unsur Dewan Pimspinan Fovinsi

g, Unsur Dewan Pimpincn Kabupaten/Keta) e« e

&,  Unsur Kaluargs Besar PEF di ingkat nasivaal,

Rlncian peserta Kongres dintur sleh Peraturan Padui, —

Pesarta Kengres Luar Biura adalboh sama sebagsimana kalentugn ayat {1) dan (2}

L U e

Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH Ul, 2009

s o e e



A

" ' AG

o
{4} Pimpinan Kongees dipilih ofeb dan dor peserta Kongres.
{5) Sebelun Pimpinas Kongres lerpiih, OPN berindak sebagal Pimpinan Kongres
Semantars. .
e — e (P52l 29
-« FAUSY AWARAH PIMPIAN HASIORAL
; {1} Mugyawarah Pinpinan Mogiona! IMUSPIMNAS Y MUSPIMNAS dihadid oleh:
& Dewan Pirnpinas Nasional;
! b, Unsur Dewan Penasinot gan Dewen Patar DEN:
: ¢ Unsur Dewan Mimpinos Pogyins —- -~
¢, Unsur Keluarga Basgr PP di dagkat na. ionad. «e—-—
{21 Rincian pegana MUSPIMNAS dilanlukan oleh DN —a o e
——— ~Pasnl 83 v o o
MUSYAWARAH RERJA NASIGHAL
(1} {Musyawarah Keria Nasional} MUKERNAS ditedid aloh © -
! a. Bewan Pimpinagn Nasiongl; :
. b Unsur Dewan Penasehal dan Pakar DPN;
: . Unsur Dewan Pimpinan Provinst;
c.  insur Dewan Pimpinan KabupatenfKotg, v e—
¢ Unsor Kelusrga Basar PEP di lingkat nazionst,
(27 Rincian peserts MUKERNAS dieniskan oleh DPN,
= Pazaal 31
. - KONPERENSI PROVING
(1)  Kongerengl Proviansi (KONPERFRIOWV: zzift&;ﬁri olei :

8. Unsur Dewan Pimping s Nasionat,

b Dewan Pimipinan Provinsg

¢, Linsur Dewan Poopsitat dan Dewan Pakar Provingn:

g, Unsur Dewan Pimpinan Kasupaten/oks

Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH Ul, 2009
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‘@, Linsur Dewap Pinpinan Kecamalan, —

s et 7T

f. Unsur Kelsarga Besar PEE di tingkatl provins,

Rincian peserts KOMPERPROV dilsnivkan olen DPF, ——

Pimpinan KONPERPROV Sipdiks oleh dan dari »eserta KONPERPROV.
Sebnlum Pimpinan KONPERFROY temilh, DPEF berdindak sebagal plmpinan

KONPERPROV SEMESniig, »vvee—es oo s

- Pagal 32

MUSYAWARAH PIRFINAN PROVINS]

{1y

[Er———

Musyawarah Pimpinan Provigt (MUSPRAPRCY) dihadid cleh :

a. Dawsan Pimpinan Provir st ——

. Unsur Dewss Penasihat dan Oewan Babgr Provdnst

. Unsor Dewan Pimpinan KabupaterndKoa, —-

g, Unsur Kelyarge Besar PKPR di tingkat provingd, -

Rincian pasaria MUSPIRAPROV dilentukan slah DPP.

Pasai 33 <~~~

{1}

2

MUSYAWARAH KERJA PROVINE!
Musyawarah Kerja Provinsi Q4UKERPROY) diiadiri nleh

a. ewan Pimpinas Provinsg?, « 2

b, Unsur Dewan Penssiel dan Dewen Paker Provinst,

€. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kots;

g, Uinsur Dewss Pimpinan Kecamatan; s w—

6. lnsur®eluarga Basor PRP ) bagks! srovingi, e

Hinc'an pesans MUKERPROY dientukan alsh DP9,

(1}

H

*u

b

~~~~~ KONPEHENSI KABUPATENKOTA
Koniperensi Kabupaten/llola (KONPERKABKOT] dinadid olsh:

&  Unsur Jewan Pimpinan P inst

Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH Ul, 2009
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b, Unsur Dawsan Penasihat dan Dewan Pakay Kebupaten/Kols;

c.  Dewan Pimpinan Kabupabenfliota,

d.  Uasur Dewen Pimpingn Kecumsian,

g8, LUnsur Dawse Pimpinas Casa /Kelurahan; «

f.  Unsur Keluarga Besar PKP di tinghat Kaebupaten/Kok:

Rincian peseris KONPERKARBKOT entukan oleh DFY

Pimpinan Konperensi Kehupaten/Kota dipilin oleh dan dad peseda.

Sehlum Fimpinen ¥onneronsi KebupaternyKota ieesiith, DPK bertingak sebagal

plmpinan KONPEKAIKOY semantara.

Pasal 35 ~

PAUSYAWATRAH PIMPINAN KABUPSTEN/KOTA

Musyawarah Pimpinan Kabupaten/Kota (MUBSPIMKABHOT dibadin olely:

a. Dewan Fimpinan Kabupalen/Kua;

b. U Dewan Peaasihat dan Cewan Pakar K, o

¢ Unsur Dewarn Pirmpinan Kecamaian,

o, linsur Kelwarga Bests PRP 4 tingkat Kabupaten/iohe,

Ringian peserta MUSPIMKAB/KOT ditenitkdn oleh DPK

Pasal 34

i e e 2l

H

Rintian paserts MUSPIRKAROT ditentukan olah DPK

AUSYAWARAH KERJA KARUPATENKOTA

Muayowarah Kede Kabupalenkots MUKERKABXOT) dinadin olel

a., Dewar pimpingn Kabupatan/Kola,

B.  Ubsur Dewan Penasibat dan Dewan Pakar DPK;, —

. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan;

d.  Unsur Dewan Pimpinan DesafKe yrahan,

2.  Unsur Kaluargs Besar PKP di Linpkat Kebupeaten / Kota.

Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH Ul, 2009
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el — Pasal 37 -

= KONPERENSI KECAMATAN

(1) Konperensi Kecamaten (ONPERCAM) diiadin oleh

a. Unsur Dewan Pimpinan Kabupalen’Ko; -

B, Unsur Dewan Penrsihal Kecamatang —-

<. Dewsn Pimpinan Kacamatan,

g, Unsur keloargs hosar PKE ¢ ngkat kecarmatun.

! (2) Rindan peserta KONPERCAMW ditentuken oleh DPC; —

{3r #impinan KONPERCAM digdlih oleh dan ¢ar paserts

{4} Sebelwm Pimpinan KONPERCAM terpith DRC bedingak sebagal Pimpinan

KONPERTAM sementora, T

Fasal 28

RAPAT UMUM ANGGOTA

L

{1} Rapst Umum Angoota (RUAS gihadin olek:

8. Unsur Dewan Pimpinan Vecamatan)

b. Dewan Pimpinan Down/Keluraharyg

G.  Anggota di lingkat dess &elurghan.

(2) Ringian pesarta RUA diteatuknn oleh DPDAL, b

(3}  Pimpinen RUA dipilin oleh dan dan peserta;

{47 Sebelurn Penginan RUA lerpilin, DPDYL bedindak sebagai Pimpingn Semaniang; ——»

2 (5) Ketentuan Pelaksanaan RUA aken distur dulam Peralursn Pantal, «ww

; E Pagal 3%

t KOMNGRES dan KONPERLENS] LUAR BIASA

{1} Pesada Kongres Luar 8asa (KLB) oleh sama dengan peseria Kongres,

j Pesenta Konperens: Provinsi Ligr Biasa (KONFERPAQVLUB: sama dengan peserts
KONPERPROV.

T
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Peserta Konpereasi Kahupaten/ota Luar Biasa (KONPERKABKOTLUB sama

dengan peserta KONPERKABKOT,

Kanperensi Luar Biasa dijimnpn oleh Dewan Pinginan sshe tngkat dl atas Dewan

Pimpinan dimans Bongerensi Luar Beasa ddaksanakan,
Konparenst Luar Biass dapat dilahsanakan sampal lingkal KabUpalBniKolR. — —

- — BAE X!

HAK BICARA DAN HAK SUARA

l ()

|

| @

|

RUA, Muayawarsh dan Raps! diatar 5':bagal herilcut

Haegl 44 w

Hak bleara dan haok suara poserta Kongres/KLB, KonperersiiKonperensl Luar Biasn,

Mak bicara pada dasarnya menfadi huk perorangan yang penggunaannya distur

dalaim peraiuran partat,
Hak suara yang Slakukan dalam pengambiisn Reputusan pada dasamya dimiliiki

olah anggalalfpeserta yang penggusasnnys dlatur defam paraluran partal,

1

¥
¥

- o TAE K

|

KEUANGAN

| o
] {2}

|

i (3}

Pyasal 41

luran anggola ditertukan dalam Peraturan Partal,

Hal-hat yang menyangkut pemasukdn dan pengeluaran ksusngan dad das unbk
parlal wajib dipentannung jawabkan daam fem vang ditenhikan dsiam Peraturen

Parisd,

Khusus  dalam nenvelenjgaraan Kéﬁ;;:m}_ konperensikonperensi dan BUA
samua pemssukan dan pengoluaran kevysngsr hamg  dipestanggung-awablan
kepada Dewan Pimpinan hasil Kongres/ ¥onpereast 7 RUA sesual iingkatan melalul
Paniia Veartikasi vang dibsaul Fhusus untuk maksud s cada setiap akhir masa

jabatan. . - —

1<

o BAR AN o
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wor ot e e s PG 8T 422

(1) PP memiiiki benderg, pand, lambang, hymee, dan mars;

| {2) Berdern, pani bwmbang, hyrss dan mars tla atribut lzin dan tala cam

papgounaanaya diatur dadpn: paraluran parial.

e A B R S e BAB XV - »

ATURAN TAMEARAN

- Pagal 43

TN SRS

{1} Unluk pardama kalinva, selurch kemposiyl din sersonalia Dewarn Pimpinan PRP darn
fingkat nagional sampal ket desefkelurshan disusun sekurang-Kurangnys tendid

atzs: ey

&, Kelua Lmurn, Sckretoris Jendargl dan Bandabaem Lmum & ingkat naslonal,

} dan - e
I =

; b. Ketua, Bekrelads dan Bendshara unfuk tingkal provinai, Ketwpatenkola,

; Kecamaton dan desalkeluraharn, wwas e
l {23y  Apabin imbul perbadagn talsir mengenal susty kelentuan dalam Anggarar. RJmat

. Tangga ini, meka lafsic yane, ssh adalah yang diteapren oleh DPN daa

dipedanggungiaviabkan datare KONgres e

e BAR XV - -
s - PENUTUR e
Pasal 44
(1} Hakhal yang belum dislyr dafam Sngoass Rumeh Tangge, distur dalem persturar

{2} Anggaran Rumah Tangga ini mulai beraku scjax sggal ditelagkan.

DENIKIAN AKTA INL -

Dibuat sebagal minuta dan dizsiesatkan di Jakaria pada har dan tanggal tersebut pada

S bagian -awsal akla il dengan dhadin oleh :
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seger pad penghadap, para saksi dan sava, notarls inenandatangani akle il
Dibuat dengan lanpa tambahan, < orelan dan geaian, -
Minuta akta o telah dilands agani dungan sempuime,

e i}ft}erikan sebagai salinan yang sama buryinya.

44

. tuan Jafetson Ralu Lado, Sarjana Hukum, lahir ¢ Kupang, pada tenggs! 14 (empat

belas) Januan 1864 {sedbu sumbien ratus enan puluh empat), berlempat tnggal di -
Jakaria, Jalen Dokkyr Sabon v i, Balimatraman Nomor 18, Rukun Tetanggs 010Rukun

warga 012, Kelumhan Moneaors, Kecamatan Tebet Jakanta Selgan, — ———eer

Femagang Kadu Tanda Porgludale Nomor 09,.5301.140184,7008;

. myonya Josaghing Ling Marling Souboka, laaw ¢i Bandung, pada tanggal 10 (sepuluh)

Mai 1670 (secbu sembilan raius tujuh puivh), bedempat linggael di Jakara, Jaelen

Kelapa Nomor 22, Ruken Telangga SD8/Rukun Warga 003, Kalurahan Rewamangur,

Kacamatan Pule Gadunrg, Jekata »imurn

Permnegang Kartu Tanda Pendudok Neomor 80,8402 50057 0.0695, -

- keduanya Warma Negara Indonasia dan pegawal Rantar nolarie asbagal sakshbsaksi

Selelah saya, notaris mambacokan akia ini kepada parz penghadap dan pars saksl, mala

{ARNASYA A PATTINAMA, SH)
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